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ABSTRAK

Nama :  Dhiana Afwina
Program Studi  :  limu Kesgjahteraan Sogial KekhususanPembangunan Sosial
Judul : Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Musi

Banyuasin (Studi kasus Pada SMA Negeri 2 Sekayu dan
SMA Rahmanivah Sekayu Kabupaten Musi Banyussin}

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode dekriptif
Data dikumpuikan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan
studi kepustakasn. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang sengaja
dipilih sccara purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuban informast yang
diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan penelitisn.

Berdasarkan pembahasan dati hasil penelitian didapatkan pokok-pokok
hasi! kesimpulan bahwa keberhasilan kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Mus
Banyuasin dikarenakan dalam proses moplementasi kebijakan itu dilakukan mulai
dari aktifitas organisasi, interpretasi dan pencrapan sesual dengan prosedur dan
maksud dari kebijakan serta didukung olch fakior-faktor komunikasi, sumber
daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi,

Kata Kunern
Crganisasi, interpretasi dan Pengrapan.

ABSTRACT
Name :  Dhiana Afwing
Course Study & Social Welfare Science Specialized Secial Deveiopment
Title  Policy Implementation Of Free School at Musi Banyuasin

District (Case Study at SMAN 2 Sckaye and SMA
Rahmaniyal Sekavyu district of Musi Banyuasin}

This research using qualitative approach with deseriptive method. Data
collected by using interview, ghservation and literature study, Interview was dong
to 1 informan whose being chosen purposive by researcher because of the needs
of the research.

According to analysis, some principal can be take as conclusion of the
rescarch is the successed of the froe school policy al Must Banyuasin District
happened because of the process it self that begin since the organization activity,
the interpretation and aplication that fi with procedur and the purpose of the
policy and also being sapport by communication factor, the resources, executor
atlitude and birocrat structure

Key Waords:
Organization, Inlerpretation, Aplication.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah membawa
bangsa Indonesia ke era reformast yang menginginkan adanya perubahan ke arah
suatu (atanan dan cita-cita mulia menuju Indonesia baru vyang lebih baik
Reformasi ini diselenggarakan di segala aspek kehidupan berbangsa dan
bernegaras guna mencapai fujuan bersama yailty mencapai masyarakat adit dan
makmur di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam
pentbukaan UUD 1945 Alinea IV yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darab Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan wmum,
mencerdaskan kehidupan bangsa vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial... ™.

Pelsksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia, sesunggubnya
merupakan salah satu upaya unluk mewujudkan cita-cita bangsa yakai terciptanya
keseoiahteraan masyarakai yang adil dan makmur, Pencapaian ciiz-cita tersebut
dilaksanakan secara sislematis  dan  terpadu  dalam  bentuk  operasional
penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan fenomena dan dinamika yang
terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan dinamika  pembangunan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat telah menumbubkan aspirasi dan tuatutan baru dari masyarakat untuk
mewujudkan kualifas kehidupan yang lebih baik.  Agpirasi dan tuntutan
masyarakat itw  dilandast oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam
mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur, dan sejahtera,

Kesejahiteraan dapat diwujudkan apabila manusia yang menjadi warga dari
kesatuan negara mempunyai tingkal kecerdasan vang cukup untuk menpguasai
Hmuo dan pengetahuan untuk mampu membuat keputusan yang terbaik bagi diri
dan lingkungannya, Kemampuan mengambil keputusan ini menjadi kebutehan
manusia [ndonesta modem, karena lingkungan hidep yang dihadapinya adalsh

Hingkungan yang berubsh dengan cepat dan berskala global,
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Penguasaan ilmou  dan  pengetabuan  membuat  manusia  mampu
mengembangkan diri secara optimal, mampu mengelola peluang yang ada di
dalam lingkungannya, cakap melakukan adaptasi dan antisipasi terhadap
perubahan dan tantangan di dalam lingkungannya, Penguasaan ilmu dan
pengetahuan int dapat diwujudkan melalui dunia pendidikan,

Pendidikan merupakan kebuiuhan dasar (basic need) dalam kehidupan
manusia. Kebutuhan dasar ini sgjatinya terpenuhi dalam rangka membebaskan
manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Hal ini mengingat,
pendidikan hakikatnva adalzh sebush instrumen yang paling efektif untok
membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, kemiskinan,
dan ketertinggatan (Paulo Freire, 2000 - 21).

Suharto {2007:18) mengatakan pendidikan merupakan perangkat penting
dalam meningkatkan kesejahtersan warga melalui penguasaan pengetahuan,
miormasi dan fekoologi sebagai prasyarat masyarakat modemn. Dengan iimu
pengefzhuan manusia mampu mengembangkan imajinasinya, kzcativézas serta
meningkatkan mutu kehidupan juga martabatnya sebagal manusia. Oleh karena
itu, sudah seharusnya jika setiap manus’fa diberi kesgmpatan yang luas dalam
memperoleh pendidikan agar dirinya mampu menjelms menjadi makbluk yang
bermartabat. Berkaitan dengan hal tersebul, tentunya pemsbangunan pendidikan
nasional harus mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan  pendidikan,
peningkatan rmutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tunfutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global,

Makna pendidiken akan semekin dirasskan  strategis  manakala
dikorelasikan dengan tuntutan dunia global. Di tengah jaman yang salah satunya
dicirikan dengan derasnya persaingan bebas inl, telah muncul semacam
kesepakatan umum bahwa hanya negara-negara yang memiliki “keunggulan.
keunggulan khusus™ saja yang dapat bertahan (survive) dalam persaingan global,
Di antara keunggulan yang mutlak dimiliki oleh suatu bangsa adalah penguasaan
sains teknologi dan keunggulan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang
bertaraf internasional. Keunggulan tersebul hanya akan diraih melalui dunia

pendidikan yang termanajemeni dengan batk,

Universitas Indonesia
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Menurut Subarte (2007 : 18), Negara memilike tiga kewajiban penting
dalam bidang pendidikan. Fertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga
pendidikan, seperti sckobah, akademi dan universitas. Kedua, sebagai regulator
pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta mauvpun
femnbaga-lembags non-formal, Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur
pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan
turpangan-tuniangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak
mampu. Pendidikan harus bersifat wasib terutama kepada anak-anak usia sekolah
dasar bingga sekolah menengah pertama,

Namun dalan kenyataannya yang menjadi persoslan bahwa kondisi dunia
perdidikan di tanah air justro masih dilingkupi permasalshan yang bersifat
multikompleks dan paradoksal. Di satu sisi, pendidikan nasional telah dijadikan
furnpuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tndoncsia. Di sisi
lain, tyjuan ideal pendidikan nasional ini nampaknya masib iauh darl hasapan
sebagal akibat dari masth mulbdimensinya masalah pendidikan di tanah air. Mula:
dari rendahnya tingkat pemcrataan akses pendidikan, rendabhnyz mutu dan
relevansi  pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan, minimnya alokasi
anggaran pendidikan, hingga tingginya biaya pendidikan,

Permasalaban belum terjadinya perluasan ekses pendidikan setidakaya
tergambar dari Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Nasional
Tabun 2005.2007, yang tercermin melalni APK (Angka Partisipast Kasar)
masing-masing jenjang pendidikan. Secara nasional, APK PAUD (Pendidikan
Anak Usia Dini) bare 48,32%, APK SD/MT 94,90%, APK SMPAMTs 92,52%,
dan APK SMA/SMEK/MA 60,51%. Sementara angka buiz aksara penduduk usia di
atag 15 tahun secara nasional masih 7,20% (Laporan Capaian Kineria
Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2007).

Persoalan rendahnya mutu pendidikan Indonesia juga terlihat dari indeks
pendidikan, kualitas SDM, dan daya saing bangsa ini yang ternyata masih ebth
rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Laporan {United MNations
Educational,  Scientific, and Cultural  Organization {UNESCO, 2007}
menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih terpurek dalam peringkat indeks

pendidikan dunia. Indonesia nelorot dart peringkat ke-58 menjadi ke-62 dari 130
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negara yang disurvel. Posisi ini berada di bawah Malaysia yang menempati
peringkat ke-56 dan Brunei yang berada di posisi ke-43.

Rendahnya indeks pendidikan dan kualitas SDM  tersehut ternvata
berkorelast dengan keterpurukan tingkat daya saing Indonesia di percaturan
global. Laporan World Competitiveness Year Book {2002} meonunjukkan dava
saing bangsa ini hanya mampu berada di posisi ke 46 dart 47 negara yang
disurvei.

Diemilian felsh jelas betapa di negen ini masih dileomkan besamya
populasi anak usia sekolah yang tidak mampu mengenyam pendidikan. Negeri ini
juga masih dihadapkan dengan fakta betapa indeks pendidikan, kualitag SDM, dan
daya saing bangsa ini ferpuruk di tengah percaturan global, Realitas inf sejatinys
menyadarkan semua komponen bangsa uniuk berjuzng dan lebih serius dalam
menjalankan program pembangunan pendidikan, Di sinifah dipentingkan adanya
komitmen dan political will untuk mampu melahirkan program pembangunan
yang kouotributif bagt Iahimya pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan
terjangkau oleh rakyat banyak.

Salah satu bentuk reformasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia
adalah kebijakan otornomi daerah. Kebijakan ini lahir sebagai sebuah pememiban
kebutuhan akan ofisienst dan  efektivitas manajemen  pemerintaban  yang
diwujudkan melalul perubahan paredigma, dan sentralistik ke desentralistik.
Perubahan paradigma im berimplikasi pada semakin besarmya wewenang
pemerintah daerah dalam menjalankan vrusan pemerintshan. Dengan besamya
wewenang itu, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali, mengelola, dan
memanfaatkan scgenap potenst daerah secara maksimal demi kemajuan dacrah
dan kesejahioraan magyarakatoya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan rovisinya, Undang-
Undang Nomor 32 Tshuo 2004, tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa
kewenangan dacrah itu mencakup seluruh urusan pemerinishan, kecuali vang
menjadi urussn pemerintaban Pusat yakni politik fuar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dengan demikian,
pendidikap termasuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

dacrah  untuk mengurusnya atan salah satn wrusan  yang  diofonomikan,
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secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak lagi hanya meniadi tanggung jawab
pemeriniah pusat fapi juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
Dengan kata lain balrwa pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung [awab
pemerintah daerah, baik dalam konteks pengelolaan maupun dalam konteks
pengawasan pendidikan.

Otonomi pendidikan, jika dikelola dan direalisasikan dengan baik, divakini
akan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat dan daya saing dacrab.
Karenanya, sudah semestinya pemerintah daerah peduli dan berani melakukan
investasi vang besar gunz memajukan dunia pendidikan 41 dacrabnya melalui
suatu kebijakan di bidang pendidikan. Semua kebijakan itu mesti disusun dan
dijalankan dengan prinsip akuniabilitas, efisiensi, dan keadilan, serta sesual
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi dacrab, Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin telah berupays menjalankan otonomi pendidikan dengao baik.
Pendidikan selafu dijadikan sektor prioritas dalam pembangunsn. Pendidikan juga
selalu diupayakan wotuk dapat dimangjemeni secara kreatif, inovatif, dan
profesional. Semua ini didorong oleh kesadaran betapa potensi sumber daya alam
yang melimpah di kabupaten ini tidak akan berdampak maksimal bagi kemajuan
dan kesejabteraan daerah jika tidak didvkung SDM  berkualitas, yang
perwujudannya terutama melalul pendidikan. Berdasarkan penelitian Dinas
Pertambangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, diperut bumi daeralt ini
terkandung cadangan minyak 3.700 MSTB dan gas alam sebesar 2.410.607
BSCF, Kemudian cadangan batubam scbanyak 3.5 milyar ton dan cadangan coaf
bed methane (CBM} sebesar 20 TCF. Selain kekayaan yang terkanduog dalam
perut bumi., kabupalen ini juga memiliki kekayaan SDA yang terhampar di
atasnya. Menurut data Muba Dalam Angka, kabupaten ini memiliki lahan
perianian potensial seluas 398.673 ha, perkebunan 292.724 ha, kawasan hutan
714.440 ha atau 50,43% yang terbagi menjadi hutan suaka alam, hutan lindung,
hutan produksi ierbatas dan hutan produksi, seria areal perikanan {aut, sungai dan
rawa-rawa vang potensial untuk dikembangian,

Walaupun Musi Banyuasin memiliki kekayaan yang melimpah namun

taraf pendidikan masyarakatnya masihi rendah dan kehidupannya miskin. Menurut
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hasil pendataan Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS)
Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2002, hampir separuh atau sekitar 48%
dari total rumah tangga di kabupaten ini tergolong miskin. Kondisi ini
menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar akan pendidikan bagi anak-anaknya. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2002 jumlah
masyarakat “buta aksara” sebanyak 11.881 jiwa. Sementara sebanyak 4.500 anak-
anak usia sekolah 7-12 tahun tidak dapat merasakan pendidikan secara formal di
sekolah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di kabupaten ini juga dapat
dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan. APK SD adalah sebesar
118, 24%, SMP 62,74%, serta SMA 21,63%. Dari data ini terlihat bahwa
partisipasi masyarakat Musi Banyuasin terhadap jenjang pendidikan lanjutan
tinggi semakin rendah. Akibatnya, kondisi ini menjadikan kualitas sumber daya
manusia Musi Banyuasin sangat rendah. Melihat kondisi yang memprihatinkan
tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memprioritaskan
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Salah satu bentuk praksis dari otonomi pendidikan di Musi Banyuasin
adalah lahirnya kebijakan sekolah gratis. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkan
Keputusan Bupati Nomor 288 Tahun 2002 tentang Penetapan Sekolah-Sekolah
Penerima Dana Subsidi Pengganti BP3. Kebijakan yang masih tergolong langka
ini muncul bukan sckedar untuk mewujudkan SDM berkualitas di daerah ini,
tetapi juga dimaksudkan untuk mempercepat perwujudan kesejahieraan
masyarakat. Dengan pendidikan gratis, secara otomatis beban hidup masyarakat
semakin ringan sehingga mereka terbantu untuk dapat meningkatkan
kesejahteraannya. Di saat bersamaan, kebtjakan tni juga merupakan sesuatu yang
kontekstual dan strategis untuk melepaskan Muba dari predikat “daerah kaya,
tetapi miskin dan tertinggal” yang sempat melekat sebelum tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional juga lelah menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyat hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat 1} dan setiap
warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar (Pasal 6 Ayat 1). Sementara itu, pemerintah dan pemerintah
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daerah berkewajiban membenkan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermuty bagl setiap warga negarg tanpa
diskvinunasi {Pasal || Ayat 1), dan menjamin tersediznya dana guna
terselenggaranys pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan hima belas tahun (Pasal 11 Ayat 2). Selanjutnya, ditcgaskan kembali
bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya kedinasan, dialokasikan
minimal 20% dari APBN/APBI (Pasal 49 Ayat [}

D tengah fakia belum dipenuhinya kewajiban konstitusi terkait anggaran
pendidikan oleh pernerintah dan banyak pemerintah daerab, sejak 2002
Pemerintah Kabupaten Must Banyuasin justru felab mampu menganggarkan dana
pendidikan di atas 20% dari APBD, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini

Tabel 1.1
Alokasi Anppgaran Sekéor Pendidikan
Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun Aaggaran 2802 s/d 2008

NO | ncoARAn | JUMLAHARBD | ANGEL N | o
L 2002 Rp 635.329.246350,00 | Rp 131.148.246,566,00 | 20,01%
2. 2003 Rp 638.890.900350.00 | Rp 139.319339.750,00 | 21,81%
3, 2004 Rp 615206862.173,00 | Rp 152.920.037.678,00 | 24,36%
4, 2005 Rp 639.658.720311,00 | Rp 156.852.586.606,00 | 24,52%
5. 2006 Rp 1.257.885.138.000,00 | Rp 327.250336.00000 | 26,02%
6. 2007 Rp 1.500.606.700.000,00 | Rp 341.536.501.000,00 | 22,79%
7. 2008 Rp. 1.610.488.906.000,00 | Rp.390.141.541.112,00 | 24,23%

Sumber : Badan Posgelola Kevangsa dan Ascl Dagrah

Dengan alokasi anggaran pendidikan di atas 20% tersebut Pemerintah
Kabupaten Mus) Banyuasin menjalankan kebijakan sckolgh gratis dari mulal
tingkat SD, SLTP hingga SLTA. Sekolah gratis int tidak hanya dirasakan oleh
anak-anak sekolah negert, tetapi anak-anak yang menuntut iimu di sekolah swasta

dan sekalah keagamaan pun mendapatkan kesempatan dan perlakvan yang sama.
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Semua mendapatkan jaminan di bidang pendidikan. Hal i1 memposisikar Musi

Banyuwasin sebagai daerah pelopor Program Waijib Belajar 12 Tahun.

Berdasarkan keferangan dari Dinas  Pendidikan  Kabupaten Musi
Banyuasin, untuk kebijakan bebas biaya pendidikan 12 {shun ateu dari tingkat SD
hingga SMA, baik negeri maupun swasta di sclurub wilayval Kabupaten Musi
Banyuasin, Pemerinteh Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakannya secara
bertahap, yaitu :

1. Pada tahap awal (2003), Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
menerapkan pembebasan biaya pendidikan untuk siswa SD saropai dengan
SMA di sekolah negeri.

2. Tahap kedua {2004), bebas biaya pendidikan diberikan pula pada Sekolah
Diniyah hingga Aliyah Negeri.

3. Tahap ketiga (2008}, kebijakan bebas biaya pendidikan berlaku untuk semua
sckolah tingkat dasar hingga lanjutan atas, baik nsgern maupun swasta.

Adapun rincian dana subsidi yamg langsung diberikan kepada pihak
sekolab terdid dari dua jenis :

[.  Dana Pengganti BP3, meliputi dana untuk kesejahiteraan guru, ATK kegiatan
belajar mengaiar, kegratan Q8IS dan ekstrakurikuler.

2. Bantuan Rutin

Kebijakan Pemerintah Kabupsten Musi Banyuasin untuk meningkatkan
SDM melalul bidang pendidikan merupakan scbuah tovestasi jangka panjang
yang tingkat keberhasilannva hanya dapaf dilihat pada masa mendatang. Namun
demikian menurut Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin
beberapa indikator positif ke arah keberhasilan implementasi kebijakan tersebut
mulai dapat terlihat, indikatornya adalah :

[.  Terjadi penuwrunan buta aksara, Menurut keterangan Dinas Pendidikan
Nasional Musi Banyuasin per April 2008, jumiah masyarakat buta aksara di
Musi Banyuasin yang sermula 11881 jiwa (2003} turun menjadi 0 jiwa
{2007}, jumliah fersebut seluruhnya berasal dari kalangan usia diatas 25

tahum.

2.  Meningkatnya Angka Pattigipasi Kasar {APK) selama lima tabun terakhir
yaitu dart tahun 2003 hingga 2007, seperti terlihat pada tabel 1.2 bertkut ini
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Tabel 1.2
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Musi Banyuasin

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

NGO | TAHUN Y

sD SMP SMA

1, 2003 118,24 62,74 34,27
2, 2004 119,11 67,83 42,16
3. 2003 119,13 71,81 52,91
4, 20006 119,13 83,75 61,65
5. 2007 119,13 91,27 70,21

Target Nasional Target Masional Target Nasional
94,66% 91,75% 60,20%
Realisast Nasional | Realisasi Nasional Realisasi Nasional
94 90% 92,52 60,51%

Sumbser ¢ Dinas Pendidikan Nasional Kab. Muba (data per April 2008)

Dart data pada tabel APK Kabupaten Musi Banyuasin, terlihat babwa pada

tabun 2007 APK Kabupaten Musi Banyuasin dari tingkal SD sampai dengan

SMA semuanva melebihi target nasional. Selain ity terlihat davi fahun 2003

sampai dengan 2007 adanya peningkatan APK yang cukup tinggi pada tingkat

sckolah menengah atas vaitu sebesar 35,94%, sedangkan pada tingkat SMP

peningkatannya sebesar 30,53% dan S sebesar 0,91%.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi

Banyuasin, bahwa kebijakan sckolah gratis inl membenkan kontribusi yang cukup

tinggi dalam peningkatan kualitas hidup manusia melalul Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), di mana salab sato unsur utama dalam penentuan kemposit indeks

pembangunan wmanusia adalah tingkat pengetahuan atan pendidikan yang

girasakan olch masyarakat. Pencapaian IFM Kabupaten Musi Banyuasin dan

komponennya dapat dilihat padas tabel 1.3 berikut :
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Tabhel 1.3
IPM Kabupaten Mausi Banyuasin dan Komponennya Tahun 2002-2007

Komponen Komponen Daya
Fahun Keschalan Beli iPM
AHH | Indeks | AMH RLS Indeks PPP fndeks

Komponen Pendidikan

2002 66,7 9,5 933 5,5 744 4337 17,3 53,8

2003 66,9 69,8 $2,1 58 74,5 5745 450 64,6

2004 67,9 71,3 85,7 6,7 78,7 5944 536 68,1

2005 68,7 72,8 953 6,38 73,0 3949 33,7 68,7

2006 68,7 730 8559 6,8 79,0 587.6 54,3 69,0

204¥7 68,5 73,2 56,3 7,0 81,7 357.9 546 69,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupalen Musi Banyuasin Tahun 2007

Perkembangan pembangunan di bidang pendidikan pada Kabupaten Musi
Banyuasin  selama kurun waktu lima tabun berdasarkan data-data yang
dikermukakan terlihat adanyz peningkatan di bidang pendidikan. Selain v juga
dikatakan bahwa implementasi kebijakan sekolah gratis mempunyai pengaruh
terhadap kuahitas pendidikan di Musi Banyuasin. Menurut Alex Noerdin yang
pada waktu menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin, tingkat kelulusan siswa
SMA di Musi Banyuasin pada Ujlan Nasional (UN) mencapat 100%. Kemudian
sekitar 85% lalusan SMA di Masi Banyuasin diterima di berbagai perguruan
tinggi negerl dan sejak 1,5 tahun lalu, kebijakan sekolah gratis ind dilkoti oleh
banyak dacrah, Tercatat ada sckitar 43 kabupaten atau kota di Indonesia vang
melakukan studl banding ke Musi Banyuasin (Koran Sepuiar Indonesia,
17 Desember 20073, Hal fai menimbulkan keingintahuan bagaimana implementasi
kebijakan sckolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin karena dari data-data yang
adu terlihat bahwa kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin dinila
cukup berbasil, Untuk menjawab hal ini, perlu diadakan suatm penelitian yang
mendalam,

Adapun beberapa alasan mengambil tema tentang kebijakan sckolah gratis
di Kabupaten Musi Basyuasin sebagai kajian penelitian ilmiah antara lain kareng ;
1. Kobijakan i merupakan salab satu bentuk investasi di sektor pendidikan

dalam ranghks peningkatan kualitas sumber daya manusia,
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2. Must Banyuasin adalah Kabupaten yang pertama kall mengeluarkan

Kebijakan Sekolah Gratis di Sumatera selatan.

Lad

Merupakan kebijakan yang memperbesar akses masyarakat terhadap
pendidikan.

Selanjutiiya, dart dets Dinas Pendidiken Nasional Kabupaten Musi
Banyuasin fentang Angka Partisipasi Kasar (APK) yang telsh divraikan
sebelumnya terlibat bahwa APK tingkat SMA sejak tabun 2003 sampai dengan
2007 mengalami penmgkatan yang cukup tinggl dibandingkan dengan APK di
tingkat SMP dan SD yaitu sebesar 30,53 %.

Berdasarkan hal fergebut penelitian ini fertarik untuk melhthat bagaimana
iraplementas: kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin pada tingkat
sekolali menengah atas sehingga APK di tingkat sekolah menengah atas
mengalami peningkatan yang cukup tinggi serta ingin meagetabw faktor-faktor
yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan sckolah gratis tersebut.
Kemudian SMA vang dipilih sebagai locus dalam penelitian inl adalah SMA
Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah Sekayu. Alasan pemilihan kedua sekolah
ini adalah karena berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaien
Musi Banyuasin per April 2008, bahwa dari semua SMA Neperi di Kabupaten
Musi Banvuasin vang berjumlah 19 sekolah, SMA Negeri 2 Sekavu mempunyal
mutu helusan vang cukup membanggakan. Tercatat pada tahun 2007, 93 lulusan
SMA Negeri 2 Sekayu {(85,32%) berhasil diterima di Pergursan Tinggt Negert
melalui jalur PMDK, sedangkan uvntuk seluruh SMA swasta yang ada di
Kabupaten Mus: Banyuasin yaite sebanysk {8 sekolah, SMA Rahmaniyah Sekayu
adalah SMA swasta vang paling banyak peminataya dibandingkan SMA swasta
yang lain yang ada di Kabupaten Musi Bapyuasin, Tercatat seiak berdiri pada
tahun 2003 dengan jumlab siswa hanya 280 orang dan sckarang berjumlah 470
orang siswg atau 15,78% dari tofal jumiah seluruh siswa SMA swasts yang ada d
Kabupaten Musi Banyuasin, "

Berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan_ terdapat beberapa
penelitian sejenis antara lain @ Nurudin (2007), yang meneliti mengenat efektivitas
kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Banyewangi dalam tahapan formulasi,

implementasi, dan evalopasi. Dalam penelitiannya ini Nurudin menemukan bahwa
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penvelenggaraan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Banyuwangi belum
efektif. Hal ini terlihat mulai dari tahap formulasi kebijakan, pengambil keputusan
berorientasi pada  policy initiation di mana pemecahan masalah publik
menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauvannya lebih
pendek, sehingga memuncutkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan
legisianff. Selain itu hasil dant kebijakan vang diharapksn belum mampu
memperlihatkan fakta akan keberhasilan kebijakan, dimena stekeholder tidak
bersikap proaktif karena sosialisasi kebijskan belum berjalan sevara maksimal.

Natakusumah (2006) dalam penelitiannya tentang kebijakan pembangunan
pendidikan di Kabupaten Pandeglang studi kasus Bebas Biava Sckolah (BBS)
tahun 2005, hanya mencoba untuk memahami terbenfuknya sebuah kebijakan
yarg muncul sebagai kepedulian atau interest politik dari pemerintab Eabupaten
Pandegiang terhadap program wajib belajar peadidikan dasar ¢ tahun, Hasil
penelitiannya mencmukan babhwa terfadt dinamika dalam proses pembentukan
kebijakan tersebut dimana adanya konilik dari para pihak yang pra dan kentra
yang pada akhimya terjadi konsensus politik berupa sebuah kompromi setelah
diternpuh  jalan musyawarah melalui jalan dialogis secara intens dilakukan
terwtama antara pihak eksekudif dan legislatifl

Berbeda dengan penelitian sebelumnya dan berdasarkan latar belakang
yang telah dikemukakan, penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi dari
kebijakan sckolah gratis df Kabupaten Must Banyuasin fermasuk faktor-faktor
yang mcmpengaruli implementasi kebijakan sekolah gratis tersebut, sehingga di
harapkan pada akhir penelitian diperoleh gambaran secara jelas dan mendalam
tentang implementasi kebijakan sckolah gratis. Adapun judul penelifian ini
adalah: Dmoplementasi Kebijakan Sekelah Gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin (Studi kasus pada SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin).

1.2 Perumusan Masalah

Berbagai hal yang terdapat pada latar belakang diadakannya penelitian ini,
tenturniya banyak aspek yang semestinya dapat dijadikan remusan masalak. Namun
diperfukan fokus pada penelitian, maka rupusan masalab pada peselitian in
dibatas! hanya pada dua permasalashan pokok, yaitg ¢

Universitas indonesia
Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP Ul, 2009



13

a.  DBagaimana implementasi dari kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin?
b. Faktor-faktor apa yang mempengarehi dalam implementasi kebijakan sekolah

gratis gi Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelifian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
a. Menggambarkan implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin,
b. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam implementasi

kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Manfaat Penclitian

i4.1 Manfaat Akademis
Secara akademis, peneiitian ini diharapkan dapat memperkays khasanah
kajian pembangunan sosial mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
kebijakan pembangunan pendidikan, dalam hal ini kebijakan sekolah
gratis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain ita
penelitian it juga diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan referensi
untuk penchitian lanjutan di masa vang akan datang,

1.4.2 Manfaat Prakfis
Kontribusi hasil penelitian dijadikan dasar oleh pemerintal daerah dan
penyelenggara pendidikan untuk mengoptimalkan faktor-faktor dominan
yang mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten

Musi Banyuasin,

1.3 Metode Penglitian
1.5.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan ttzjuzn. dari penelitian ini yaitu ingin menggambarken
tentang implernentasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin dan
mgin mengelahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, maka
pendekalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitalif,

Pertimbangan menggunakan pendekaten  kualitatif karena ieformasi yang
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diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalarn, kredibel dan bermakna schingga
tuinan penelitian dapat tercapai, Menurut Miles dan Huberman (1892 ¢ 15-16),
pendekatan  kualitatif adalah penclitian yang sebagian besar data-datanyn
berwujud kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Data tersebul mungkin telab
gikumpulikan dalam aneka macam cara {observasi, wawancars, intisarl dokumen,
pita rekaman) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan
{melalui pencatatan, pengeitkan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis
kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang
dipetiuas,

Selanjutnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini
bertyjuan untuk menggambarkan tentang bagaimana implementast kebijakan
sekoiah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin, Berdasarkan hal tersebnl, maka
motode yang dipilih dalam penclitian ini adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Meteds 1 dipibh karena bisa memberikan gambaran
secara sistematis, faktual, dan akorat tentang gambaran implementas) kebijakan
sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin serta mengetahuf faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi tersebut,

Hal ini sejzlan dengan pemabaman Nazir (2003 @ 54) yang mengatakan
babwa penelitian deskripiif adalab suatu metode dalam meneliti suatu obiek, suat
kondisi, atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Dan tujuan dari penelitian
deskeiptifl adalah untuk membuat deskripsi, gambaran ateu lukisan secara
sistenatis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakia, sifat-sifaf, serta hubungan
antar fenomena yang diselidiki. Hal senada juga dikemukakan oleh Moleong
(2006 : 36) vang berpendapat bahwe penelitian deskriptif adalab penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomepa tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata’bahasa dan gambar dengan
memaniaatkan berbagai metode Hmiah, seperti wawancara, pengamatan, dan

peranfaatan dokumen.
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1.5.2 Tempat dan Waktu Penclitian

Penclitian ini dilaksanakan pada SMA Negernn 7 Seckayu dan SMA
Rahmaniyah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Alasan pemilihan kedua
sekolah ind sebagai lokasi penelitian adalah karena berdasarkan data dari Dinas
Pendidikan Nagional Kabupaten Musi Banyuasin babhwa dari semua SMA Negeri
di Kabupaten Musi Banyuasin yang berjumlah 19 sekolah, SMA Negert 2 Sekayu
mempuriyai mutu lulusan yang cukup membanggakan. Tercatat pada tahun 2007,
93 tutusan SMA Negeri 2 Sekayu (85,32%) berhasil ditertma di Perguruan Tinggi
Negeri melalui jalur PMDK, sedangkan untuk seluroh SMA swasta yang ada di
Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebanyak 18 sekolah, SMA Rahmaniyah Sekayu
adalah SMA swasta yang paling banyak peminatnya dibandingkan SMA swasta
yang lain yang ada i Kabupaien Musi Banyuoasin. Tercatat sejak berdiri pada
tahun 2003 dengan jumiah siswa hanys 280 orang dan sekarang berjumiah 470
orang siswa atau 15,78% dari total jumiah seluruh siswa SMA swasta vang ada di
Kabupaten Musi Banyuasin,

Waktu penelitian dilsksanakan selamg kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu
mulai dari bulan April sampai pertengahan Met tahun 2009.

1.5.3 Sumber Data dan Jenis Data
I.5.3.1 Sumber Data
Yang menjadi sumber data dalain penelitian ini adalah :
1. Informan. Model pemilihan informan vang dipergunakan pada penelitian ini
adalah monprobability samples atan nonrandom samples. Menurut Neurnan
(2000: 196}

Qualitative researchers focus less on a sample’s represeniativensss or
on detuited technigues for drowing a probability sample. Insiead, they
Jorus on how the sample or small collection of cases, uniis, oF
activities  Hiwmingtes social life {(para peneliti kualitatif tidak
memfokuskan pada keterwskilan sampel dari suatu populasi alsu
menggunakan feknik secara defail untuk mendapatkan sampel secara
probabilifas. Tetapi lebih fokus pada sampel atan satu kolekst kecil
dart berbagai kasues, unit, atau scbuah aklivilas dalam kehidupan
sosial),
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Model ini dipilib karena bisa meniaring informasi sebanyak mungkin
tentang implementasi dan fakior-faklor yang mempengaruhi implementasi
tersebut dani para informan,

Untuk memilib pthak-pthak vang dijadikan informan dilakulan dengan
teknik prposive sampling. Teknik ini dipilih karena sesual dengan
pertimbangan pengliti yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui,
memaliami, dan terlibat dalam implementasi kebijakan sekolah gratis di
Kabupaten Musi Banyuasin, Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh
Sugiyono {2008 : 53-54), purposive sempling adalah teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan terfentu. Pertimbangan fertentu
tersebut ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa
yang kitz harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingge akan
memudahkan peneliti menjelajah obyekfsituasi sosial yang diteliti.

Sesua; kebutuban, informan dikelompokkan menjadi 3 (figa) vaitu :

1} Penenntah terkait sebagal pelaksana kebijakan sckolah gratis, Ustuk
pihak pemeriniah ini yang penulis jadikan informan adalah Sckrefaris
Daerah, Seluetaris Dinas  Pendidikan  Nasional Kabupaten Mus:
Banyuasin, Kepala Sub Bagilan Perencanzan dan Sistem Informasi Dinas
Pendidikan Nasiopal Kabupaten Musi Banyuasin serta Bendabara pada
Prinas Pendidiken Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Informan ini
dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa mercka mengetahul,
mecmahami serta terlibat langsung scbagai pelaksana kebijakan sekolah
gratis.

2) Pibak Sekolah, Dalam penelitian ini informannya adalah Kepala Sekolah
SMA Negeri 2 Sekayu dan Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu. Selain itu
juga informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah guru, Penulis
menulib informan guru 1 orang pada masing-masing sekolah. Pemilihan
guru pada masing-masing sekolah tersebut berdasarkan pada siatus
kepegawaiannya schagal pury honor, karena guru honor vang paling
merasakan dampak dari bantuan yang diberikan olch Pemerintah Daerah,
sclain ifu juga berdasarkan famanya masa kerja yang dimiliki guru pada

masing-masing sekolah terscbut.
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3} Pihak Magyarakat Untuk pikak masyarakat informan yang dipitih adalabh

orang tua siswa pada SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah

Sekayu. Orang tua siswa yang dipilih dalam penelitian ind hanya 1 orang

untuk masmg-masing sekolah. Pemilihan informan ini berdasarkan pada

orang tua siswa yang terlibat dalam keanggotaan BP-3 dan mempunyai

anak vang sckolah pada awal peleksanaan kebijakan sekolah gratis

sekaligus mempunyal anak yang masth sekelzh saat ini pada masing-

masing sekolah tersebut.

Berdasarkan dari kebutuhan penulis terhadap kelompok informan dan

jenis informasi yang dicari, maka disusun cara penentuan informan sebagai

berikut :
Tabel 1.4 Cara Penentuan Informan
Ne. Inforwiasi yang dicari Informan E‘;Ei?;)
. | Latar belakang kebijakan Aparat Pernerintah Kabupaten 4
sckolah gratis, alasan pemilihan | Musi Banyuasin sebagai Pelaksana
kebijakan sckolah gratis, Kebijakan (Sekretaris Daerab,
manfaat yang dibarapkan dari | Sckretaris Dinas Pendidikan
kebijakan sekolah gratis, model | Nasional Kabupaten Musi
pelaksanaan kebijakan sekolah | Banyuasin, Kepala Sub Bagian
gratis, anggaran pembiayaan Perencanaan dan Sistem
kebijakan, faktor-faktor yang Informasi, Bendahara Dinas
mempengaruhi dalam Pendidikan Nasional Kabupaten
implementasi kebijakan Must Banyuasin).
tersebut,
2. | Implementasi kebijakan | Pihak Sekolah (Kepala Sekolah 4
sekolah  gratis,  interpretasi | dan Guru)
dalam pelaksanagn kcbijakan,
alokasi bantuan dana subsidi
penggantt BEF-3 dan bantuan
biava rutin, tingkat
kesejahteraan guru.
3. | Implementasi kebijakan | Perwakilan orang tua siswa 2
sekolah gratig
Jumlah Tatal 10

Spmber - feloh diolal kembal
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2. Dokumen-dokumen
Dokumen-dokumen vyang dijadikan  sumber data adalah data
perencanaan  keglatan, penganggaran, petunjuk-petunjuk pelaksana dan

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

1.5.3.2 Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalab berupa

. Data Primer, yaitu : data yang diperoleh langsung dan hasi] wawancara
mendalam dengan informan yang memsng dipilih sccara sengaja dengan
periimbangan tertentu karena mengetahui, memabami, dan terlibat dalam
implementasi kebijakan sekoleh gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis
data vang dikumpulkan adalah berhubungan dengan :

a. Informasi yang berhubungan dengan implementasi kebyakan sekolah
gratis

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah gratis.

c. Informasi lain-lain yang mendukung implementasi kebiiakan sekolab
gratis.

2. Data Sekunder, yaitu : data yang berasal dari dokumen, peraturan perundang-
undangan, petunjuk pelaksana, folo, dan lain-lain yang relevan deagan
penelitian yang diperoleh dant Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi
Banyuasin serta instansi-instansi lain yang terkait dan relevan dengan topik

penclifan,

1.5.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif in
adalah peneliti sendirf, Seperti yang dikemukakan Irawan (Z2006) bahwa satu-
satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendini.
hal yang sarma juga dikermukakan oleh Nasution (1988) dalam Sugiyone {2008 :
&0-61), menyatakan dalam penelitian kualitstif, tidak ada piliban lain daripada
menjadikan manusis sebagai instrumen penelitian utama, Alasannya ialab bahwa,
segala sesuatunyas belom mempupyai bentuk yang pasti. Masalab, fokus
peneiifian, prosedur penelitian, hipotesis vang digunskan, bahkan hasil yang

dilarapkan, ity semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas
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sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu.
Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain
dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.
Selain ttu, penelitisn int juga akan menggunakan instrumen penelitian berupa

pedaman wawancara, dan alat perekam.

1.5.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam
penclitian, karena {ujuan utama dari pengliian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data vang ditetapkan (Sugiyone, 2008 1 62},

Menurat Seyanto dan Sutinah (2005 ; i86) ada tiga macam teknik
peagumpulan data secara kaalitatif vaitu © wawancara mendalam, observasi
langsung, dan penelaaban terhadap dokumen tertulis. berkaitan dengan pendapat
Suyanto dan Sutinah tersebut, maka dalam penelitian dengan pendekatan kualifatif
ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

I, Stdi Literatur & Dokumentasi. Study hiteratur dan dokumentast iai dilakukan
dengan mempelajari, membaca, mencatat, Undang-Undang, dokumen dan
seiumlab peraturan vang ada hubungannya dengan masalah penelitian,
kemudian penulis juga mengutip peadapat para ahli/pakar sesual dengan
bahan yang diperiukan baik melglui buku, jurnal, media cetak maupun
internet,

2. Wawancara Mendalam. Wawancara didakukan dalam rangka mengumpuikan
data yang lebih konkrit dan mendalam, untuk keperluan itu peneliti menggali
informasi  dari  pejabat-pejabat  yang berwenang, pihak sekolah dan
masyarakat, Proses wawancara mempergunakan pedoman wawancara bagt
semua informan, mulai dart wawancara terhadap pejabat-pejabat yang
berwenang, pihak sckolah sampal kepada pihak masyarskat, Pertanysan-
pertanyaan lebih dalam berkembang dengan sendirinya dalam wawancara
tersebut,

3. Observast, Peneliti melakukan pengamatan terhadap berbagai kegiatan
implementast kebijakan sekolah gratis pada sekolah-sckolah vang sudah

dipilibh dalam penelitian ind
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1.5.6 Analisa Data dan Keabsahan Data

Berdasarkan tekaik pengurnpulan data di atas, maka setelals mendapatkan
data vyang dipertukan dalam pencliian, baik data yang diperoleh  dari
dokumen/arsip, literatur perpustakaan, pengamatan langsung maupun wawancara,

Selanjuinya dala yang sudah ferkumpul dianalisis guna menjawab pertanyaan

penelitian. Menurut Moleong (2008 : 280) analisa data adalab proses

mengorganisasikan dan mengurutkan dats ke dalam pola, kategori, dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan terna dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti vang disarankan oleh data,

Adapun tahapan analisa data dalam penelitian ini mengikuti proses analisa
data sebagaimana yang dikemukan oleh Irawan, (2006 : 89), yaitu @

[. Pengumpulan data mentah, Tahap ini dilakukan melalui wawancara dengan
informan, observasi lapangan, kajian dokumen-dokumen yang mendukung
penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan pencatatan dengan apa adanya di
lapangan, dan rekaman.

2. Transkrip data. Yaitu tahapan memindahkan data-data rekaman atay hawml
wawancara ke dalam bentuk tertulis (narasi). Transkeip data ini harus ditulis
apa adanya.

3. Pembuatan koding. Pada tahap ind penulis membaca ulang secara hati-hati dan
teliti selureh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari
transkip ifu, penulis akan berupaya menemukan hal-hal penting vang perlu
dicatat untuk proses selamjutnya. Dari hal-hal penting tersebut kemudian
diambil kata kuncinya, dimana kata kunci itu akan diberi kode.

4. Kategort data. Pada tahap inl peneliti mulat menyederhanakan data dengan
cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam saiu besaran yang
dinamakan “kategori”.

5. Kesimpulan sementara. Pada tahap ind peneliti telah menyimpultkan sementars
hasil yang ada berdasarkan data.

6. Triangulast. Untuk mengecek kebenaran {fruthworthiness), mengursngt bias
dan kesalaban data perlu menggunakan “teknik triangulasi” atau pemeriksaan

silang check & recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya,
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Sclain itu dalam seliap penelitian diperiukan standar tertentu untuk mekhat
derajat kepercayaan atau kebenaran basil penelitiannya, dalam penelitian kualitatif
hal tersebut dikenal dengan keabsahan data.

Menurut Irawan {2006) untuk mesentukan keabsshan data dijelaskan
melalui empat hal atan teknik pemeriksaan, vaitu : dap‘m: dipercaya atau derajal
kepercayaan {credibility), berlaku dikonteks lain atav keteraliban (fransferabiliiyl,

konsisten atau ketergantungan (dependability), dan kepastian (comfirmability).

1.6  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini tordiri dari tujuh bab yaitu -

Bab 1 merupakan pendahuluan, Bagian ini memuat latar belakang,
perumsan masalah, tujuan penelitian, manfaat penclitian serta sistematika
penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Bagian ini mengetengahkan berbaga:
pengertian  dan  komsep tentang pembangunan  dan  pembangunan sosial,
kesejshieraan sosial, otonomi dacrah dan pendidikan, kebijakan publik dan
kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan publik, faktor-fakior wang
mempengarehi implementasi kebijakan. Selain ifu pada bab ini jugas terdapat
mode] operasional penclitian yang dipergunakan dalam penelitian ini,

Bab HI memuat metode penelitian yvang digunakan, yaite meliputi
tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, peadekatan penelitian dan jenis
penelitian, sumber data dan jenis data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan
data, analisa deta dan keabsahan data serta wakiu yang diperlukan untuk
melakukan penelitian,

Bab IV yaify gambaran smum lokasi penelitisn. Bagian ini
memberikan gambaran kondisi obyektif keberadaan lokasi penelitian, diantaranya
: gambaran umum Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musgi Banyuasin, Kebijakan Sekolah Gratis Kabupaten Musi
Banyuasin, SMA Negeri 2 Sekaye dan SMA Rahmaniyah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin.

Bab V menggambarkan temuan lapangan fentang kebijakan sekolah

gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. Pads bagian ini akan dikemukakan hal- .

hal yang merupakan hagil temuan lapangan berkaitan dengan pelaksanasn
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kebijakan sekolah gratis. Bagian ini juga akan mengemukakan faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin.

Bab VI merupakan analisa penelitian. Bagian ini akan membahas
implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin serta faktor-
faktor yang mempengaruhi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin.

Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan
rekomendasi. Bagian ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan rangkuman dari
keseluruhan hasil penelitian serta rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan.
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BAB2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan dan Pembangunan Sosial
2.1.1 Pembasgunan

Istilah pembangunan mempunyai definisi yang berbeda-beda sesusi
dengan selera setiap orang yang mengartikannya. Para ahli mengembangkan
berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan
pembangunan. Masing-masing definist memberikan penekanan yang herbeda
karena latar belakang para ahll yang berbeda.

PBB (1975) mendefinisikan pembangunan scbagal upaya atau proses
dinamis tanpa akhir. Discbutkan dalam dokumennya bahwa “development is
no! g statie concept. Ji is continuously changing”. Pemikiran ini selanjuinya e
dikembangkan oleh Rektor Universitas PBB, Soedjstmoko, yang
mendefinisikan pembangunan sebagai

.. sebuah proses pembelajaran daci satu kehidupaa ke suatu kehidupan

yang lebib baik. .. Pembangunan bukan sebagai sesuatu yang dilakukan-

melaini berbagai tindakan ataupun melalui keahlian-keablian yang
diperoleh melainkan sebagai sesuatu yang dipelajari. Belajar, dalam arti

di simi, adalah peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara

individua| maupun kofektif, tidak hanya ustuk menvesuaikan dini

dengan perubahan melainkan juga untuk mengarahkan perubzhan
menuju tujuan-fujuan masyarakat”.

Ignas Kleden dalam Socedjatmoke {1996:18) membuat inlisan dari
gagasan pembangunan Socedjatmoke dalam konteks membangun otonomi
dalam rangka menciptakan dinamik suatu masyarskat. Dikatakan Kleden
bahwy inileh rupanya yang dinamaekan  Soedjatmoko dinamik  suatu
masyarakal. Dengan demikian pembanguaan lalu berartt merangsang suatu
masyarakat sehingga gerak majunya menjadi otonom, berakar kepada dinamik
masyarakat sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Dengan kala
lain, pembangunan haruslah dilihat dalam kedudukannya sebagai suatu sarana

untuk menyelfamatkan dan memperkukubh otonomi suate masyarakal dan
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bukan malah mematikan atau menghancurkannya. Dengan demikian, tidak

ada model pembangunan yang mempunyai daya bertaku universal.

Pemahaman Soedjatmoko adalah bahwa pembangunan merupakan
sebuah proscs alami, otonom, dan kontekstual. Soedjatmoko melihat bahwa
pembangunan adalah proses belajar yang bertahap, sehingga selalu ada proses
kapitalisasi kemajuan pada setiap tahap. Pembangunan dipahami sebagai
sebuah proses positif dari tahap ke tahap.

Pemahaman yang sebangun dikembangkan oleh Ilmuwan sosial lain
yang mempunyai pemahaman yang luas dan mempunyai pengaruh kuat, yaitu
Amartya Sen dan Michael P. Todaro.

Sen (1999 : 5), mendefinisikan pembangunan sebagai pemerdekaan
manusia atau development as freedom. Pembangunan haruslah lebih
memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan
kebebasan yang kita nikmati.

Sementara Todaro (2004:28), memahami pembangunan merupakan
suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya
sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan
institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Lebih lanjut
Todaro menegaskan bahwa apapun komponen spesifik atas kehidupan yang
serba lebih baik, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus
mcmiliki tiga tujuan int1 sebagai berikut :

I. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam
barang kebutubhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan,
kesehatan, dan perlindungan keamanan.

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan
pendapalan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,
perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-
nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk
memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan
harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta

bangsa sccara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari
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belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap
orang ataw negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan
yang berpotenst merendahkan nilai-nilai kemanusizan mereka.

Jika Sen memahami pembangunan sebagai proses membuka beban
yang membual manusia tidak mampun  mengembangkan  kapasitasnya
(unleashing the hidden capacity of the human being), maka Todaro
mempunyar  pernahaman  yang sama namun  lebih  praktikal dengan
mernberikan indikator-indikator di mana kapasitas yang dimaksud berkenaan
dengar tingkat kehidopan, khususnya di bidang ekonomi.

Pemahaman bahwa pembangunan bersifat multidimensi dan merupakan
perialanan berjenjang, sebagaimana dikemukakan oleh Soedjatmeko, Sen, dan
Todare, merupakan pemahaman pembangunan yang universal dan diterima
secara luas. Sebagal pembanding, dapat disimak pemahaman pembangunan
dari salah satu eksponen Orde bary, Joesoef dalam Moeriopo (1982}, yang
mengemukakan babwa pembangunan adalab proses pertumbuhan sate atay
beberapa indikator kehidupan masyarakat. Menurut Joesoef pembangunan
merupakan  proses  dazn  melibatkan  perubahan-perubaban,  termasuk
pembaharuan di berbagai kebidupan. Pembangunan yang dapat memenubi
kebutuhan masyarakat adalah pembangunan vang seutuhnya, artinya
perubaban harus terjadi dalam lingkup perubahan integral dan bukan hanya
sebatas pada beberupa aspek kehidupan, la meliputi aspek sosio-kuliuzal dan
mencakup aspek teknis, ekonamis, politis dan fain-1ain.

Bagi sebagian orang, istilah pembangunan berkonotasi pada sebuali
proses perubahan ekonomi yang dibawa oleh proses industrialisasi. Istilah ini
Juga dapat mengandung arii sebuah proses perubahan sosial yang dihasilkan
dari wrbanisasi, adopst gaya hidup modern dan perilaku masa  kini,
Selanjuinya, istilab ini jugs memiliki konotasi kesgiahteraan vang
menawarkan  bahwa  pembangunan  dapat  meningkatkan  pendapatan
masyarakat, meningkatkan level pendidikan mereks, memperbaiki kondisi

pemukiman dan kesehatan mereka (Midgley, 2005 3).
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Dari beberapa pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa
pembangunan selain merupakan proses menuju kehidupan yang lebih baik,
melalui proses pembelajaran dan pentahapan, pembangunan merupakan
sebuah proses perubahan sosial yang direncanakan oleh pemerintah yang
bersifat mendasar dan menyeluruh dalam rangka membangun kesejahteraan

bagi rakyatnya.

2.1.2 Pembangunan Sosial
Pembangunan sosial menurut Midgley (1995 : 25) adalah;
“a process of planned social chunge desinged to promote the well-being of
population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic
development
(suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat sebagai suatu kebutuhan, dimana pembangunan ini
dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan
ekonomi).
Sebagai penjelasan dari definist ini, Midgley mengajukan
sekurang-kurangnya delapan aspek yang perfu diperhatikan.
1. Proses pembangunan sosial tidak terlepas (dipisahkan secara nyata) dari
pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan sosial mempunyai fokus yang interdisipliner yang diambil
dari berbagai jenis ilmu sosial.
3. Dalam konsep pembangunan sosial tergambar suatu konsep yang dinamis.
4. Proses perubahan yang terdapat dalam proses pembangunan sosial pada
dasamya bersifat progresif
5. Proses pembangunan sosial adalah interventionist (perubahan terencana)
6. Tujuan pembangunan sosial diusahakan untuk dicapai melalui beberapa
strategi.
7. Pembangunan sosial lebih memusatkan kepada populasi sebagai satu
kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik.
8. Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengembangan dan peningkatan

kescjahtcraan rakyat (Adi, 2008 - 51-53).
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Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat
diterapkan dalam upaya menigkatkan taraf hidup masyarakat, Midgley
mengemukakan ada tiga strategi besar, vatiu :

}. Pembangunan sosial melali individu {socie! development by individuals},
dimana individu-individu dalam magyarakat secara swadaya mombentuk
usaha pelayan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan
ini lebih mengarah kepada pendekatan individualis atau ‘perusahaan’
{individuals or enterprise appraach)

2. Pembangunan sosial melalui  komumtas (socin!  development by
commuwnitizs), dimana kelompok masyarakal secara bersama-sama
berupaya mengembangkan komunitas Jokalnya. Pendekatan ini lebib
dikenal dengan pendekatsn komunitarian (communitarian approackh).

3. Pembangunan sosial melalul Pemerintah (social development by
Governments), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-
lemmbaga di dalem  organisast pemerintah  {governments agencies).
Pendekatan int lebih dikenal dengan pendekatan statis (swifst approack)
{Adi, 2008 : 54-35).

Menurut Moeljarto (1993} dalam Hasan (1993 : 16), pembangunan
sosial dapat dikategorikan menjadi 3 (iiga) macam, yakni :© periama,
pembangunan  sosial sebagal pengadaan pelavanan masyarakal, kedua,
pembangunan sosial schagal upaya terencang untuk mencapai tujnan sosial
yang lebih kompleks dan bervariasi, dan ketigs, pembangunan sosial sebagai
upaya terencana untuk meningkatkan kemampuoan maousia.

Intinya menurut Midgley (2005 : 38-41) bahwa yang menjadt fakior
kunci dalam pembangunan sosial adalah © proses pembangunan manusia
sangat terkait erat denpan ckonomi, pembangunan sosial memiliki fokus
berbagat macam disiplie itmw (interdisciplinary) yang berdasarkan berbagai
Hmu-ilmu sosial, konsep pembangunan sosial lebih menckankan pada proses,
pembangunan sosial merupakan proses perubahan yang progresif, proscs
pembangunan  sosial  berlangsung ke arah  imlervensi, tujuan-tujean
pembangunen  soslal  terkait erat dengan rakyat (masyarakat) secara

menyeturuh dan olch karena itu ruang lingkupnya lebib bersifat inklusif dan
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menyeluruh, dan yang utama adalah bahwa pembangunan sosial adalah

mengangkat kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan pembangunan sosial dalam kerangka mewujudkan
kesejahteraan sosial, Subarto (2008 : 35) menegaskan bahwa pembangunan
dalam hubungannya dengan kesciabteraan sosial merupakan usaha yang
terencana dan terarah melipuli berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan
sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah
sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Lebih lanjut Soharte (2007
106) menjelaskan  bahwa pembangunan kesejahteraan sosial  adalzh
serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk
meningkatkan kondisi sejahtera, sektor pendidikan dan keschatan juga
termasuk dalam wilayah pembangunan gosial.

Pembangunan dalam perspektif kesejabtersan sosial pada éingkat
dacrah menurut Suharto (2007 ¢ 108-109) minimal terdapat 4 {empal} Amgsi
penting yang diemban pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu .

1. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat
kewajiban negara {siate obligaifon) uniuk melindungi warganya dalam
menghadapi resiko-resiko sosial ekonomi yang tidak terduga (sakit,
bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarmya dalam rangka
meningkatkan taraf bidup yang lebih batk dan berkualitas.

2. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nvata. Pembungunan
kesciahteraan  sosial  yang  dilandasai  prinsip  solidaritas  dan
kesetiakawanan sosial pada dasarmmya merupakan sarana redisiribog
kekayaan suvatu dacrab dari kelompok berpenghasilan kuat (penguasa,
pengusaha, pekerja mandirt} kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui mekanisme perpajakan, pemerinrah daerah mengatur dan
menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga
masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan cleh derap pembangunan,

3. Mendorong pertombuhan ckonomt, Pembangunan kesejahteraan members
kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketshanan
masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan

prasyaral penting bagl pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program
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perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sckelah memperkuat
persediaan dan kapusitas angkatan kerja dalam memasuki dunta kerja.
Stabilitas soslal merupakan fondast bagi pencapaian pertumbuban
ckonomi, karena masyarakat yang wmenghadapi konflik sosial sulit
menjalankan kegiatan pembangunan,

4, Meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM {(Human
Development Index). Fokus pembangunan kesejabteraan sosial adalah
pada pembangunan manusia dan kaulitas SDM melalui penyelenggara
pertindungan sosial, pendidikan dan kesehatan magyarakaf, khususnya
penduduk miskin.

Jadi, pembangunan kesejahieraan sosial adalah segenap strategi
dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaba, dan civil society
untuk mengatasi masalah sosial dan memenuli kebutuhan manusia melalu
kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial,
perlindungan sosial, dan pemberdayaan magyarakat {Scharto, 2007). Adapun
kaitan pembangunan sosial dengan sebualy kebijakan pendidikan grahs bahwa
pembangunan  sosial  tersebut  berada  pada  dimensi  makro,  yaity
mengpgambarkan institusi negara melalni kebijakan dan peraturan yang
dibuatnya mempengaruhi  proses  perubashan  di  suatu  masyarakat
(Adi, 2008 : 5-6).

2.2 Kesejahteraan Sesial

Kesgiahteraan dalam artian luas menwat Adi (2008 : 44) mencakup
berbagal tindakan vang dilakukan manusia untak mencapai taraf kehidupan yang
lebih: baik. Taraf kehidupan vang lebih baik ini tidak hanya divkur secara ekonomi
dan fisik belaks, tetapi juga tkut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi
kehidupan spiritual.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
lentang Kesciahteraan Sosial menyatakan bahwa kesegjahteraan sosiaf adalah
kondisi terpenubinya kebutuhan material, spiritual, dan sesial warga negara agar
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, schingga dapat

melaksanakan funpsi sosialnya.
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Selanjutnya masih dalam konsep kessjahteraan sosial {welfare) yang

merujuk pada Spicker (1995}, Midgley, Tracy dan Livermore (2000}, Thompson
(2003} dalam Suharfo (2007 : 104-105) bahwa kessjahteraan sosial mengandung

empat makna

I,

Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk pada
istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya
kebutuhan muaterial dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala
kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan giz,
kesehatan, pendidikan, terapat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, sorta
manakala manusia memperoleh perindungan dari resikowresiko utama yang
mengancam kehidupannya,

Sebagai pelayanan sosial, DM Ingeris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan
sosial urnumnya mencakup lima bentok, yakni jaminan sosial {sociaf security),
pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal
{personal social service),

Sebagai tunjangan sosial, khususnya Amerika Serikat (AS), diberikan kepada
orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalsh orang-orang
miskin, cacat, pengangguean, keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif
pada istilah kesejahterasn, sepertt kemiskinan, kemalasan, ketergantungan,
vang sebemarmya lebih tepat disebul “social #lfare” ketimbang social
welfare”,

Sebagai proses atau usaba ferencana yang dilakukan oleh perorangan,
lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk
meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) dan menyelenggarakan
pelayanan sosial (pengertian kedua dan ketiga),

Ini scjalan dengan kondisi kesejahteraan sosial menuwrut Midgley

(20035 : 21) vang dicipiakan atas kompromi 3 (tiga) clemen. Pertana, selauh mana

masalah-masalah sosial ini diatur, Kedue, scjash mana kebutuban-kebutuhan

dipenuly dan kefige, sgjauh mana kesempatan untuk menipgkatkan faral hidup

dapat disediakan. Ketiga elemen ity berlaku bagi indivdu, keluarga, kelompok,

komunitas babkan seluruh masyarakat yang ingin mentkmati apa yang dimaksud

dengan kesejaliteraan sosial.
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Adapun dalam konteks kabupater/kota, rute peningkatan kesejahieraan

masyarakal nwenurut Eko (2006 dalam Suharto (2007 : 184-183) dilzkekan

melahat berbagai pendekatan yang sangat beragam, yaitu

i

Kebijakan atau program yang mengarah pada pengurangan kemiskinan secara
tangsung, seperti program P2KP.

Pengembangan atan pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pengembangan
dana bergulir, koperasi, industri kecil, pasar tradisionsl, pertanan organik,
agrowisaly,

Kebijakan atau program jaminan sosial melalui perbaikan pelayanan publik,
seperti pemberian pelayanan gratis di bidang pendidikan, kesehatan,
perumahan dan administrasi.

Kebijakan atan program alokasi dana desa (ADIY) vang secara umum

berorientasi pada penguatan ekonomi desa,

2.3 Utonomi Daerah dan Pendidikan

2.3.1  Otonomi Daerah

Pemshaman otonoru daerah di Indenesia dilandaskan pada kebijakan
publik tentang otenomi dacrah, yaitu Undang-Undaag Nomor 32 tahun 2004
tentang  Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bzhwa otonom untuk
mengatur dan mengurus sendit urusan pemerintzhan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan perateran perundang-undangan, Daersh
ofonom adalah kesstuan masyarakat hukum yang mempuonyai batas-batas
wilayah vang berwenang mengalur dan mengurus urusan pemcrintahan dan
kepentingan masyarakat sctempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspivasi masyarakat.

Sceara keseptual banvak pengertian tentang otonomi daerah vang di
berikan olch para pakar, diantaranya Wayong mengemukakan bahwa otonomi
daerah adaiah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan
khusus daerah, dengan keuangan seadiri, menentukan batkupy sendiri, dan
pemerintahan sendisi (Hasbullah, 2006 : 7). Menurut Sarunjang bahwa pada
hakikainya otonomi daerah adalah : (1} Hak mengurus rumah tangga sendirt
bagi suate dasrah otonom, (2) dalam kebebasan menjalankan hak, menguras

dan mengatur rumah tangga sendird, daerah tidak dapat menjalankan hak dan
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wewenang otononminya ity di luar batas-batas wilayah daerahnya, (3) Dearah

tidak boleh mencampurt hak mengatur dan mengurus rumal tangga daerah

tain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserabkan kepadanya,

{4} Otonomi tidak membawahbi otonomi daerah lain, hak mengatur dan

mengurus rumah tangga seadinl tidak merupakan subordinast hak mengater

dan mengures remah tangga daergh lain (Hasbullah, 2006 : §)

Dari beberapa konsep diatas, otonomi daerah jelas menunjuk kepada
kemandirian daerah, dimana dasrab diberikan kewenangan untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur langan atau
intervensi pihak lain, Dengan ofonomi tersebut daerah bebas berimprovisasi,
mengekspresikan dan  mengapresiasikan  kemampuan dan polensi yang
dimuiiki, mempunyal kebebasan berpikir dan  berfindak, schingga bisa
berkaryva sesual dengan kebebagan yang dimilikinya.

Lebib lanjut datam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Dacrah menyebutkan babwa otonomi merupakan prodak atau
desentraligast, Untuk ite, dalam memahami otonomi daerah dapat difakukan
dengan melakukan pemahaman terhadap desentralisasi.

Menurut Hasbullah (2006 : 9) ada beberapa konsep descntralisasi
yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut

[. Desentralisasi merupakan penyershan wewenang dari  tingkat
pemerintahan yang lebih fmgei kepada pemerintahan yang lebih rendah,
baik yang meunyangkut bidang ekskutif, legestlatif, atau administratif.
{Encyelopedia of the Social Sciences | 1980)

2. Desentralisasi sebagat suatu sistem yang dipakai dalam bidang
pemermtahian merupakan kebalikan dari seniralisasi, dimana sebagian
kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk
dilaksanakan,

3. Descniralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses
desentralisasi  urusan-urusan pemerinfahan  yang senwla  fermasuk
wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan

kepada pemerintab  daerah agsr menjadi urusan rumab fangganya
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sehingga urusan fersebut berabli kepada den menjadi wewenang dan
tanggung jawab pemerintah daerah.

Dari konsep-konsep yang dikemukakan di afas, dapat dirumuskan
desentralisasi sehasai pendelegasftan  manajemen pembangunan  dan
pelayanan publik kepada daerah-daerah otonom yang disclenggarakan oleh
organisasi administrasi publik dalam rangka efistensi dan efektivitas

pencapaian tujuan.

2.3.2  Pendidikan

Pendidikan adalah scbuah proses yang melekat pada setiap kehidupan
bersama dan berjaian sepanjang perjaianan umat manusia.

Pemahaman tentang pendidikan dinyatakan pada pasal 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasienal, yaitu

“Pendidikan adalzh uszha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelanjaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potenst dirinya unfuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian din, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan vaeg diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negarg,”

Menurut H.A R. Tilaar, pendidikan bertugas vaiuk mengembangkan
kesadaran dan tanggung jawab setisp warga negara terbadap kelanjutan
hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakatnya dan negara, juga
terhadap umat manusia. Jelasnya, pendidikan mengandung muatan mist untuk
mengembangkan manusia baik sebagai individu maupun warga masyarakat
atan warga negara. Karena ftu pula pendidikan merupakan proses yang
berlangsung terus uniuk mengembangkan manusia, Melalul proses pendidikan
terjadi pembentukan dan pengembangan kepribadian, pendidikan jugs scbagai
nroses latihan yang mencakup aspek pengeishuan (fmowledge), keterampilan
{skifly dan kepribadian (character), terutarna dilakukan dalam suatu bentuk
formuls kegiatan pendidikan (persekolahan) (Fatah, 2000 : 14).

Sementara ilu, sebagaimana dikemukskan oleh Michael Rutz bahwa
pendidikan berawal dari falda bahwa manusia mempunyat kekurangan.
Pendidikan merupakan jawaban untuk membuat marmsia menjadi lengkap

(Sindhonata, 2001 : 9)
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Dari beberapa pemabaman di atas memberikan arah pemabarnan
bahwa pendidikan adalah schuah kegiatan yang melekat kepada setiap
kehidupan bersanme, atau dalam bahasa politik disebut sebagal negara-bangss,
dalam rangks menjadikan  kachidupan bersama  tersebut  mempunyai
kemampuan zmtz%k beradaptasi  dsn  menganiisipasi  perkembangan
kehidupannya. Mengingat peran strategisnya, maka pendidikan periu ditata
kembangkan oleh negara,

Sebagai secbuah usaha, maka pendidikan difahami sebagal sebuah
fakta manajemen, Konsep ini lebih dikedepankan daripada konsep politik
pendidikan, karena pada prinsipnya pendidikan adalah sisi pembangunan yang
perlu dimanajemeni darpada dijadikan sebuah arena perebutan kekuvasaan

politik.

2.33 Desentralisasi Pexclidikan

Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi
ke sistem desentralisagi, Menurat Abdul Halim, desentralisasi pendidikan
berarti terjadinya pelimpahan kekuasasn dao wewenang yang lebih luas
kepada daerab untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannys
sendiri dalam mengatasi permasalaban vang dihadapi di bidang pendidikan
(Hasbullah 2006 : 12).

[ni sejalan dengan teori desentralisasi yang di kembangkan oleh Djalal
dan Dedt Supriadh (2001 : 125-126), Mereka menemukan relasi antara
desentralisasi dengan manajemen pendidikan dengan mengalakan bahwa
desenlralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk  newujudkan
pembangunan  pendidikan  vang  menekankan kepada  kebhinekaan.
Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang vang lebih
luas.

Dengan penyerahan pengelolaan pendidikan, berarti pemerintah
dacrah kabupaten/kota memiliki keleluasaan dalam mengelola dan mombina
pendidikan secara mandiri, agar mencapal sasaran program pembangunan
pendidikan dasar dan menengah. Wewenang itu mencakup berbagai tahapan

scjak pengambilan  keputusan, pempograman, implementasi, montoring
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program, sampal dengan pengadaan sarena-sarana pendidikan (Suryadi dan
Dasim Budinansyah, 2003}
Usman Abu bakar mengemukakan bahwz dengan otononu dan
desentralisast  dibarapkan  semwa komponen daerah  lebih  bemacu
memberdsyakan diri, mengembangkan mutu “kompetensial” sumberdaya
manusid, menumbubkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta
masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dan dalam
penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berarti desentralisasi tidak saja
mendorong pemerintah nasionai membangun manajemien pendidikan vang
terdesentralisasi, melainkan juga menjadi pendorong bagi daerah untuk
mengembangkan mangjemen pendidikan yang bermutu {Hamid dan Sobirin
Maliag, 2004 1 213)
Menurut Santoso 8. Hamijoyo ada beberapa hal yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu (1) Pola dan pelaksanaan
manajemen harus demokratis; (2) Pemberdayaan masyarakat harus menjadi
tujuan wtama; {3) Peran serta masyvarakat bukan hanys pada stakeholders,
tetapi harus menjadi bagian mutlek dari sistem pongelolaan; {4) Pelayanan
harue lebih cepat, efisien, efektif, melebibi pelayanan em sentralisasi demi
kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dam (5) Keanekaragaman
aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi
penguatan sistein pendidikan nasioan! (Hasbulial, 2006 : 14)
Kebijakan desentralisasi pendidikan akan berpengaruh  secara
signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidakuya ada 4 (empat)
dampak positif untuk mendukung kebifakan desentralisasi pendidikan, yaitu :
1. Peningkatan muty, yaity dengan kewenangan yang dimiliki sckolah makae
sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya
yang dimiiiki;

2. Efistensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-
surnber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional;

3. Efistensi Administrag), dengan memotong mata rantai birokrasi vang

panjang dengan menghilangkan prosedur vang bertingkat-tingkat;

Universitas indonesia
Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP Ul, 2009



2.4

36

4. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan
pada daerah pelosok schingga terjadi perluasan dan pemerataan
petdidikan.

Dikemukakan oleh Suyanto bahwa pendidikan memiliki fungsi
penting bagi daerah ferutama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia {(8DM). Daerah yang tidak memiliki SDM {dan sumber dana yang
memadai} dapat dipastikan tidak begitu mendukung program desentralisasi
dalam pendidikan. Scbab setelab pemerintah pusat memberikan otonom:
kepada daerah, daerah memang harus lebib bersifat kreatif, mandiri dan
mampy mengembaagkan dasrahrya demi untuk kesejahterasn masyarakat
melalul berbagal program pendidikan di daerahnya. Oleh sebab itu, dalam ez
otonomi pendidikan, daerah perlu membangun sektor pendidikan secara baik
agar scktor ini mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerah. (Hamid
dan Sobiria Mahan, 2004 : 239}

Akhirnva dapat disimpulkan bahwa dengan desentralisasi paﬁéiéikan,
maka setiap dacrah harus membangun manajemen pendidikan daerah vang
desentralistik dan unggul agar dapat membangun SDM yang unggul yang
pada skhirnys membangun keunggulan daersh.

Kebijakan Publik dan Kebiljakan Pendidikan
2.4.1 Kebijakan Publik

fstilah kebyjakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk
menunjuk suaty kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli
mengembangkan berbagat macam definisi untuk menjelaskan apa vang
dimaksud dengan kebiyakan publik. Masing-masing definisi memberikan
penekanan yang berbieda karena latar belakang para ahii vang berbeda.

Eyestone menyatakan bahwa, “secara luas, kebijakan publik
didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”™
{Winamo, 2002: 15). Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas
dan kurang pasii karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat
mencalup banyak hal. Sedangkan Dye (1992 : 2), menyatakan bahwa,
“kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
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dilakukan dan tidak dilakukan {whatever goverments choose to do or not to
do)". Batasan ini juga tidak eukup mengakui bahwa terdapat perbedaan antara
apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan apa yang dilskukan oleh
pemerintah {Suharto, 2005 : 44). Lebih lanjut Anderson mengartikan bahwa
kebijakan publik “merupakan arab dan tindakan yang mempunya maksud
yang ditetapkan seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suain
persoalan” (Winamo, 20602: 16). Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian
kepada apa yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintab dalam
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan fertentu seraya
mencart peluang untuk mencapai tujvan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan.

Santoso menyimpulkan bahwa pandangan mengenat kebijakan publik
dapat dibagi ke dalarm dua wilayah kstegor yaitu:

a. Pendapat ahli yang menvamakan kebijakan publik demgan tindakan-
tindakan pemetintah., Dalam hal ini dianggap babwa semua tindakan
pemerintab dapat disebut scbagai kebijakan publik,

b. Para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebifakan.
Parag ahli dalam hal ini ferbagi menjadi duz kelompok yaitu, pertama
miereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan
pemerintah yang mempunyai twjuan dan maksud tertentu dan kedua,
mercka vang menganggap Kebijakan pubiik sebagai memiliki akibat-akibat
yang bisa diramalikan {Winarno, 2002; 16)

Kelompok  perfama miemandang  kebijzkan publik dari  proses
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan (implementasi) dan penilatan
kebijakan (evaluasi), sehingga kebijakan publik adalah serangkaian instruksi
dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan
tujuan-tujuan dan cara-cars untuk mencapal tujuan tersebut. Sedangkan
kelompok kedua  memandang  kebijokan publik terdiri dari rangkaian
keputusan dan tindakan, yaitu kebijakan publik sebagai sustu hipotesis yang
mengandung kondigi-kondisi awal dan gkibat-akibat yang dapat diramalkan,
Pada urnumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakan atas (Winamo, 2002; 18} :
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1. Bentuk regulatory yaitu mengatur prilaku orang,

2. Bentuk redisiributive yallu mendistribusikan kemball kekayaan yvang ada
atay mengambil kekavaan dari vang kaya lalu memberikannya kepada
yang miskin;

3. Bentuk distributive yaitu melakukan disiribusi atau memberikan akses
vang sama terbadap sumber days tertentu;

4, Bentuk constituent yaitu vaog ditujukan untuk melindung) negara.

Setiap bentuk ini dapat dipakari dari tujuan dan farget suatu program
atau proyek sebagai wujud konkrit atau terjemahan dart suatu kebijakan.
Implementasi program atau proyek tersebut merupakan wujud nyata dari
pelaksanaan bentuk kebijakan itu. Beberapa konsep kebijakan memberikan
gambaran bahwa kebijakan publik terjadi  karenma findakan-tindakan
pemerintah dalam mengatasi masaiah yang timbul dalam masyarakat sehingga
melahirkan keputusan-keputusan tersebut.

Berdasarkan berbagat urgian tentang pengertian kebijakan pubhk iy,
dapat disimpuliban bahwa suatu kebyjakan diciptakan uatuk ujuan ferenty,
batk untuk memecahkan masalah, maupun atas usulan dan ide seseorang atau
kelompok yang dirumuskan dan ditetapkan dalam sebuab peraturan yang
ditetapkan oleh pemeriniah dan mempunyai kelompok sasaran atau targetf.
Kebijakan publik merupakan keputusan {formal) pemerintal yang berig
program-progrant pembangunan sebagai realisasi dari fungsi ataw tugas

negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional,

24.2  Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan adalah kebijakan publik di bidang peadidikan,
Sebagaimana dikemukakan ofeh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie
O Neil {2001 : 1-2} kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan,
bahkan eksistensi, bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sechingga
kebijakan pendidikan perln mendapatken prionfag utama dalam emn
globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa
nilai demokrasi. Demokeasi yang memberikan hasi adalah demokrasi yang

didukung oleh pendidikan,
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Margareth E. Goertz mengemukekan bahwa kebijskan pendidikan
berkenaan dengan efisiensi dan efekiivitas anggaran pendidiksn. Isu ini
menjadi  penting dengan meningkatnya  kritist  poblik  terbadap biaya
pendidikan (Cizek, 2001 1 45)

Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan
pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik.
Kebijakan pendidikan difshami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk
mencapai twjuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sci}agsii

salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruban,

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan
yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun
keiompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telab ditetapkan dalam
keputusan kebijakan, Definisi in menyiratken adanyva upayas meniransformasikan
keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang
dirumuskan oleh kepulusan kebijakan (Wahab, 2604 : 51).

Penjelasan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh
Mazmanian dan Sabatier, bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan
berarti berusaha uniuk memabami apa vang senyata-rivata terjadi sesudab suatu
program diberiakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-
kegratan yang terjadt setelah proses pengesshan kebifakan negara, baik itu usaha
untuk mengadininistrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak
tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa (Wahab, 2004 - 51).
Sedangkan Wibawa (1994), nmenyatakan balwa “implementasi kebijakan berarti
pelaksanaan dan suatu kebijakan atau program®™,

Pandangan-pandangan terschut di atas menunjukkan babwa proses
implementasi  kebijakan tdak  hanya menyangkut perilaku  badan-badan
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketratan pada din kelompok sasaran, melainkan menyangkut
lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ckonomi dan sosial yang langsung atau tidak

langsung dapat mempengaruht perilaku dari semua pihak vang techibat, dan pada
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akkhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik vang diharapkan

maupun dampak yang tidak diharapkan.

Ada tiga aktifitas vang signifikan dalam proses implementasi suatu
kebiiakan menurut Jones (1994 ; 296) yaitu:

1. Organisasi :  Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit
unif serta metode untuk menjadikan program berjalan;

2. Interpretasi + Menafsitkan agar program (seringkali dalam hal status)
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat
diterima serta dilaksanakan;

3. Penerapan :  Ketentuan mtin pelayanan, pembayaran atau lainnya
yang disesuaikan dengan tujuan atau perfengkapan
program.

Lebih fanyut Soenarke (1998 © 201-215) menerjemahkan konsep teoritis,
yang dikemukakan Jones sebaga: benkut : (1) Organisasi dalam pelaksanaan
kebijakan dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atay unit-unit beserta
mictode-metade vang diperivkan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan
guna mencapal tujuan vang terkandung dalam kebyjakan itu. (2) Interpretasi dalam
peiaksanaan disini adalah berusaha untuk meagerti apa yanag dimaksudkan oleh
pembentuk kebijakan dan mengetahui betu! apa dan bagaimana tujuan akhir {god/)
itu harus diwujudhkan, harus direalisie. Program pelaksanaan memuat reacana yang
didukung dengan pendanaan, yang siap uptuk diterapkan, harus sesuai dengan ide
dan keinginan pembenivk kebijakan, (3} Aplikasi dalam pelaksanaan kebijzkan
adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan
kegiatan-kegiatan untok terealisasinya mijuan kebijakan itu. Aplikasi memuat
programmed  implemeniation  dan  edapted  implemeniation.  Programmed
implemeniation yaitu pelaksanaan kegiatan harus mengikuti segala ketentuan dan
prosedur yang telah difetapkan, sedangkan adapted implementation adalah
pelaksanaan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadsan untuk
keberhasilan tercapainya tujuan kebijakan itu, yang memungkinkan adanya

perubahan, pemerincian dan penyesuaian.
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Menurut Udoji, Pelaksanaan kebijaken adalah sesuatu yang penting,
bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan, Kebijakan-kebijakan hanya
berupa umpian atau rencana yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
ditmplementasikan. Namun, dalam implementasi kebijakan seringkall terjadi gap
(kesenjangan) antara yang diharapkan dengan kenvataan {Wahab, 2004:59).

Syukur mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam
implementasi suatu kebijakan yaitu (i) adanya program atau kebijakan yang
dilaksanakasn, (u) target group yeitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
dan  dibarapkan akan menerima  manfaat dan program, perubahan  atan
peningkatan, {i1f) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan
yang Dberanggungiawab dalam pelaksanaan dan penpawasan dari proses
implementasi tersebut, Adapusn unsur pelaksana yang bertanpgungjawab atas
keberhasilan program kebijakan adalah aparat birckrasi pemerintahan (Sumaryadi,
2005:79),

Lebtih lanjut Sumaryadi (2005 : 79) menyimputkan bahwa impiementasi
kebijakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau
mereatisasikan kebijakan yang telab ditetapkan sebelumnya yang dilakukan oleh
organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain melalul proses
administrasi dan mangjemen dengan memanfaatkan gegala sumber daya yang
tersedia untuk mencapal tujuan tertenty,

Sedangkan Weber dalam Robbing (1994 © 338) mengusulkan steoktur
organisasi tipe ideal” yang ia katakan sebagai alat paling efisien bagi organisasi-
organisasi untuk mencapai tujuanmya. Struktur tersebut dicirikan dengan adanya:

I. Pembagian kerja, pekerfaan dari setiap orang-orang dipscah-pecah
sampai ke pekerjaan-pekerjzan yang sedechana dan rutin dan
ditetapkan dengan jelas. 5]

2. Hirarki wewenang yvang jelas, vang memastikan balvwa setiap jabatan
yang lebib rendah berada dibawah supervisi dan kontrol dari vang
lebih tinggi.

3. Formalisasi yang tunggi, ketergantungan kepada peraturan dan
prosedur yang formal untuk memastikan adanya keseragaman dan
untuk mengatur perilaku pemegang pekeriaan.

4, Hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi {impersonal).

5. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai  yang
didasarkan atas kemampuan.

6. Jenjang karir bagi paca pegawai.
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7. Kehidupan organisasi vang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan
pribadi
Menurut George C Edwards 111 menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara
pembentukan kebijakan dan konsckuensi atau akibat dari kebijakan pada
kelompok sasaran yang dipengarchinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat
untuk meogurangi masalsh yang merupakan sasaran kebijakan, maka
kebijakan ity mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu
ditmplementasikan dengan sangat baik. Bahkan kebijakan yvang cemerlang
yang diimplementssikan dengan kurang batk mungkin  mengalami

kegagalan untuk mencapai tujuan {(Winarno, 2002 : 125}

Lebih lanjut Edwards dalam Jones (1991 : 320} juga mengungkapkan
bahwa kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa
mereka yang menerapkan keputusan haruslab tabu apa yang seharusnya mercka
fakukan, Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk
pelaksanasn tidak hanya ditertme tetapt juga barus jelas, dan jika hdak jelas para
pelaksana akan kebingungan fontang apa yang seharusnys mereka lakukan, dan
akhimya merekas akan mempunyal kebijakan tersendid dalam memandang
pencrapan kebijakan tersebut, yang wnana pandangan ini seringkali berbeda

dengan pandangan atasan mereka,

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Keberhasilan toplementast kebijakan juga sangat ditenfukan eleh model

inplementast yang mampu  menjamin  konmipleksitas masalah  yang akan

diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Mode! implementasi kebijakan ini

tentunya diharapkan model yang semakin operasional sehiagga mampu

menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel vang terkait dengan kebijakan,
Adapun beberapa model studi implementasi tersebut adalai:

1. Model Pengaruh Pelaksana pada Implementasi Kebijakan oleh Grindle
menyatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program
aksi maupun proyek mdividual, dengan peavediaan dana, maka implementasi
kebijakan dilaksanakan, Pelaksanasnnys sendin tergantung pada kemampuan
penerapan (implementabilily} dari program, yang dapat dilihat dari pertamag,

tsi kebijakan yang mencakup 2) kepentingsn yang terpengarubi, b) jenis
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manfaat, ¢) derajat perubahan, d} kedudukan peficy wmaker, €) siapa

pelaksananya, §) sumber daya, dan kedya, konteks kebijakan yang meliputi a)

kekuasaan, kepentingan dan stratepi pelaksana, b) karakteristtk lembaga, ¢}

kepatuhan dan daya tanggap (Wibawa, 1994 1 22-24}.

Mode! Pendekatan dari Atas ke Bawah (Top Down Approach) olel Hogwood

dan Gunn mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan

kebijakan public secara sempurna atau perfect implementation maka

diperlukan 10 persyaratan yakni:

a. Kondisi eksternml  yang dibadapi instansi pelaksama  (idak  akan
menimbultkan yang serius.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia wakiu dan sumber-sumber daya yang
cukup memadat.

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalifas yang andal.

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanys sedikit mafs rantai
penghubungan.

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

h. Tugas-tugas diperingi dan diternpatkan dalam wrwtan yang tepat.

1. Komumkasi dan koordinasi yang sempurna.

j. Pihak-plhak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurma (Wahab, 2004 : 71).

Modal Proses Dmplementasi Kebtiakan (4 Model of the Policy

Implementation Process) oleh Van Meter dan Van Horn, menekankan sifat

kebijakan dalam implementasi kebijakan serta menghubungkannya dengan

isu kebijakan dan implementasi kebijakan dan suatu model konseptual yang

menghubungkan kebtjzkan dengan performance kebiiskan. Dalam proses

implementasi kebijakan ditekankan prosedur vang mengutamakan perubaban,

kontrol dan kepatuhan bertindak. Implementasi kebizakan akan berhasil

apabila perubahan vang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan

terhadap tujuan, fterutama darl mereka yang mengoperasikan program di
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lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan
antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel
(variabel bebas) yang saling berkaitan yaitu a) ukuran dan tujuan kebijakan,
{b) sumber-sumber kebijakan, (¢ Ciri atau sifat lembaga pelaksana, (d}
Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, (e} Sikap para
pelaksana, dan (f) lingkungan skonomi, soesial dan politik (Sumaryadi, 2005 .
£2-90).

Model Kerangka Analisis Implementasi {4 Frame Wark for Implementation
Analysis) oleh Sabatier dan Mazmanian yang mengidentifikasi variabel-
variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan<tyuan formal pada
keselurchan proses implemerntasi menjadi tiga kategori besar yakni: (a)
mudah tidaknya masalah vang akan digarap dikendalikan, (b} kemampuan
kebijaken untuk menstrukturkan  implementasi yang tercenmin  dalam
berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan {¢} variabel
di luar kebijakan vang mempengarchi proses implementasi {(Wahab, 2004 -
81-82).

Model implementasi kebijakan oleh George €. Edwards Il Menurut
Edwards III, ada empat faktor atau variabel penting dalam implementasi
kebijakan vyaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan strukbur
birokrasi. Menuruinya, karena empat faktor tersebut bekerja secara simulian
dan berinteraksi satn sama lam untuk membanty dan menghambat
implementasi kebiiakan, maka pendekatan yvang ideal adalah dengan cara
merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut
sekaligus. Implementasi dan setiap kebijakan merupakan suatu proses
dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh karena
itu, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, schingga perlu
dijelaskan keterkaitan antara saby variabel dengan varisbel yang lain dan
bagaimana variabel-varigbel ini mempengaruhi  proses implementasi
kebijakan. {Winarne, 2002 © 126). Hal ioi digambarkan dalam gambar 2.1
berikut:
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Komunikast
&
Sumber-sumber > Implementasi
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Pelaksana
Y
Struktur
Rivokrast

Gambar 2.1
Model Proses Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards 11

Sumber: George C, Edwards IH (dafas Winamo, 2002: 126}

Memperhatikan beberapa model mplementast kebijakan, jclas terlibai
bahwa tidak ada foktor tunggal yang mempengaruhi implementasi suatu
kebijakan, melainkan banyak fakior vang telah dikembangkan beberapa pakar
kebijakan publik. Dalam kajian implementasl ini mengacu kepada pendekatan
model implementasi kebijakan oleh George C. Edward 111, Alasan pemiliban
model kebijakan George C. Edwards I karena model kebijakan Bdwards I
dalam penclitian mengenai implementasi kebijakan sekolah gratis ini dianggap
lebah operasiona! dalam menjelaskan Keterkaitan astara satu variabel dengan
variabel yang flain dan bagalmana variabel-varisbel i mempengarchi
implementasi  kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Musi Banyuasin
Berdasarkan hal tersebut, untuk kepentingan studi ini ditetapkan variabel vang
mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari fakior: a) komunikasi, b)
sumber daya, ¢} sikap pelaksana, dan d} struktur birokrasi. Penielasan atas qurunan

penstapan masing-masing faktor tersebut dapat dijetaskan sebagai berikut:
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1. Faktor Komunikasi

Menurut Edwards I (1980 : 15} persyaratan periama bagi implemeniast
kebijakan yang efektif adalah bahwa para pelaksana harus mengetahui apa yang
harus mereka lakukan, Keputusan kebijakan dan perintah-perintah  harus
diteruskan kepada personil yang tepat scbelum keputusan dan perintah itu dapat
ditkuti. Komunikasi yang dilakukan harus akurat dan dimengertt dengan cermat.
Jika suatu kebijakan dilmplementasikan, petunjuk pelaksana tidak hanya harus
diterima para pelaksana kebijakan, tetapl juga komunikasi kebijakan tersebut
harus jelas. Ketidakielasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan
dengan implementasi kebijakan skan mendorong terjadinya inlerpretas: yang
salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian,
dinyatakan juga bahwa ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu
menghalangl  implenientasi, karena pada tatanan lerlentu para pelaksana
membutehkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

Lebib lanjut Edwards 11 {1980 : 16) menvaiakan bahwa semakin cermatl
keputusan dan perintab pelaksansan diteruskan kepada pars pelaksana, maka
semakin tinggi probabilitas keputusan dan perintah pelaksanaan tersebut
dilaksanakan. Dalam beberapa kasus para pelaksana sama sekali tidak memahaimi
tujuan suatn kebijakan atau persyaratan operasional. Sedangkan dalam beberapa
kasus lain, para pelaksana melakukan usaha untuk memanfaatkan ketidakjelasan
kebijukan dengan tujuvan Kkepenlingan mereka sendin, Dengan demikian
keputusan-keputusan  harus  disampaikan dengan cermat dan  efektif agar
pelaksanaan kebijakan dapaf terlaksana dengan baik,

Scianjutnya Edwards [ (1980:17) mengemukakan bahwa :

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyal peranan penting
yang tidak hanya bagi implementor, tapi juga bapgi “Policy maker”,
Implementasi vang efektif akan tercipta hila poficy maker dalam meminta
para pelaksana {(implementor) untuk melaksanakan kebijakan tidak hanya
dengan sualu pelunjuk vang jelas, fetapi yang lebilh penting adalah
konsistensi komunikasi yang jelas dan tegas. Perlu dihindari adanya suatu
hal yang menimbulkan kegaduhan, kebingungan diantara para pelaksana,
Hal yang lebih penting lagi hares adanya ketetapan dan keakuratan
informasi kebijakan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan
jelas, yang seharusnya mereka lakukan.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapaf disimipulkan komunikasi kebjjakan
mencakup dimensi lransformasi (ransmission), kejelasan {clarity) dan konsistensi
{cansistency).

Kaitanaya dengan implementasi kebijakan sekolah gratis tni, dimensi
transformasi menghendaki agar kebijakan sekolab gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin disampaikan tidak banya kepada pelaksana {implenentors), tetapi juga
kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dimenst kejelasan menghendaki agar kebijakan sckolah pratis yang
deransmisikan kepada para pelaksana, fgrgef growp, dan pihak lain vang
berkepentingan langsung waupun tidak lapgsung terhadap kebijakan dapat
diterima dengan jelas, sshingpga diantara mereka mengeiahui apa yang menjadi
maksud, tsjuan, dan sasaran serta subsiansi dan kebijakan tersebut. Sedangkan
dimensi konsistensi menghendaki agar adanya komunikasi kebijakan sekelab
gratis yang kousisten dan tidak terdapat pertentangan dan perbedaan penafsiran di
datamunya. Dengan demikian, apabila komunikesi dari  kebijakan yang
ditmplementasikan berjalan dengan baik, maka kebijakan publik yang telah

dirancang dan ditetapkan, akan dapat dijalankan dengan baik juga,

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya {resources) mempunyat perangn penting dalam implemtasi
kebijakan, sebab  walaupun ketentuan-kelentuan atau  aturan-aturan  yang
disampaikan benar, iclapl para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan kebijakan kurang profesional dan terbatas seperti staf dan
fagilitas wntuk oelaksanakan pekerjaan secara efektif, maka unplementasi
kebijakan tidak akan bisa cfektif.

Sumber daya adalah sumber tenaga yang digunakan dalam rangka memacu
suatu mekanisme kerja atau usaha untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki,
Sumber dava mengacu pada benda atau non benda yang dapat digunakan sebagal
bahan untuk dikelola roenjadi bahan lain yang memiliki nilat tertentu dalam
rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam fmplementasikan kebijakan
publik, dibutshkan sumber daya agar proses inplementast beqjalan lancar. Sejalan

dengan uraian tersebut, Edwardss I (1980: 53} menyatakan :
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Sumber daya dapat menjadi sebuah faktor penting dalam implementasi

kebijakan publik, sumber daya penting termasuk staf yang cukup dan

keahlian untuk melaksanakan tugas mercka dan mformasi, kewenangan
dan kebutuhan fasilitas untuk menterjemshkan kertas kerja ke dalam
pemanfzatan pelayanan publik.

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian im adalah sumber daya
manusia (SDM) sebagai unsur pelaksana kebijakan sekolah gratis dan fasilitas
yang digunakan dalam pengelolaan kegiatan kebijakan sekolah gratis. Dalam hal
ini Winarno {2002:132) mengemukakan ;

Jumiah staf yang banyask fhidak secara otomatis mendorong umplementas!

yang berhasil, Hal ini disebabkan oleb kurangnya kecakapan vang dimiliki

nleh para pegawai pemerintah ataupun staf, nanmn digisi yang lain
kekurangan staf juga askan menimbulkan persoalan pelik menyangkut
implementasi yang berhasil.

SDM  yang cukup dan @bli dibidangnya yang dimaksud dalam
implementasi Kebijakan adalah daci segi jumlah maupun keahlian sesual dengan
kebutuban, Misainya SIIM yang dibutubkas dalam implementasi kebijakan
sekolah gratis vang mempunyai pengetahuan dalam bideng keuangan yang
berhubungan dengan proses implementasi kebijakan, mulai dari proses perumusan
hingga pelaksanaan.

Fasilitas juga termasuk bagian dari sumber daya yang sken digunakan
dalant implementasi kebijakan, Adanya fasilitas yang memadai akan memudabkan

datam pclaksanaan kebijakan.

3. Faktor Sikap Pelaksana

Agar implementasi kebijakan efekuf dan ehsien, para pelaksana tidak
hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan kemampuan untuk melaksanakan
kebijakan, tetapi mereka juga harus mempunyat kemausn untuk melaksanakan
kebijakan tersebut. Faktor ini diartikan scbagai kecenderungam, keinginan atau
kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, Menurut Edwards I,
(1980: 53} “Implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien,
para pelaksana tidak hanya harus mengetahul apa yang barus dilakukan tetapt juga
mempunyai kemampuan unfuk melaksanakan kebijakan tersebut”.

Dari pendapat tersebut, maka sikap pelaksana dituntul ontuk mengetabui

sehingga ada kesepakatan dan kesamaan pandangan tentang berbagai hal vang
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skan dilaksanakan dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijskan
tersebut. Dalam  hubungen dengan kebijakan sekolab gratis imi, bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh stkap pelaksana untuk
memahami maksud dar tujuan kebijakan sehingga mercka dapat menjalankan
tugasnva, sikap pelaksana terhadep beban tugas yang dilaksanakan serta adanya

kemampuan pelaksana dalam menjalsokan kebijakan tersebut.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Menurut Edwards 1 (1980 : 71}, pada dasamya para pelaksana kebijakan
mungkin mengetahui apa vang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta
sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan, tetapi dalam pelaksanaannya
mereka mungkin masih dihambat oleh strukter-struktur birokrasi dimana mercka
menjalankan kebijakan tersebut. Struktur birokeasi (bureacratic struchue) juga
merupakan faktor vang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, scbab
meskipun sumber untuk mengimplemtasikan kebijkan cukup dan pelaksana
mengemhut apa dan bagaimana cara melpkukannya, serta mempunyai kemauan
untuk melaksanakannnys, implomentasi kebijakan bisa jadi belum efekiil karena
struktur birokasi vang tidok efisien. Strukfur organisasi yang kaya fungsi akan
febih ofektif dalam mengimplementasikan kebijakan dibandingkan dengan
struktur organisasi yang panjang, karena organisasi dengan strukiur yang panjang
lemah dalam sistom pengawasan. Struldur birpkrasi isi mencakup aspek
pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit dalam organisasi, dan
hubungan antara unit-unit di luar organisasi.

Selanjuinya Hogwood dan Guon menyatakan bahwa kegagalan dalam
kebijakan (poficy failure) antara lain karena:

[. Non Implementation (Kebtjskan fdsl dilaksapakan sesvai rencana
disebablkan pihak pihak vang terlibat tidak mau bekerjasama, tidak efisien,
bekerja setengah hati, tidak dikuasainya permasalahan, permasalshan di
luar jangkuan kekuasaannya sehingga implementasi tidak efekiif).

2. Unsuccessful implemeniation {Kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana, namun  menyangkut  kondisi ckternal temnyala  tidak
menguntungkan seperti pergantian kekuasaan, banjir, dan lain lain)
{Wahab, 2004: 61).
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2.8 Model Operasional Penelitian
Mode] Operasional penelitian ini sebagaimana tergambar di bawah ini :

DPRD Pemerintah
Kab. Mubs Kah, Muyuba
AN P e L K A A A,
h 4
Kebijakan
_ Sekolah Gratis

SMA Negeri 2 Sekayu dan
SMA Rahmantyahk Sekayn

A o PR R L

Gambar 2.2 Model Operasional Penelitian

Sumber : Mode! Proses Implementasi Kebijakan oleh
George C. Hdward 1H vang telsh diolah kembali,
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin
3.1.1 Luas Wilayah

Terdiridart LHAS WHLAYAN
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TERLETAK DIANTARA
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Gambar 3.1
Kaondist Geografis Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : Musi Banyussin Dalam Angks, 2008.

Kabupatee Musi Banyuasin merupakan bagian dari Provinsi Sumaiera
Selatan dibentuk pada Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kofa Praja dalam
Lingkungan Dagrah Tingkat 1 Sumatera Selatan dengan luas wilayah 25.664 Km®,
Pada tahun 2002 kebupaten ini dimekarkan menjadi dua wilayah yakni
Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Setelah terjadi pemekaran
luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 14.265,96 Km® atau sekitar 15%
dar: luas Provinsi Sumatera Selatan.
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3.1.2  Jumiah Penduduk dan Mata Peneaharian

Penduduk merupakan obvek sekaligus sebagai subyek pembangnnan,
karena ity data penduduk menjadi salsh satu data pokok yang sangat penting.
Adapun jumibah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan laporan BPS
Kabupaten Musi Banyuasin pada pertengahan 2008 sebanyak 497.864 jiwa, vang
terdiri dari 238.422 orang laki-lakt dan 239442 orang perempuan. Jiks
dibandingkan dengan luas wilayah yakni 14.265,96 Km?® maka tingkat rata-rata
kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin adaiah 34,90 jiwa/iKm?.
RBeriambahnya jumiah penduduk di Ksbupalen Musi Banyuasin dani tahun ke
tahunn temyata tidak dilkutt demgan pemerstaan penyebaran penduduk di
Kabupaten Musi Banyuasin vang terdivi dari sebelas kecamatan. Kongentrasi
penduduk sebanyak 14,73% terpusat di Kecamatan Sekayu yang merapakan
ibukota Kabupaten Musi Banyuasin, adapun luas Kecamatan Sekayu int hanya 5%
dan scluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Di lain pihak, Kecamatan
Bayung Lencir vang memiliki luas wilayah 40% dari Iuas total Kabupaten Musi
Banyuasin hanya dihuni oleh 15,83% penduduk saja. Kondisi ini menunjukkan
bahwa tidak meratanya penyebaran penduduk. Dengan terpusataya penduduk di
Recamafan Sekayu yang merupakan ibuketa dar Kabupaten Musi Banyuasin,
maka kecamatan inl merupakan kecamatan yang cukup padat. Benkut kepadatan
penduduk secara ringi :

Tabel 3.1
Jumiah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecaraatan
Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007

Luas wilayah Lo
Ma. Kecamatan {Km‘}* Pem}mﬁiuk Kepadatan/Km?
{Fisvn)

H Babal Toman 1.523,00 48,212 31,66
2. | Plakat Tinggi 247,00 20419 82,67
3. | Batenghan Leko 210779 22440 18,65
4 Sanga Desa 317,00 34,289 95,55
3 Sungai Kendh &840 331319 §3,28
4. | Sekavu 701,60 73.321 14,31

7, | Lais 755,53 55.628 73,63
8 Sungai Lilin 885,24 69.011 7.95%
9. | Keluang 400,57 27308 5%,17
19. | Bayung Lencir 506819 78187 13,90
i1 | Lalan L431.00 38941 3

Sumber : BPS ¥abupaten Musi Banyessio Tabun 2007
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Pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin ini ditentukan oleh
perkembangan  atau  perfambahan  jumlah  penduduk. Pada thun 2006
pertumbuhan penduduk sebesar 3,81% dan pada tahun 2007 sebesar 3,00%.
Berdasarkan Laporan BPS Kabupaten Musi Banyuasin teatang perkembangan
perfumbuban penduduk beberaps whun sebelumnya, diperoleh pertumbuhan
penduduk rata-rata di Kabupaten Musi Banyuasin yakni 1,45% per tahun.

Pertumbuban peaduduk Kabupaten Musi Banyuasin dengan rala-rata
perfumbuhan  1,45% per tahun terschut, wasih tergolong relatif rendah.
Pertumbuhan penduduk yang relatif rendab tersebut, harus dipertabhankan dan
dijaga agar tidak meningkat tgjam, Kondist ini berhubungan erat dengan
peningkatan kescjabteraan masyarakat. Semakin rendah pertvmbuban penduduk,
dan semakin tinggl pertumbuhan ckonomi swatu daerah, maka masyarakat daerah
tersebut akan semakin sejahtera. Dengan kata lain, persentase pertumbuhan
penduduk  harus lebih kecil dai persentase pertumbuban  ckonomi  agar
kesejahieraan masyarakatnya meningkat.

Sementara itv untuk mata pencaharias penduduk di Kabupaten Must
Banyuasin, masth bercirikan agraris di mana sebagain  besar  penduduk
menggantungkan hidupnya pada sektor pertarian., Sampai dengan Tahun 2007
sektor pertasian masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, Lebih dar
separuh pekerja di Kabupaten Must Banyuasin (79,34 persen dari total peaduduk
usia 10 tahun ke atas) discrap oleh sektor ini, meskipun proporsinya dari tabun ko
tahun mengalami penvrunan. Sektor lainnya yang digeluti penduduk Kabupaten
Musi Banyuasin scbagal mata pencaharian adalah dagang, industri, jasa, pegawai
negert dli, sebagaimana terlihat dalam fabel 4.2

Sektor-sektor sekunder meskipun persentase daya serap tenaga kerja refatif
readah, tetapl angkanya menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke
tabun, Sektor industri jugs merupakan primadona pembangunan ekonomd
Kabupaten Musi Banyuasin dengan akhir tahun 2007 ini baru menyerap tenags
kerja sebanyak 3,38 persen. Dari tabel bertkut dapat dilihat penyebaran Izpangan
pekerjaan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin.
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Tabel 3.2
Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk
Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007

Jumlah
No. Lapangan Pekerjaan
Orang Persentase
{. | Pertanian 152.230 79,34
2. | Perdagangan 12.978 8,70
3. | Jasa-jase 7.669 4,00
4. | Industn 6.488 3,38
5. | Anglautan 5.857 3,05
6. | Konstroksi 3485 [.82
7. | Pertambangan/Penggalian 2787 1,43
2. | Lain-lainnya 89 0,05

Sumber : BPS Kabupaien Must Benyuasin 2007

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa komposisi lapangan pekerjaan yang digeluti
oleh penduduk Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar pada bidang perfanian
yakni 79,34%, hal ini juga menggambarkan bahwa persentase orang fua murid
sebagian besar adalah petani. Berdassarkan pada kenyafaan, sekior pertanian di
Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar meaghandalkan pada padi yang panen
satu kali setahuo (berdasarkan musim tanamfnon irigasi), karet, dan palawiia
dengan penghesilan rata-rata 5-6 juta pertahun { PDRB tahun 2007, BPS). Dan
wratan di atas, bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin daiam
memberikan bantuan sekolah bebas SPP/BP3 kepada murid-murid ¢i sekolah
negert sangat membantu bagi scbogilan besar orang tua murid yang nota bene

netani kecil,

313 Perekonomian Daerah

Untuk dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang di Kabupaten
Musi Banyuasin tentunya harus didukung oleh anggaran belanja yang cukup
besar. Dengan angparan yang besar Pemerintah Daerah akan lebil leluasa
mengalokasikan dana untuk membangun di seluruh sektor-sektor strategis,
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2007 sebesar Rp. 1.303.250.029.066,97,- yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah scbesar Rp. 28.674.058.770,97,-, Dana Perinmtbangan
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Rp. 1.222.066.034.496,-, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar
Rp. 26.979.379.400,~-. Besarnya dana perimbangan yang didapat dari bagi hasil
yaitu dari sekior migas. Dengan jumiab anggaran sebesar ini merupakan modal
vang cukup miemadai bagi Pemerintah Daerab untuk melaksanakan percepatan
pembangunan di segala bidang untvk mengejar ketertinggalan dengan daerah-
daerah Jain di Indonesia yang lebih maju.

Pertumibuhan perckonomian Muba dari tahun ke tahun, terlihat masih
mengarndialkan sektor pertambangan. Dari data Pendapstan Domestik Regional
Bruto (PDREB} Muba pads tahun 2004, sekfor perambangan memberikan
kontribusi sebesar 66,68%, vang mengalami peaingkatan dari 45,5% pada tabun
2002 kenudian disusul sekior pertanian sebesar 12,35%.

Ditinjau dari PDRB yang merupakan indikator utama dalam mesgukur
pertumbuhan perekonemian suatu wilayah, PDRB Kabupaten Musi Banyuasin
mengalami peningkatan dari tahon ke tahun, Niai PDRB Atas Dasac Harga
Berlaku dengen migas Kabupaten Must Bamyuasin pada tahun 2006 mencapai
Rp.18.940.140,~ juta dan mentngkat menjadi Rp. 21,805,989 - juts pada tahun
2007, Sementara nilai PDRE Atas Dasar Harga Bedaku tanpa miigas pada tahun
2006 mencapai Rp 10.260.635,- juta dan meningkat menjadi Rp.10.541 461 - juta
pada tahun 2007,

3.1.4 Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Musi Banyuasin guna mesjzlankan program  pemerintah,
kemasyarakatan dan pembangunan serda sejalan dengan lelah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 yang kemudian di revisi menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tzhun 2004, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
telah melaksanakan perubaban di bidang organisasi dan tata kerja pemerintah
daerah yang mulai berjalan secara cfektif pada awal tahun 2001, Sama seperti
dacrah kabupaten/kota yang lainnya di Indonesia secara administeatif dibagi dalam
beberapa kecamatan dan selanjuinys dibagi dalam beberapa desa dan keluraban.
Pada saat inf Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 11 Kecamatan definitif beserta
pusat pemerintahan dan terdiri dart 209 Desa dan 9 Kelurahan. Adapun gambaran
mengenai jumlah daeral administrasi di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat

pada tabel bertkut int
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Tabel 3.3
Pusat Pemerintahan Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan
Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007

No. Kecamatan Pusat Jumlah Tatal
Pemerintahan Desa Kelurahan

1. | Babat Toman Babat 25 2 27
2. | Plakat Tinggi Sido Rahayu 14 Q0 14
3. 1 Batanghari Leko Tanah Abang i6 0 16
4. | Sanga Desa Ngulak i6 1 17
5. | Sungai Keruh Tebing Bulang 15 0 i9
6. | Sekayu Sekayu 10 4 i4
7. 1 Lals Lais 3 0 i3
8. | Sungai Lilin Sungat Lilin 24 H 25
9. | Keluang Keluang 13 ] 13
10, | Bayung Leneir Bayung Lencir 33 i 34
{1, | Lalan Bandar Agung 26 ¢ 26
Jumiab/Total - 269 g 218

Swinber : Musi Banvaasin Dalam Anpka 2807

3.1.5 Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia {(SDM),
pendidikan memegang peranan yang penting, karena pendidikan merupakan salah
satu fakior penentu kualitas SDM. Semakin tinggi dan semalan berkualitas
pendidikan SDM, maka semakin tinggi kualitas SDM tersebut.

Berdasarkan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin
secarg wmum jumlabnya cukup memadai. Pada tahun 2008 jumlah sekolah tingkat
PAUD sebanyak 751 lembaga, TK sebanyak 104 sekolah, SD/MI sebanyak 439
sekolah, SETP/MTs sebanyak 137 sekolah, SMU/SMK/MA sebanyak 63 sekolah,
JSekolah Tinggl Swasta sebanyak 3 unit, Akademi Keperawatan sebanyak 1 unit
dan Politeknik sebanyak | unit, Jumlah murid di Kabupaten Muba pada tahun
2008 sebanyak 124,287 orang dan jumlah gure sebanyak 8206 orang terdiri dari
4.028 orang guru PNS, 8 orang guru bantu pusat, 311 orang gury bantu daerah dan

3.859 orang guru honorer.
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Tabel 3.4

Juminh Sekolsh Dan Siswa
Di Kabupaten Musi Banvuasin Tahun 2005-2887

h ¥

SD/nii SMP/MTs SMI/MASMK
Fahun ; Jmils Sekolah | Jmih Siowa | Jmik Sekolah | Jmolh Siswa | Jmlh Sekolal | Jmlh Siswa
{Unif) (Orang) (Unit} (Drang} {Unit {Cirang)
2805 455 77422 110 Z21.140 43 10.240
1084 459 76,396 115 21.930 23 12.174
2007 431 6648 {28 70846 63 14.550

Suenber - Musi Banvuasin Dalam Angka, 2003, 2006 dan 2087,

Dari tabel 4.3 terlibat jumlah 8D di Kabupaten Musi Banyuasin berkurang
dari 455 unit pada tabhun 2005 meniadi 431 uait pada tahun 2007, sementara
jumiah SLTP/MTS mengalami peningkatan dari 110 unit pada tahbun 2005
menjadi 128 unit pada tahun 2007 begitupun dengan jumiah SMU/SMK/MA dari
43 unit pada ebun 2005 bertambah menjadi 63 unit pada tabun 2007, Namun
untuk jumlah perguruan tinggl fidak bertambal, dari tabun 2005 sampai tahun
2007 tetap berjumlah tips unit, tapi jumish mabasiswa bertambah dari 730 orang
pada tahun 20035 menjadi §.113 orang pada tahun 2007,

Dilibat dari perbandingan antarg jumlall sekolah dengan desa-desa, untuk
sekolah sstingkat Sckolah Dasar Negeri berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.5,
jumiah Sekolah Dasar dalam kecamatan untuk Kecamatan Sungai Lilin jumish
desaskelurahan 28 buah dengan jurnlah SDN 55 buah, Kecamatan Bayung Lencir
jumlah desa‘kelurahan 34 buab dengan jumish SDN 51 buah, Kecamaian Babat
Toman :iumiaiz desa‘kelurahan 27 buah dengan jumlah SN 51 buah, Kecamatan
Sekayu jumlah desakeluraban 14 buah dengan jumish SDN 46 bual, Kecamatan
Laig jumiah desa/kelurahan 13 dengan jumiak SN 36 buah, Kecamatan Sanga
Pesa jumlah desa/kelwrahan [7 bush dengan jumiah SDN 35 buah, Kecamatan
Lalan jumlab desa/kelurahan 26 buah dengan jumliah SDN 29 buah, Kecamatan
Sungai Kersh jumlah deswkelurahan (9 buah dengan jumish SDN 28 buah,
kemudian Kecamatan Keluang jumish desa‘keluraban 13 buah dengan jumiah
SDN 21 buah, selamjutnya Kecamatan Plakat Tinggi jumlah desa/kelurahan 14
dengan jumiah 8DM 20 buah, dan terakhir Kecamatan Batanghari Leko jumish
desaskelurahan 16 dengan jumlah SDN 19 buah.
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Dart perbandingan tersebut mennnjukkan jumlabh SDN yang terbanyak
berada di Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir, Babat Toman dan Sekayu.
Untuk di Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir, dan Babat Toman, hal ini
disebabkan pembangunan sekolah yang berorieniasi pada jumiah desa dan jumliah
pendudutk, Sedangkan Kecamatan Sekayu yang merupakan Ibu Kota Kabupaten
adalah pusat konsentrasi penduduk, meskipun jumiah desa‘kelurahan sedikit akan
tetapi jumlah penduduk berada kedua terhesar setelah Bayung Lencir. Kemudian
jumlzh SDN yang paling sedikit berada di Kecamatan Batanghari Leko, dengan
jumlzh SDN 19 buah. Jika dihifung rata-rata setiap desa mempunyai 2 buah
sekolah desar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana pendidikan

sekolah dasar di setiap kecamatan merata minimal satu SDIN untuk satu desa,

Tabel 3.5
Jumlah Sekolah, Murid dan Guri pada Sekolah Dasar Negeri,
Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri,
Madrasah Ibtidaiyak Swasta di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007

SDN SpS MIN MIS
No. | Kecamatan

dmb{ Mrd Gr [ Jmli Mred | Gr [ Jml I Mrd G [ dnd  Myd | G

i. | B. Tonmn Si 6914 {4 7 936 &3 - - - 2 i3 iz
2. 1 P Tiaggl 248 584 i74 - - - - - . 2 120 28
3. | Bighbrileke 19 2448 129 - - - - - - i 72 8
4. | Sanga Desa 35 1 4340% |1 358 i &8 7 i B8 13 H &7 b
5. | 8. Keruh 28 | 5830 | 359 - - - ~ - - - - -
6. | Sekayu 48 794 588 3 18131 6l i 327 28 4 433 43
7. §{ Lais 3G 6,762 A460) K| 521 28 - - . - - -
8. | Sungai Lilin 55 L3081 557 3 236 24 - - . I 148 iC
9. | Keluang 2 3.751 200 - - - - - - - . -
{0. | B. Lencir 51 1 12538 | 1 - - - . - . 7 32713
{1. | Lalan 29 4.952 262 - - - - - . ! kA ¥4 t’.
Jumilah 391 P 6R303 [ 4034 | 19 1 2768 1 183 P 413 1 4l 19 | 4435 | 65
Tahun 2603 413 1 FLI33 | 356 16 124381 32 2z 332 42 24 2519 1 22
Tahua 2688 414 [ 69564 | 3303 | 1B 1 2835 | 158 z 37300 3R 1 28 13624125

Sumber | Musi Banyuasin Dalam Aaghs, 2007,

Dari tabel 4.5 perbandingan antara jumlah sekolah dan jumiab gury, satu
sekolah dasar negeri di desa-desa rats-rata memiliki gury 9410 orang. Dalam
mengasult mata pelgjaran masih menerapkan gurn kelas yvang mana satu gurg

pniuk semua mala pelajaran, Untuk sekolsh dasar swasta, teriihat partisipasi
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masyarakat dalam dunia pendidikan sckelah dasar masih sangat kurang yaitu
hanya berjumiah 19 buah sekolah dengan jumish murid 2.768 orang siswa untuk
satu kabupaten, akan tetapi partisipasi masyarakat untuk sekolah keagaroaan
sepertt madrasah, menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih besar ke
madrasah swasta dibanding dengan madrasah pemerintab/negeri yaitu 19 buah
madrasah swasta dengan jumlah murid 4436 orang siswn sedangkan madrasah

pemerintah haoya 2 bual dengan jumlah murid 415 orang siswa.

Tabel 3.6

Jumiah Sekolah, Murld dan Guru pada SMP, MTs Negeri dan Swasta
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007

SMPN SMPS MTsN MTsS
No. | Kecamatan
Jmi | Myd Ge (Jml:Mrd | Gr  Jml | Mrd | Gy | Jml I BMrd | Gr
I | B Toman 6 | 1847 | 152 | 3 | 512 |46 | 1 | 5 [ 13| 2 | 25 ]3]
5 TP Tinge: TREE T oz Sl e . | SR oAl 5 5|
T Bighn Leka | 4 [ 206 T B T 1T B T 0 [T T T O S T
i SormaDea |3 Tio0d TR T3 T2 m T T T e %
5 ]S, Keeat L lEEERST TTRER W IF BT M . 3
5. | Eoka 1T 1388 | 251 | 2. 304 L3l 3 Tsae sz 1 57
7. | Lass 6 115 | To7 [ 3 1 3@ IS [ 7T 7T -1 %61 56 T8
S Sungmiim | 7 | 2359 1% L6 1w i w1 - 1 s 5w
5] Reluang 7 &R |6l [z 190 T | T - T3 ] %
i 1B Lenciv 8 1,961 is! <4 2867 3 - N - Z 433 3
7. | ietn ST 66 | s a8 (57 ~ | <~ &t -1T717 [ 1™
Tormian 0 | 15047 | 1342 | 26 [37%6 1390 | T T 615 | 86T 34 | 59665 | 583
Fahan 3005 35 1aT12 ] 065 T 26 12897 {3 4 |68 | & 1 a5 | a9t Tsas
Talan 2005 A | 5o T em | 28 15915 [ 363 | 4 B | sh | 54 ! 3360 | 566

Sumber : Musi Banyuasio Datam Angka, 2087

Berdasarkan tabel 4.6, untuk tingkat SLTP pada tiap-tiap kecamatan

menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam jumiah sekolah. Seperti terlihat pada
kecamatan Plakat Tinggl hanya ada 2 buah SMPN dan 2 buabh MTSsS, jika
dibandingkan dengan sekolah-sckolah dasar negeri yang ads di kecamatan ini
yang berjumlah 20 buah SDN, menunjulkkan baliws pasca sekolah dasar banyak
anak-anak yang wajib sekolah tidak dapat ditampung. Sedangkan jumlah SLTP
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yang terbanysk berada di Ibukota Kecamatan yaitu Kecamatan Sekayuv yake
berjumlah 11 buak SMPN, 2 buah SMPS, 3 buah MTsN dan | buah MTsS.

Untuk tingkat SLTA, dari tabel 4.7 menunjukkan tingkat pendidikan di
Kabupaten Mus{ Banyuasin masih kurang, hal int dapat dilihat bahwa Kecamatan
Plakat Tinggl, Batanghari Leko dan Keluang hanya memiliki 1 buah SMA untuk
saty kecamatan. Namun berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional
E.abupaten Musi Banyuasin hal ini sudah menunjukkan suatu kemajuan dibanding
tahun 2003 yang pada saat iu untuk Kecamatan Balanghari Leko sama sekali
tidak mempunyat satu buah SMApun di sana.

Tabel 3.7
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada SMA, MA Negeri dan Swas(a
Di Kabupaten Musl Banyuasin Tahun 2047

No. | Kecamstan SMAN SMAS MARN MAS
Jmi | Mrd Gr (Jml | Mrd | Gr | Jml {Med | Gr {Iml | Blrd |
i, 1 B Toman 3 SR 67 3 535 1 36 - - - 2 it¢ 2
L] P Tinget 1 268 i8 - 5 - - - f E -
A Highei Leko 1 i3s3 HE - - - - - - - -
4. | Sanya Desa ] 433 27 2 469 | 33 - . . - .
8§ | 8. Resuh 2 580 33 3 2594 30 - - - " -
6, | Sekayu 3 1.575 i1l 4 1.i152 § {18 1 381 ;1 44 - -
7. | Lais 2 876G 51 - - - - - - ! 35 2
8. | Sungai Lilin 2 998 54 2 384 | 335 - - - 6 760 1.
g, Kehiang i 512 44 = 5 L 5 = - - N
19. 1 B. Lencir 2 297 35 2 289 | 22 - - - 3 243 4
(1. | Lalun i kS 25 3 329 | 354 5 - - - -
Jumlah (] 7.523 495 t8 | 3452 | 330 { 381 44 12 1.148 | X
Tubun 2005 1 4.503 | 457 13 | 2.542 | 312 1 393 | 41 13 946 2
Tabun 2006 17 5624 410 18 | 2,641 | 355 l 364 42 12 1.589 | 3

Sumber ; Musi Banyuasin Dalam Angka, 2087,
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3.2 Profii Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muosi Banyuasin
3.2.1 Struktur Organisast

Kewensagan penyelenggaraan di bidang pendidikan di daerah merupakan
kewenangan wajib yang diselenggarakan olech Pemerintah Daerah berdasarkan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, untuk menvelenggarakan
kewenangan di  bidang pendidikan  tersebut  dibentuk  dinas  yang
menyelenggarakan  wrusan-urusan vang  berhubungan  dengan  pendidikan.
{rganisasi Dinas Pendidikan Nagional Xabupaten Musi Banyuasin dibentuk
berdasarkan Peratran Daerah pomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisast dan Tata Kegja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan
Daerah ini berpedoman pada Peratursn Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Dasrah vang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Perangkat Dacraly {Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741}

Dalam peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan Nasional mempuayal
kedudukan sebagat unsur pelaksana pemerintab daerah di bidang pendidikan
nasional sesuai dengan kewenangan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerab.
Dinas Pendidikan mempunyal tugas pokok di bidang penyclenggaraan pendidikan
nasional sesuai dengan kewenangan dan tugas lain yang dilimpahkan kepada
pemerinlal kebupaten yang diatur dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 5 Tahun 2008 fentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, Untuk nmienyelenggarakan tugas
pokok tersebut secara normatif Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi
Banyuasin moempunyal fungsi

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesual dengan ruang
lHngkup Dinas Pendidikan Nasional;

b. Pengelolaan urusan Kepegawaian, Kevangan, Umum dan Perfengkapan;
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Perencanaan vyang meliputi segala wusaha dan kegiatan untuk
merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun
kebijakan teknis dan program di bidang Pendidikan Nasional;

Koordinasi yang melipufi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan
kesadaran yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan tugas di
bidang Pendidikan Nasional,

Melaksanakan tugas pembangunan fisik gedung TK, SD, SDLB, SMP,
SMA dan SMK dan Pendidikan Luar Sekolah serta sarana penunjang
lainnya;

Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meiaksanakan
pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan
vang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pemberian izin terhadap
lembaga-lembaga pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah;
Pembinaan, pengaturan, pemantauvan terhadap pelaksanaan kcgiatan
operasional lembaga-lembaga pendidikan formal dan pendidikan luar
sekolah;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi

Banyuasin terdiri dari :

a.

Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

C.

I. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Sistem [nformast;

3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
1. Seksi Profesi dan Pengkajian;

2. Seksi Peningkatan Kompetensi;

3. Seksi Penghargaan dan Perlindungan,;
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d. Bidang Pendidikan Dasar , terdici dari :
. Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Tenaga Teknis;
3. Seksi Kurikulum;
2. Bidang Pendidikan Menenggh , terdiri dari:
I. Seksi Sarana dan Prasarana,
2. Scksi Tenaga Teknis;
3, Seksi Kurikulum;
f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah | terdin dari:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Fendidikan Keystaraan,
3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pramuka.
g. Unil Pelaksanaan Teknig Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Masing-masing Kepala Bidang, Unit Pelaksamaan Teknis Dinas (UPTD)
dan Kelompok Jabatan Fungsional secara operasional bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas, tetapi sccara adoministratif melalui Sekretaris.
Kepala Bidmg Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah
membawsahl 3 sekar yang namanya sama yakni Scksi Sarana Prasarana, Seksi
Tenaga Teknis, dan Seksi Kurikulum akan tetapt pada tingkatan fungsi dan tugas
yang berbeda,

Dalam Taw Kena yang meropakan penjabaran tugas pokok dan fungsi
Dinas Pendidikan Masionzi, Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan segala
usaha dan kegiatan di bidang TK, 8D, SDLB, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Non
Farmal (PNF}, dan Pramuka. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut
Kepals Dinas mempunyai Rmgsi |

a. Menyusun rencana dan program kerja;

b, Membagi tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesual dengan
bidang tugas masing-masing,

¢. Memberi petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang,
Kepala UPFTD, Pengawas Sckolah dan Penilik untuk  kelancaran

pelaksanaan tugas;
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d. Mengkoordinasikan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Pengawas
Sekolah, dan Penilik, dalam pclaksanaan tugas agar terjalin kerjasama
yang baik;

e. Menyediakan Pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang Kepala UPTD,
Pengawas Sekolah, dan Penilik agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
UPTD, Pengawas Sekolah, dan Penilik untuk mengetahui permasalahan
dan penaggulangannya;

g. Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala
Sekolah Menengah, Pengawas dan Penilik sebagai bahan pembinaan karir;

h. Menetapkan kebijaksanaan tehnis dibidang Pendidikan dan Pendidikan
Luar Sekolah sesuai dengan kewenangannya;

i. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan Nastonal;

j- Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dibidang Pendidikan dan
Pendidikan Luar Sekolah dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

k. Memonitor pelaksanaan kegiatan Pendidikan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan dan perbaikan program selanjutnya;

. Memberikan layanan tekbnis dibidang Pendidikan dan Pendidikan Luar
Sekolah;

m. Menyusun laporan Dinas Pendidikan Nasional sesuai dengan hasil yang
telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kerjasama dibidang Pendidikan Tinggi,

o. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris adalah untuk membantu Kepala Dinas
dalam bidang administrasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan surat-surat
masuk dan surat keluar di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional, secara normaif
terinci sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Memberi tugas kepada Kepala sub bagian sesuai dengan bidangnya;
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a.

b.

Memberi petunjuk kepada Kepala Suby bagian untuk kelancaran tugag;
Mentlai prestasi kerpa Kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat sebagai
bahan pembinaan dan pengembangan kavir;

Menclaah peraturan perundang-undanagan dibidang kesekretariatan;
Menyusun saran alternatif di bidang kesekretariatan ;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat masuk dan surat keluar
dilingkungan Dinas Pendidikan Nastonal Kabupaten;

Mengkoordinastkan pelaksanaan kerumah tanggasn dilingkungan Kantor
Dinas Pendidikan Nastonal untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Memantau penataan, pemeltharazn, perawatan dan penghapusan arsip
dilingkungan Diras Pendidikan Nasional kabupaten untuk mengetahui
keadaannya;

Mengkoordinasikan pelaksanaan Sub Bagian Umum Perlengkapan dan
Kepegawsian Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informast dan Sub
Bagian Keuangan unfuk kelancaran tugas dan terjalinnya kerja sama yang
baik;

Memberikan layanan teknis dibidang kesckretarfatan di lingkungan Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;

Menyusun laporan Sub. Bagian sesnai dengan basil vang telah dicapal
sebagal pertanggungiawaban pelaksanaan tugas, dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan fungsi Sekretaris tersebut dibagi dalam liga Sub Bagian vaitu

Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian; Sub Bagian Porencanaan

dan Sistern Informasi; dan Sub Bagian Keuangan,

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)

mempunyal tugas yaitu melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan
Nasional di bidang peningkatan muoetu pendidik dan tenaga kependidikan, Untuk

menyclenggarakan tugas tersebut Bidang PMPTK ini mempunyai fungsi :

Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
Menyusun rencana dan program kerja seksi sehagal pedoman pelaksanaan

tugas;
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c. Membagi tugas kepada kepala seksi sesual dengan bidang tugasaya;

d. Memberi petunjuk kepada kepala seksi unfuk kelancaran pelaksanaan
tugas,

e. Mengkoordinir kepala seksi dan kepala UPTD Diknas kecamatan, dan
UPTD SKB, dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik
& Barmonis;

. Menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PMPTK;

g. Menyusun saran altemnatif di bidang PMPTK;

h. Merencanakan  pendidikan dan  pelatihan kepada goru & tenaga
kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam Kab. Muba;

i Moerencanakan & menyusun diklat kebutuhan Ka. Sekolah TK/SD, SDLB,
SMP, SLB, SMA dan &8MK, berdasarkan data dan informasi serta
kedentuan yang berlaku;

i Merencanakan & menyusun peningkatan kualifikest, kompetenst dan
seritfikasi guru TK/SD, SDLB, SMP,SLB, SMA dan 3MK sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tekhnis dibidang peningkatan
muty pendidik dan tenaga kependidikan;

L. Menyusun dan melaksanakan KKG dan MGMP bagi guru TK/SD, SDLE,
SMPE,SLB, SMA dan SMK;

m. Menyuson dan merckapifulasi laporan seksi sesuai dengan hasil vang telah
dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala
diras tentang langkah-fangkah dan tindakan-findakan vang perlu diambil
dalam bidang tugasnya, dan

o. Melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanzkan scbagian fugas
Dinas Pendidikan Nasional di bidang pengelolaan pendidikan dasar. Untuk
menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
a. Penyusunan  rencana dan program kega Seksi sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Pembagian mgss kepada kepala seks: sesuai dengan bidaog tugasnya;
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Memberi petuniuk kepada kepala seksi unfuk kelancaran pelaksanaan
fugas;

Mengkoordinir kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar iegalin
kerjasama yanyg haik;

Meneiaah peraturan perundang-undangan pendidikan dasar;

Menyusun saran alfernative dibidang pendidikan dasar;

Menyusun petunjuk penerimaan siswa baru, peleksanaan  kurikulum
evaluasi betajar dan UKS bagi TK, SD dan SDLB;

Menyvusun dan melaksanakan rencana kebututhan guru 1K, SD dan SDLE
tenaga kependidikan lainmya seria sarana dan prasarana pendidikan
berdasarkan data dan informasi serta keteatuan yang berlaku;

Menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan kemampuan guru TR
dan SD serta SDLB sesuai dengan ketentuarn yang berlaku;
Merekomendasikan izin pembukuan TK S dan SLB;

Menyusun dan melaksanakan konsep usul calon kepala TR, 8D dan SDLB
di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten;

Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana dan
prasarana pendidikan serta penenpatan dan pemindahan guru TK, SD dan
SDLE;

Memantau pelaksanaan kurikulum, pemeratazn guru serta pendayagunaan
sarana prasarana TK, SD dan SDLB;

Mengevaluast pelaksanasn kurikulum, pemerataan gure TK, 8D dan
SDLB serta pendayagunaan sarana/prasarana TK, SD dan SDLRB:
Memberikan pelayanan teknis dibidang peadidikan dasar

Menyvusun laporan seksi sesual dengan hasil yang telah dicapal sebagai
pertanggungiawaban pelasksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendidikan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Pendidikan Nagional dibidang pengelolaan pendidikan menengah,

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendidiken Menengah mempunyai

fungsi;
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Menvusun  roncana dan program kerja Seksi sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

Pembagian tugas kepada kepala sekst scsuat dengan bidang tugasnys,
Memberi petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan
fugas;

Mengkoordmir kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin
kerjasama yang baik;

Menyelia pelaksansan tupgas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan;

Menilai prestasi kepala seksi di lingkungan Bidang Pendidikan Menengah
sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karier;

Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan mencogah;
Menyusun saran alternatif dibidang pendidikan menengah;

Menyusun petunjuk penerimaan siswa baru, pelaksanaan kuctkulum,
evaluasi belajar dan UKS;

Menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan guru SMPSMA dan
SMK serta tenaga kependidikan laionya berdasarkan data dan informasi
serta ketentuan vang berlaku;

Merekomendasikan wzin QOperasional sekolah, penegerian, akreditag,
pemberian bantuan pada SMP . SMA dan SMK sesuai dengan keteniuan
vang beriakuy,

Menyusun usul penetapan lokasi pembangunan dan rehabilitast gedung
SMP,SMA dan SMK.:

Mengkoordinasikan pelaksanasn pengadaan dan pendistribusian sarana
pendidikan serta penempatan dan pemindahan guru SMP.SMA dan SMK
dan tenaga kependidikan lainnya;

Memantau pelaksanaan kurtkulum, pemcrataan guru seria pendayagunaan
sarana/prasarana SMP,SMA dan SMK;

Menyusun pemetsan  kebuluhan sarana dan prasarana  pendidikan
SMP,SMA dan SMK;
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Mengevaluast pelaksanaan kurikulum, pemerataan gura SMP.SMA dan
SMK SMP,SMA dan SMK dan tenaga kependidikan fainnya seria
pendayagunaan sarana/prasarana SMP SMA dan SMK

Menyusun dan melaksanakan MKKS dan MEKPS SMP,SMA dan SMK;
Memberikan pelayanan teknis dibidang pendidikan SMP,SMA dan SMK;
Menyusun Japoran Bidang sesuai dengan hasil yang telah dicapai schagai
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas,

Memberikan saran-garan dan pertimbangan-perfimbangan kepada kepala
dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

Melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh atasan.

Untuk Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas sbh.
Menyusun rencana program kerja bidang sebagat pedoman pelaksanaan
fugas;

Membagi tugas kepala kepala seksi sesual dengan bidangnya;

Membert petunjuk kepada bawahan untuk kelancarap pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasi kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin
kerjasama yang baik;

Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan;

Menilal prestasi kepala seks: di lingkungan Bidang Pendidikan MNon
Formal daa Pramuka sebagai bahan pertimbanangan dan pengembangan
karir;

Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Non
Formal dan Pramuka;

Menyusun saran alternatif dibidang Pendidikan Non Formal dan Pramuka;
Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan serta pembinaan dan
pengembangan Pendidikan Nouo Formal dan Prammka berdasarkan data
dan mformasi;

Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Non

Formal dan Pramuka sesual dengan ketentuan yang beriaku;
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Menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga
teknis dan sarana Pendidikan Non Formal dan Pramuka berdasarkan usul
unit kena terkait;

Menyusun  penetapan  pemberian  izin  penyelenggaraan  Program
Pendidikan Non Formal dan Pramuka sesuai dengan ketenfuan yang
beriaku;

Memaniau pelaksanzan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Pramuka
sesuai dengan kefentuan yang berlaky;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Pramuoka;
Mclaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisast yang
melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Pramuka;
Merekomendasikan usul pemberian bantuan kepada kelompok belajar,
masyarakat dan organisasi vang melaksanakan kegiatan Pendidikan Non
Formal dan Pramuka;

Memberikan layanan feksis dibidang Pendidikan Non Formal dan
Pramuks:;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang
langkah-fangkah dan tindakan-tindakan vang perlu diambil;

Menyesun laporan Bidang sesuat dengan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawshan pelaksansan fugas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Visi dan Misi
Dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Musi Banvuasin bekerja dengan berorientasi kedepan yang

disusun dalam Visi dan misi yang selalu ditanamkan pada seluruh jajaran Dinas

Pendidikan agar dijadikan pedomanfacuan dalam pelaksanaan tugas schari-hari.

Visi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin merujuk salah satu

misi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu “Meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia, masyarakat dan aparatur, yang kemudian dirumuskan menjadi Visi

Dinas Pendidikan Nagional Kabupaten Musi Banyuasin yaitu “Pendidikan Musi

Banyuasin Unggul dalam Iptek, Teladan Dalam Imtak, dan Terdepan dalam

Praktik 2012”. Dari mmusan Visi Dinas Pendidikan Nasional terscbut sclanjutnya
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dapat dirvomuskan sejumiah misi yang akan ditempuh oleh Dinas pendidikan

Nasional guna mewujudkan visi dimaksud. Adapun Misi Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Musi Banyuasin adalal:

i

Menuntaskan wajib belajar § tahun sekaligus mendorong realisast waijib
belajar 12 tahun;

Mewujudkan sekolah kompetitif di tingkat nasional maupun global;
Meningkatkan profesionalisme dan etos kerja peadidik dan tgnaga
kependidikan;

Mengawal nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui sckolah,

Mendnrong peran serta masyarakat dan swasta dalam peayelenggaraan
pendidikan ungeul, teladan, dan terdepan;

Mewujudkan administrasi yang fransparan dan akuntabel.

Dapat dipahami bahwa visi dan misi Dinas Pendidikan Nasional tersebut

masih mierupakan normatif, masih abstrak. Untuk mewujudkan misi tersebut

dalam implemetasinya perlu diterjemahkan lagi dalam bentuk operagsional yang

merupakan strategi yang akan dijalankan, dan kemudian dijabarkan datany bentuk

program-program kerja sebagai upaya kangkrit dalam rangka mencapat tujuan visi

dan misi tersebut agar sasaran dan fujuan dapat dicapai secara menyeluruh

Program-program Kkerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten termuat Dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi

Banyuasin 2007 meliputi:

. Kebijakan dan program, yailu ;

Menuntaskan aksesibilitas dan ioklusivitas pendidikan;

Mewuiudken pusat perubaban pendidikan disetiap kecamatan maupun
kabupaten;

Mendorang sikap kompetitif pendidik dan tenaga kependidikan;
Mewujudkan ketangguhan budaya melalui sekolah;

Peningkatan peran orang tua dan swasta guna mewujudkan keunggulan,
ketetadanan dan keterdepanan sekolah;

Mewujudkan transparansi dan akunfabilifas;

Kampanye wajar 12 tzhun ¢ Musi Banyuasin
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2. Langkah-fangkah yang dilakukan, yaitu

a. Maksimalisast: publikasi, motivasi dan realisasi wajar 12 tabun;

b. Realisasi sekolah bertarafl internasional, sekolah standar nesional, dan
sekolah contoh sebagal pemicu percepatan mewujudkan keunggulan,
keteladanan dan keterdepanan;

¢. Memperkuatmemperivas  jaringan  dan kerjasama  baik  dengan
badan/lembaga nasional maupun internasional;

d. Memberikan kesempatan luas bagi orang tua dan swasta ikut mempercepat
realisasi pendidikan unggel, teladan dan terdepan;

¢. Maksimalisast sisiem mangiemen muty ISO 98012000 sebagas upaya

mewujudian transparansi dan akntabilitas pelayanan,

3.2.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur sapgat diperfukan dalam suatn organisasi baik
dalam jumilah maupun dalam kualites yang merupakan kekunastan yvang potensial
untuk menjalankan tugas kedinasan sehari- hari. Oleh karena ity sumberdaya
aparatur  menjadi perhatian dalam menejemen sctiap organisasi, hal ini
dirmaksudkan agar pelaksanaan tugas mencapai tujuan yang harus dicapai.

Dalam kaitan ity sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Mus: Banyuasin berdasarkan dats pada tahun 2007 sebanyak 49 orang
PNS yang terdini dari golongan IV 3 orang, golongan I 28 orang, 16 orang
golongan Il dan | orang golongan 1 dan Pegawai Honor 10 onang.

Tabel 3.8

Kualifikasi Pendidikan Pegawail pada Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007

No. Pendidikan Jumlah (Orang)

. | Strata 2 4
2. {Strata i is
3. | Sarjana Muds 1
4. SLTA 25
5. i SLTP 2
6. 8D p2

Jumiah 49

Sumber : Pinss Pendidikas Nagional Kab. Musi Boayunsin

Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP Ul YSyersitas Indonesia



73

Dilihat dari kualifikasi pendidikan, sumberdaya manusia dif Dinas
Pendidikan Nasional sudah menunjukan kualifikasi yang baik dengan derajat S2
berjumiab 4 orang dan sarjana schanyak 13 orang atau secars keseluruban dari
jumiah 49 orang 20 orang diantaranya menyandang gelar sarjana, Domikian juga
dilihat dari segi pengalaman keria, sebanyak 29 orang PNS yang mempunyai
pengalaman di atas 10 tahun, hal ini menunjukkan lebih dari 50% PNS di Dinas
Pendidikan sudah dapat dikategorikan profesional dibidangnya.

Tabel 3.9
Kualifikasi Masa Kerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007

, - Masa Kerja
No. Gal 0-4 59 10-14 | 1519 20+
1. 13 - - - - 3
2. it 2 3 8 19 8
3. It 2 P4 i & S
4, i i - - - -
Jumiah 5 5 s 16 i4

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab, Must Banyuasis

Sumber daya aparatur yang terdapat dalam setiap organisasi zkan
mempengarull kinerfa suatu organisasi. Pegawal yang banyak bukanlah jaminan
yang merupakan faktor penentu dajam kelancaran dan mutu kerja tanpa dukungan
kualitas, sebaliknya pegawai yang berkualitas sedikit bila dibandingkan dengan
beban kerja yang banyak juga bukan jaminan kinerja akan efektif dan efisien.
Untuk mencapai fujuan  tersebut diperlukan manejemen yang baik dalam

mengelola sumber daya aparatur sesuai dengan kondisi yang ada.

33 Kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Must Banyuasio
3.3.1 Kebijakan Pembebasan Biaya Sekolah

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak masyaraket Indongsia,
hal ini scbagaimana dalam amanat UUD 1943 pasal 28 B ayat {1) bahwa setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenvhan kebuiwhan dasamya,
berhak mendapatican pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan

dan tcknologi, seni dan budaya demi nwningkatkan kualitas hidupnya demi
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kesejahteragn umat manusia dan pasal 31 ayat | mengamanatkan bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Das pembangunan pendidikan,
pada hakikatnya merupakan proses pembangunan  masyarakat  ekonomi.
Meningkatnya pembangunan pendidikan akan meningkatkan proses pembangunan
masyarakat ekonomi dan memantapkan langkah kita dalamn memasuki tahap
industrialisasi schingga tingkat kesejabteraan masyarakat akan meningkat lebib
tingpi. Oleh karena ity pembangunan pendidikan bharus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mufu serfa relevanst dan
effsiensi manajermnen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesual dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin ini, merupakan

sebuah kebijakan Bupati Musi Banyuasin dengan tujuan sebagat berikut ¢

. Ingin meningkatkan Angka Partisipasi Kasar {(APK) baik tingkat SD,
tingkat SLTP maupun tingkat SLTA;

2. Mengurangi beban masyarakat dalam upaya menyekolabhkan anaknya
pada jenjang sekolah tertentu;

3. Dibarapkan semua anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Musi
Banyuasin, bisa sekolab sesuai dengan jenjang sckolah ferfentu,
sehingga pada akhimya biss mempercepat porwujudan kesejahteraan
tasyarakat,

Kebijakan ini berupa pembebasan biaya pendidikan 12 tshun yaitu dari

tingkat SD sampai dengan SMA di seluruh wilayah Kabupaten Musi Baoyvasin.

Kebijakan pombebasan biaya pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah

dan seluruh stakeholders mulai tahun 2003 dan berlangsunp ssmpai sekarang
dengan mengalokesikan dana dart Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerab ke
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin scbagsi pelaksana
program. Besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten
Musi Banyuasin tersebut dapat dilihat pada bab sebeluninya pada tabel 1.1.
Target dari kebijakan pendidikan gratis 12 tahun ini, dibarapkan pada tahun 2007
tidak ada lagi anak usia sekolah 8D sampai SMA yang tidak bersckolah.
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Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupatern Musi
Banyuasie, untuk kebijakan bebas biaya pendidikan 12 tabun atau dari tingkat SD
hingga SMA, baik negerl maupun swasta di sehuruli wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musl Banyuasin melaksanakannya gecara
bertahap, yaifu :

. Pada tahap awal (2003), Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan
pembebasan biaya pendidikan untuk siswa SD sampai dengan SMA i
sekolah negeri.

2. Tahep kedua (2004-2003), bebas biaya pendidikan diberikan pula pada
Sekolah Dinivah hingga Aliyah Negeri.

3. Tahap ketiga (2006}, kebiiakan bebas biaya pendidikan berlaku untuk semua

sekolah tingkat dasar hingga lanjutan atas, baik negeri maupun swasta,

3.3.2 Bentsk Bantuan Dan Distribust Bantuan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  dalam  rangka
mendukeng  peningkatan sumber daya manusia di daeah dengan membebaskan
biaya BP-3 bagi murid sekolah-sekolah negeri dan swasta mulai dari TK, SD
sampai SLTA, sebagat konsekwensinya Pemerintah Kabupaten memberikan
bantuan ke sckolah negeri dan swasta sebagai substitusi BP-3 yang dibayar oleh
murid. Sebagai pengganti BP-3, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk vang
yang besarnya sama dengan jumlsh rupiah yang dibayar oleh murid ketika masih
berlaku pungutan BP-3, akan lefapi setiap tahun dilakukan review berdasarkan
tingkal kenmkan kebutuhan. Selain it juga bantuan diberikan datam bentuk biaya
rutin untuk sekolal negeorl yang ada i bawah Pemerintzh Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

» Dana Subsidi Pengganti BP3
Berdasarkan Kepufusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 439
Tahun 2002 tanggal 28 Maret 2008 Tentang Penctapan Sckolah-
Sekolah  Pencrima  Dana  Subsidi  Pengganti  BP3  (TE/RA,
SD/SDLB/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta
dalam Kabupaten Musi Banyuasin} bahwa scliap siswa sekolah negeri

darnt swasta miendapalkan subsidi sebesar:
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a. TK/RA : Rp. 10.000/siswa/bin

b. SD/MISDLE  Rp. 17.500/siswa/bln

c. SMP/MTS  : Rp. 20.000/siswa/bln

d. SMA/MA : Rp. 77.500/siswa/bln

e. SMK : Rp. 82,500/siswa/bin
Peruntukan dana pengganti BP3:

a. 65 % untuk Kesgjahteraan Guru

b. 23 % untuk kegiatan Belajar Mengajar

c. 10 % untuk Keglatan OSIS dan Bkstra Kurikuler.

» Bantusn Rutin
Bantuan biaya rutin bagi sekolah
a. SD = Rp, 200,000 /bln

b. SMP = Rp. 6.450.000 /bin
¢. SMA = Rp. 13.000.000 /bin
d. SMK = Rp. [19.950.000 /bin

Dalam implementast kebijskan Pendidikan gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin vang sedang berjalan, pemberian bantuan tersebut dilaksanakan denpan
memberikan langsung ke target group vakmt sckolab. Dalam pengalokasian
baniuan disesuaikan dengan kebutuban untuk setiap tingkatan jenjang peadidikan,
tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah portama dan untuk tingkat

pendidikan menengah atas.

3.4 Profil Sekolah
3.4.1 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sekayy

Sekolah Menengah Atas Negenn 2 Sekayu didirikan pada tahun 1997
dengan status sekolah yang menjaiankan program secara reguler, Namun pada
tahun 1999, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
420/687 1/VI/ 1999 fentang Pendirtan SMA Unggulan Sumatera Selatan, SMA
Negeri 2 Sekayu terpibih meniadi salgh satu SMA yang berstatus unggul di
Kabupaten Musi Banyuasin, Selanjuinya pada tahun 2006, semua vang diawali
dengan sebuah ide, kemudian sebuab kebijakan, dan diteruskan dengan zction,

tindakan membuat kebijakan pendidikan di Musi Banyuasin yang lebih baik dan
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jadi yang lerbaik, karena pendidikan merupakan investasi masa depan, maka sejak

talnny 2006 fersebur status SMA Negeri 2 Sekayu meningkat menjadi salah satu

Rintisan Sekelah Bertaraf Internasional (RSB} vang ada di Indonesia. Hal imi

diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Pembinsan Sekolah Menengah Atas

Dirfen Dikdasmen Depdiknas Nomor 802.a/C 4/MN/2006 tentang Penelapan

SMA Penerima Subsidi rintisan Program Sekolah Nasional Berfaraf Internasional.
Dengan sebuab komitmen yang besar terhadap perkembangan dumia

pendidikan di Indonesta, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, SMA Negeri 2

Sekayu hadir dengan sebuah visi yang berbunyi *Generasi Terdepan yang Cerdas

dan Kompetitif”®, adapun indikator dari visi tersebut adalgh terdepan dalam -

i. Muoralitas;

2. Kermandirian,

3. Berloleransi dengan berpegang pada kejujuran;

4. Disiplin, Komitmen dan Tanggung Jawab {BKT);

5. Berwawasan B-SETS {£ics-Science, Environment, Technology. Society) dan

{lobal;

[PCOQ-Analisis ({uput, Process, Contexts, Ouiput, OQuicame),

il

7. Olal Sem dan Olah Jasmani; dan
8. Mewujudkan Sekolah Bertaral Intérnasional (SBI}).
Selanjutniya SMA Negeri 2 Sekayu merumuskan suatu misi gunz
mewjudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun misi SMA Negeri 2
Sekayu adalah sebagai bertkut
1. Menerapkan manajemen moralites sebagai siandar untak menctapkan suatu
tindakan atau keputusan vang berdasarkan milai-nilal baik atau tidak baik,
henar atau tdak benar, adi! atau tidak adil;

2. Mengembangkan kemandirian dalam bertindak schingga dapat ruenumbuhkan
jiwa pemikir kritis, Kreatif, Produktif, Inovatif, Kolaboratif dan konmunikatif;

3. Menumbuhkembangkan rasa percaya diri untuk bertoleransi dengan berpegang
pada kefyjuran;

4. Menjunjung tinggi Disiplin, Komitment, dan tanggung jawab dalam segala
kegialan dengan menjadikan fenaga pendidikan dan pengelola  satuan

pendidikan sebagal panutan;
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5. Membangun kemauan dan kemampuan untuk menguasal dan mengelola
E-SETS {Erhics, Science, Environment, Technology, Sociely} guna memenangi
persaingan era globalisagi;

6. Mengoptimalkan manajemen [PCOO Analisis untuk menjadi terdepan;

7. Memfasililasi dan memotivasi peserta didik unutk olah sem dan olah jasman
guna mengoptimalikan perkembangan otak kivl dan kanan;

B. Menerapkan mangjemen sckolah secara Demokratis, Transparan, Akuntabel,
Non-diskriminasi untuk mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional.

SMA Negeri 2 Sekayu menggunakan sistem moving class yang tersistem
dengan baik dan telap berpegang teguh pada kurikulum nasional yaitu Kurikulum
Tingkat Satwan Pendidikan (KTSP} serta mengadaptasi kertkulum  dar
fnternational General Certificate of Secondary Education IGCSE) dan kurikulum
International Baccalaureate (IB). Adsptast tersebut diterapkan pads pelajaran
Matematika, Fistka, Kimta, Biologi, Bahasa Ingenis, TIKACT, dan Ekonomi, Maia
pelajaran tersebut juga diintograsikan ke dalam  Etdics-Science, Environmen,
Techuology, and Sovciety {B-SETS), schingga materi-materi dart seliap mata
pelajaran dapat secara iangsung dikaitkan dengan berbagai aspek kebidupan yvang
mencakup etika, ihmu pengetahuan, lingkungan, teknologi dan hubungan sosial.

Berdasarkan data dann SMA Negerl 2 Sekayu, jumlah siswa selurubnya
berjumliah 347 orang, yang terdiri dari 117 orang siswa kelas X, 113 orang siswa
kelas X1 dan 117 orang siswa kelas X1, Sedangkan untuk tingkat pendidikan,
jumlah dan status guru dapat dilibat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Pendidikan, Jumiah dan Status Gura pada SMA Negeri 2 Sekayu

Jumlah dan Status Guru
. - Gury Gurn
Nao. Tingkat Pendidikan Tetap/PNS Honor/GPS Jumliah
i P L B

I, 1 83/52 i i - - 2

2. 181 5 9 5 13 6

3. | D4 - - - . R

4. | D3/Sarmud - - - “ “
Jumlah Total (Orang) 38

Sumber : Dokumentasi $MA Negerd 2 Sckayu
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Dari data vyang terlihat pada tabel memunjukkan babwe sekolah i
memilik dua orang gure dengan tingkat pendidikan Strata Dua (82), dan 36 orang
guru dengan tingkat pendidikan Rtrata Satu (S1). Sedangkan untuk status
kepegawaian ada 16 orang guru tetap (PNS) dan 22 orang guru bersiatus GPS
(Guru Pembantugn Sementarn) yaitu tenaga gura yang diangkat deagan status
kontrak kerja baik yang diangkat oleh Pemerintah Pusat ataupun diangkat oleh

Pemernntul Daerah,

3.4.2 Seckolsh Mengah Atas Rahmaniyah Sekayu

SMA Rahmaniyals Sekayu berdit pada tangal 18 Juli 2003, dengan jumlah
murid tahun pertama 280 orang dan sekarang berjumiak 400 orang, Sebugat salah
satu sckolah swasta, SMA Rahmaniyah Sekayu ini didirikan oleh sebuah yayasan
vang bernama Yayasan Rahmany Sckayu. Yayasan Rahmaoy Sekayu adalah
fembapga penyelengara pendidikan. Yayasan Rahmany didirikan di Sekays pada
tanggal 10 Met 1999 dengan Akte Notaris Zainuddin, SH Nomor 3 Tahun
1999 atas prakarsa Drs. HM. Yusuf Harun beserta stafirckan kerja Yayasan
Rahmany,dan badan pelaksana harian yayasan yang ditetapkan berdasarkan SK
Yayasan Rahmany Sekayu Nomor 07 YRS/V/1990 tangeal 10 Mei 1999, Maksud
dan tujuan gidirikanya Yayasan Rahmany ini antara lain untuk turui serta secara
aktif membantu pemerintah dalam melaksankan program pembangunan nasional
dalam rangka mewujudian cita-cita nasional dan tursi serta membantu pemerintah
dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

tpaya S8MA Rahmaniyah Sekayu dalam peningkatan kualitas belajar
mengajar untuk mencapal prestasi peserta didik diramuskan dalam suato visi dan
misi sekelah tersebui, Adapun visi dari SMA Rahmaniyah Sekayu adalah
“Berprestasi dalam Hmu Pengetabusn dan Teknologi, berdasarkan [man dan
Tagwa™, Sebapal langkah untuk mewujudkan visi tersebut, SMA Rahmaniysh
Schayu merumuskan suatu misi, vaitu

!, Melaksanakan pembcelazaran secara efektif

N

Menyiapkan tenaga yang terampildan profesional;
Menumbubkembangkan potensi diri siswa secara optimal,

Membudayakan nuansa islamt di Eingkungan sekolal; dan

wokRw

Berwawagan Wivatamandaia,
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Berdasarkan data dari SMA Rahmaniyah Sekayu, jumlah siswa, seperti
yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah seluruh siswa saat ini berjumlah
400 orang, terdiri dari [48 orang siswa kelas X, 156 orang siswa kelas XI, dan 96
orang siswa kelas XII. Sedangkan untuk data mengenai tingkat pendidikan,
jumlah dan status guru yang ada pada SMA Rahmaniyah Sekayu dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 3,11
Tingkat Pendidikan, Jumlah dan Status Guru pada
SMA Rahmaniyah Sekayu
Jumiah dan Status Guru
No. Tingkat Pendidikan Teg:;l;lNS Hol(lil:';éPS Jumlah
L P L P
[. | §3/82 - - - - -
2. | SI - - 12 18 30
3. | D4 s - - - -
4. | D3/Sarmud - - | - |
Jumlah Total (Orang) 31

Sumber : Dokumentasi SMA Rahmaniyah Sekayu

Dari data pada tabel terlihat bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh
guru pada sekolah ini yaitu dari 31 orang jumlah seluruh guru, hampir semuanya
mempunyai tingkat pendidikan Strata Satu (S1) sedangkan satu orang guru lainnya
mempunyai tingkat pendidikan Diploma Tiga (D3). Namun pada sekolah ini tidak
ada guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil), semuanya berstatus GPS

{guru Pembantuan Sementara).
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BAB 4
HASIL PENELITIAN

4.1 Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin
Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tuyjuan yang
telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan inf berussha untuk mengubah
keputusan-keputusan  tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha
mencapai  perubahan-perubahan  besar atau kecil sebagammana vang telah
diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman
apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah kebiiakan dilaksanakan. Iroplomentasi
kebijakan sekolah gratis di Kabupsten Musi Banyuasin bertujuan: (1) Ingin
meningkatikan Angka Partisipasi Kasar {(APK} baik tingkat SD, tingkat SLTP
maupun tingkat SLTA; {(2) Mengurangl beban masyargkat dalam upaya
menyekolahkan anaknya pada jenjang sckolah tectenty; {3) Diharapkan semua
anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Must Banvuasin, bisa sekolah sesuai
dengan jemjang sckolah tertentu, schinggas pada akhirmya bisa mempercepat
perwnjudan kesefabieraan masyarakait, Darl date-data dan keicrangan dan
berbagai pthak, bahwa proses implementasi kebijakan sekolah gratis yang
dilaksanakan sejgk fzhun 2003 sampai dengan sekarang sccara kuantitafif tupuan
dari  kebijakan ini  menenjukkan ke arah  keberhasilan, terlibat  dengan
meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa dari SD, SLTP sampai
SLTA, mcnurennya angka buta aksara vang pada fahun 2007 mencapai angka ()
jiwa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetabui proses
implementasi dari kebijakan sekolab pratis i, Menurut Jones (Bab 2, h.22) ada
tiga aktifitas yang signifikan dalam proses implomentasi suata kebijakan, yaitu :
organisasi, nterpretasi, dan penerapan, Mengacu pada pendapat Jongs tersebut,
maka dalam penelitian ini penulis menggunakan dimensi organisasi, interpregas
dan apitkasi yang akan digupakan untuk menilat implementast kebijakan sekolah

gratis,
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4.1.1 Grganisasi Pelaksana Kebijakan Sekolah Gratis

Salah satu aktifitas yang signifikan dalam proses implementasi seperti
yang dikemukakan oleh Jones adalah Organisasi. Lebib lanjut Socenarko
{(Bab 2, h33) menterjemabkannya ke dalam konsep teoritis, yaitu organisasi
dalam pelaksanaan kebijakan dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan
atau unit-unit beserta metode-metode vang diperlukan unfuk menyelenggarakan
rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung daltam kebyakan itu,

Berdasarkan hasil peneliban di lapangan bahwa organisssi yang
melaksanakan proses penyelenggaraan kebijakan sekolah gratis inf adalsh Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Hal inl diperiegas dalam
wawancara dengan Sekretaris Daerab Kabupaten Musi Baoyuasin, beliau
mcnvatakan babhwa @

“Kebijakan seholah gratis ini adalch merupakan lebijakan
Pemerintan Kabupaten  Musi Basyuasin, yang dalam
pelaksanaannya diserahkun kepada Dinas Pendidiktan Nesional
Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur pelaksana  yang
bertanggung jawagb delam pelaksanaan penyelenggaraan
kebifakan & bidang pendidiken” (¥YN, Pemerintah Kabupaten

Must Banyuasm, 17 April 2009}

Melalui studi dokumentasi babwa struktur organisasi Dinas Pendidikan
Nasiona!l Kabupaten Must Banyuasin dibentuk berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang Perangkat Dacrah yang ditindakianiuf
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Rerja Dinas Daerah Kabupalen Musi Banyuasin., Keberadaan iashifusi
Dinas Pendidikan Nasional melalui tugas pokok dan fungsinya memiliki peran
dan fanggung jawab vang besar untuk keberhasilan proses pembangunan sumber
daya manusia i Kabupaten Mus Banyuasin,

Dalam  wawancara dengan Sekretaris Dinas  Pendidikan  Nassonal
Kabupaten Mus: Banyuasin mengenai Dinas Pendidikan Nasional Kabupalen
Musi Baunyuasin scbagal umit organisasi penyelenggara kebijakan sekolah gratis
i, belisu menyatakan

"Pemerintafi Kabupaten Must Banyuasin memberikan tauggrng
jawab kepada BPinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi
Banyuasin sebuyai vrganisast pelaksana kebijakan sekolal gratis.
Dalanm kuatian dengan hai tersebus, di dalam orgenisasi Dinas

Implementasi Kebijakan.... Dhiana Afwina, FISIP UI, YBbv@rsitas Indonesia



Pendidikan Ini, kami memberikan tanggung jawab kepada Snb
Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagai peageloly
kegiatan datam erelaksanckan kebijakan pendidikan gratis ini. Sub
Bagian Perencangan dan Sistem Informasi ini sendivi datam
struktur grganisasi Dinas Pendidikan Nasional Kebupaien Musi
Banyuasin berada di bawah Bagian Sekvetariat” (MA, Pemerintah
Kabupaten Must Banyuasin, 13 April 2009).
Selanjutmya dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanazan
dan Sistem Informasi Dinss Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Basyuasin,
beliauw membenarkan apa yaag telah dinyatakan oleh atasan langsungrya tersebut.

“Laalam pelaksanaan kebifakan sekolah gratis ind tidak ada unit-

unit  terfeniu  yang dibensuk, Dinas Pendidiker  Nasional

Kabupaten Musi Banyvasin menyerahkan  langmmg  jawab

pengeloiaan kegiatan kepada Sub Bagian Perencanaan dan Sisiem

Informasi” (¥, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April

20093,

Seperti yang telah diuratkan pada bab sebelumnya berdasarkan studi
dokumeniasi dalam profil Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin
babwa dalam urusan kesckretariatan terdapat Bagian Seluetariat yang tugas dan
fungsinys dibagl dalam 3 (liga) Sub Bagian, yaitu : Sub Bagian Umum,
Periengkapan dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan dan Sistern Tnformass;
dan Sub Bagien Keuangan. Berdasarkan pada tugas pokok dun fungsi yang diatur
dalam Peratwran Bupati Must Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008, Sub Bagian
Perencanzan dan Sistem Informasi mempunyal fugas © {8) Menyusun rencana dan
program keria Sub Bagian sebagai Pedoman pelaksanzan tugas, (b) Membagi
tugas kepada bawahan sesuai dengan bidung tugas, (¢} Memberi petunjuk kepada
bawalan untuk kelancaran tugas, {(d) Meughimpun rencana kegiatan Seksi/Subag,
Sekretariat, Bidang, UPTD sebagai bahan masukan menvusun rencana kegiatan
dan angggaran di Dinas Diknas, (¢) Mengkoordinasikan rencana kegiatan SKPD
ke Dinas/lnstansi, Badan sesual dengan peraturan yang berlaku, () Mcembuast,
mengelola data, sisfem menyebaran infornwasi, (g) Menyusun laporan Sub Baglan
sesuai dengan hasil yang telah dicapat sebagal pertanggungiawaban pelaksanan

fugas, dan (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Berkaitan dengan kebijakan sekolah gratis yang bertyjuan untuk
meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya baik di
sekolah negeri maupun swasta, maka kebijakan tersebut juga dilaksanakan oleh
pihak sekolah, yang dalam penelitian im1 adalah SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA
Rahmaniyah Sekayu. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa dalam
pelaksanaan kebijakan sekolah gratis pada dua sekolah ini juga tidak dibentuk
unit-unit baru atau unit-unit khusus untuk melaksanakan kebijakan sekolah gratis
tersebut. Proses pengelolaan bantuan dari Pemerintah Daerah yaitu berupa dana
subsidi pengganti BP-3 dan dana rutin dilaksanakan oleh bendahara sekolah yang
sudah ada. Sedangkan untuk pemberian informasit mengenai data jumlah siswa
kepada pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan
oleh tata usaha sekolah. Hal ini tergambar dalam petikan wawancara dengan
Kepala SMA Negeri 2 Sekayu dan Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu berikut.

Dari wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Sekayu, beliau
mengatakan :

“kami sebagai pihak sekolah yang menerima bantuan kebijakan
sekolah gratis, dalam hal pengelolaan administrasi bantuan
tersebut di sekolah, itu menjadi urusan tanggung jawabnya
bendahara, namun tetap dikoordinasikan dengan kepala sekolah,

dan untuk administrasi umumnya mengenai data jumlah siswa
dikelola oleh tata usaha® (WN, Kepala Sckolah, 15 April 2009).
Pernyataan dari Kepala SMA Rahmaniyahpun tidak jauh berbeda. Berikut

kutipan wawancaranya :

“untuk di sekolah kami sebagai sekolah swasta, saya rasa
mungkin sama ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Untuk
mengelola dana bantuan sekolah gratis tidal ada pembentukan
unit-unit khusus di sekolah ini. Administrasi pengelolaan dana
bantuan itu menjadi tanggung jawabnya bendahara sekolah”
(HI, Kepala Sekolah, 15 April 2009).

4.1.2 Interpretasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Gratis

Interpretasi kebijakan merupakan suatu upaya penafsiran maksud suatu
kebijakan yang dibuat. Dalam teori Jones tentang proses implementasi kebijakan,
interpretasi merupakan salah satu aktifitas signifikan yang harus dilakukan demi
keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Interpretasi dalam pelaksanaan

kebijakan di sini adalah berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh
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pemibentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan gkhir
{goal} ttu harus diwujudkan, harus direalsit. Program pelaksanaan memuat
rencang yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan, harus
sesuai dengan ide dan keinginan pembentuk kebijakan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, inferpretasi yang dilakukan adalsh
interpretasi dalam pelaksangan kebijakan sckolab grafis. Seperti yang telah
discbutkan sehelumnya bahwa tujuan dari kebijakan sekofah gratis adalah
{1) Ingin meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) baik tingkat SD, tingkat
SLTP maupun tingkat SLTA; (2) Mengurangi beban masyarakat dalam upaya
menyekolahkan anaknya pada jenjsng sckolah terientu; (3) Dibarapkan semua
anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, bisa sekolsh sesuai
dengan jenjang sekolah tertentu, sehingga pada akhirnys bisa mempercepat
perwujudan kessiahteraan masyaragkat, Dard tujuan tersebut bentuk bantuan yaag
dilakukar adaiah pemberian danz subsidi penggantt BP-3 dan pemberian biaya
rutin, Berikot wawancara dengan Kepala Sub Hagian Perencanaan dan Sistem
Informasi Dinas Pendidikan Nagional Kabupaten Mus: Banyuasin

“Seperti vang telah diketchui bahwa hebifukan sekolah gratis di
Kabupaten Must Banyuasin berupa pembebasan biaya sekolah
negeri dan swasta dari tingkat 513, SLTP sanpai SLTA. Bentuk
pembebasan biaya sekolah i adalah berupa pemberion bantuan
dena subsidi pengganti BP-3 untuk sekolah negeri dan swasic
serta pemberian bantuan biava rutin untuk sekolah negeri. Untuk
sekoloh-sekolah yang mendapatkan dana subsidi pengganti BP-3
ini ditetapkan demgan Keputusan Bupati Nomor 439 Tahun 2008
tentang  Penetapan  Sekolah-Sekolah  Penerima Darc  Subsidi
Pengganti BP-3 dari tingkat SO, SLTP dan SLTA negeri dan
swasta datam Kabupaten Musi Banynasin™

Lebib lanjut beliau mengatakan :

“Di dalam keputnsan Bupati tersebut juga diatur tentang besarnya
dang yang dilerime masing-masing sekolah  sesuai  dengan
tingkatannya. Selgin ttu juga diatur teniang pedoman penggunaan
dana subsidi pengganti BP-3 univk masing-masing sekolah negeri
ateupun swasla, yaita : 65% diclokasikan wniul kesefalueraan
gy, 25% untuk ATK kegivtan belajar mengajur dan 16% wniuk
kegiatan QSIS dan ekstra hurikuder™

Kemudian beliau juga menyampaikan bagaimana mterpretasi/penalsiran

dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyvasin terutama Sub Bagian
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Perencanaan dan Sistem Informasi sebagai pelaksana kebijakan mengenai isi dan
maksud dari kebijakan sekolah gratis yang dituangkan ke dalam Keputusan Bupati
Nomor 439 Tahun 2008 tersebut ¢

“kami menafsivkan 65% vang dialohasikan untuk kesgjahteraan
gury diberikan dalam bentuk insentif’ yang disesuaikan dengan
beban tugasnva atau banyaknya jam mengajar. Semakin banyak
beban tugas yang diberikan kepala sekelah semokin  besar
persentase vang diterima oleh gury yang bersangkuton, sedanghan
25% untuk hiaya ATK daiom proses belafar mengajor adalah
biaya untk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar seperif
spidol, penggaris dan alal media lainnya yang dapat membantu
dalam proses kegiaion belajor mengajar tersebut, adapun 10%
nya lagi, itu dialokasikon wiuk berbagai macam kegiatan yung
diselenggarakan oleh OSIS ataupun umtuk kegiatan ekstra
kurikuler siswa misalnya kegiatan pramuka dan lain-lain sesuwai
dengan kegiatan masing-masing sekola#. .

Selanjuinya beliau juga memberikan permyaiaan bagaimana interpretasi

mercka mengenat bantuan biaya rutin ¢

ix

Baniwan biaya rutin uniuk  kebutuhan rutin sekolah,
pembityaannya tidek lermasuk delom bantuan dana subsidi
pengeanti BP-3, namun pemblayaeannya tersendiri dalam dana
bantuan operasional yang diglokasi dalam belanja rutin Dinas
Pendidikan Nasional Biayva rutin i hanye diberikan untuk
sekplah negeri yang ada di bawakh Pemerintah Daeral Kabupaten
Must Banyuasin artinya sekolah negeri agama atau sekolakh yang
di bawah Departemen Agama seria sekolah swasta  fidak
mendapathan bantuan biuya rutin. bioya rutin diperuntiukkan
untuk bigva operasional sckolah, seperti pemeliburaan gedung
sekoloh, pemuakaian listrik, pemakaian aiv bersih, biaya telpon.
keperinan alai-alal tulis tata usaha sekofah, serta biava-biaya
fainuya vang bersifai rutin” (Fl, Pemeriniah Kabupaicn Musi
Banyuasin, 13 April 2009).

Pihak sckolah yaitu SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah Sckayy,
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolzh masing-masing, mereka
menyatakan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampatkan
olel Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mengenas inferpretasi

mercka dalam pelaksanaan kebijakan sckolah gratis. Berikut hasi wawancara

dengan kedua sekolah tersebut :

i i i
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Kepala SMA Negeri 2 Sckayu mengatakan

“sesuai dengan yang teloh diterapkau selamg ini, balwe 65%
uniuk kesejahteraan guru diberikan dalam bentuk insentlf, vang
besarnya sesual dengan beban tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing. Alokasi 25%, sesual peruntulkannya yaitu untuk
ATK kegiatan belajar mengajar yaitu digunoken uniuk pembelion
alat-glat tulis seperti, spidol, penghapus, penggaris serta media
mengajar {atnnya yang diperiukan datam proses belajar mengajar.
Kenudian 10% untuk kegiatan OSIS dan eksive kurikuler, seperti
pramida, paskibra, olakraga basket, band sekolah, dsh .

Usedangkan uniuk biaya rutin, seswal denguu perunivkkannya
sebagai Biaya operasional sekolah vaitu biaya pemeliharaan atuu
perawatan gedung sekolaht, pemokaian listrik, pemakaian oir
bersth, pengguncan telpon don lain sebugainya yang bersifat
rutin” {WN, Kepala Sekolah, 15 April 2009)

a7

Kepala SMA Rahmaniyah Sckayun mengungkapkan hal yang senads,

“Alokasi 053% wuiuk kesejahteraon gurn, diberikan dalapy bentuk
wang transpori. Seberapa besaraya uang transport yang diberijan
kepada masing-masing gure, diseswatkan dengan beben fugas
aten banyakaya jam mengajar dari masing-masing guru tersebul.
Kemudian 25% wnnd: ATK belgjar mengajar, digunakan uniuk
membeli alat-alat sulis ataw berbagai media yang digunckan
dalam hegiatan belajar mengajar, selanjutnya 10% untuk kegiaian
OSIN dan ekstra kurikuler siswa, seperti kegiatun pramuka,
paskibra, vokal grup sekolah, dvb. .. .Sedangkan uniuk binva ritin,
sekolah kami tidak mendapekan bantuan dari pemeriniah”™ {Hi,
KRepala Sckolah, 15 April 2009).

4.1.3 Penerapan dalam Pelakvanaan Kebijakan Sekolahk Gratis

yang dilakukan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dalam memperluasg
kesempatan memperoleh pendidikan dan memberantas kenuskinan, Berkaitan
dengan hal itu penerapan dalan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis dilakukan
dalam bentuk pemberian dana subsidi penggantd BP-3 dan bantoan rutin. Hal int

tergambar dalam  wawancars  dengan Sekretaris Daersh Kabupaten Musi

Kebijakan sekolah gratis merupakan bentuk terebosan sekaligus percepatan

Banyuasin berikut :

“Pemerintah Kabupaten Musi Benyuasin telali mengeluarkan
kebijakan pembebasan bioya sekolah atau lebih dikenal dengan
kebijakan sekolah gralis, Nah, penerapan kebijukan ini ditabukan

Lniversitas indonesia
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dalam beniuk pemberian bantuan subsidi dana pengganii BP-3
untuk sekolah-sekolah negeri dan swasia yang ada di Kabupaien
Musi Banyuasin dan baniuan rutin untuk sekolah negeri yang ada
di bawah Pemerintah Daerah Kebupaten Musi Banyuasin’
{YN, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 17 April 2009).

Berdasarkan data di lapangan, Sub Bagian Perencanaan dan Sistem
Infomas1 yang mengelola kegiatan kebijakan sekolah gratis, dimuia dari
perencanaan usulan kegiatan sampai pada pelaksanaan kepiatan, Hal ini sesual
dengan tugas pokok dan fungsi vang ditetapkan dalam Peraturan Bupatt tersebut.
Dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Infornmas:
dikatakan bahwa :

"Untuk perencancan usulan kegiatan dalgm hol ini mengenai
kebijakan sekolah grotis, tidak terlepas dengan data-data sekolah
mengenai jumich mnoid poda setiop unil sekolah yang harus
dijfadiken dasar sebagoi acuan dalom menentukan berapa besar
Fumilah kebutuhan dana yang diperukan oleh unit sekolah™.

Lebih fanjut beliau mengatakan

“Data mengenai jumbah siswa yang ade di sekolah-sekolch yaug
ada ¢ Kabupaten Musi Banyuasin sangat diperlukan dalam
penyusunan kebijakan sekolah gratis kavena hal tersebut sangat
menentukan mengenel borapa jwmiah dana yang agkan diterima
sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis pada tahun
anggaran  bertkuinya’”™ (Fl, Pemerintah Kabupaten Muss
Banyuasin, 13 April 2009).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangen dikeiahui bahwa data-dats
tersebut tidak tefap dan tisp tahun akan selalu berubah, untuk mengantisipas
perubahan data tersebut pihak Dinas Pendidikan Nasiona! setiap tahun mengivim
edaran kuisioner kepada sekolah-sekolah setiap bulan Juli sampai deongan
Agustus, Sctelah semua data kuisioner terkumpul, data dipilah-pilah berdasarkan
fenjang dan jenis pendidikan. Sebagaimana tergambar dalam petikan wawancara
dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Infomasi Dinas Pendidikan
Nasiopal Kabupaten Musi Banyuasin dikatakan -

“Pada awalnya dalam melakukan pendataan mengenai berapa
Jumlah siswa dalam setiap unit sekolah, kamti mengadakan
pertemuan dengan para kepala sekolah yang ada di Kabupaten
Musi Banyuasin, baik ity sekolal negeri aiau swasia. Hal i
ditakukan guna mendapatkan daia yang benar-benar akurai
tentang berapa jumlah siswa yang ada pada setiap sekolal, di
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samping i pertemuar ini juga sebagai bentuk sosialisasi
mengenai pelaksanaan kebijokan sekolah gratiz. Selanjuinya pada
tahun-tahun berikutnya kami hanya mengirintkan edaran kuisioner
kepada sekolah-sekolak setiap bulan Juli saempai dengan Agustus.
Hal ini dilokukon univk mengeighui perubahan daia jumiah siswa
seliap tahunny, kemudion selelah semua  kuisioner tersebut
terkwanpud, data siswa dipilah-pilah berdasarian fenjang dan jenis
pendidikan "(F1, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April
2009).

Dalam wawancara selanjutnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Sistem Informasi juga menjelaskan langkab lebih lanjut yang dilakukan oleh
pihak mereka setelsh melakukan pendataan jumiab siswa sckolah yang ada di
Kabupaten Musi Banyussin. Berikut petikan wawancaranysg ¢

“Langhkah  selenjutnya vang kami lakwien adalah  menyusun
rescanc  anggaras unil keija  wamk  kegioion  pada  tahus
berikutuya, dalam hal inf semua Bidang yang melekat pada Dinos
Pendidikar Nasional teriibat dalam penyusunan rencana kerja
yang berada datem bidang teknis Bidang masing-masing, akon
tetapi dalam rencana kegigian kebijakan sckolah gratis negeri dan
swasta dari 7K, 8D, SLTP dan SLTA dilotukan oleh Sub Bagian
Perencanaan dan Sistem Informasi dan dimaswikan ke dalam saty
paket meskipun lingkup kegiatennye merupakan lintas jenjang
pendidiken dalam bidang teknis Bidang yang lain, hal ini
dimalsudkan ager dalam pesgadwinistrasian dalom satu poiet
lebih mudah dan peloksanaan pendistribusion bantuan dalam
wakiy yorg sama untuk selfap fenls dan Hngkat sekolah”
{¥1, Pemerintaly Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April 2009}

Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana ictangkum dalam pelikan wawancara

berikut ;

"Kebijokan sekolah gratiy ini dibuat dalaw saiv paket yator
berupn subsidi dana pengganti BP3 untk semua sehofah negeri
dan swasta. Hal ini dilakvkan supava lebih mempermudah
pengadministrasiannya karena jenisnya yama dan mempersinghat
birpkrasi juga pendistribusiannye dalam waktu yong sama”
(MA, Femerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April 2009

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan setiap instanst di daerah
kotafkabupaten, dalam mengajukan usul rencena anggaran kegistan yang berisi
semua jonis anggaran belanja dibuat dalam suatu format tertenty yang dinamakan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerjo Perangkat Dacrah (RKA SEPD). Melalsi
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studi dokumentasi dijelaskan bahwa dalam RKA SKPD ini memuat informasi
tentang ; urusan pemerintahan, organisasi, standar biaya, prestast kerja yang akan
dicapal darl program dan kegiatan. [h samping itu dalam RKA SKPD juga
mencantumkan indikator, tolak ukur kinerja, dan target kinerja dari suato kegatan,
Berkaitan dengan usulan anggaran unfuk kegiatan kebijgkan sekolah gratis,
berdasarkan data di lapangan, indikator, tolak ukur kinerja, dan target kinerja
dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1
Indikator, Tolak Ukur Kinerja dan Target Kineria
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Meringankan beban orang tua | Meringankan beban orang tua
Program siewa, siswa (114.871 orang siswa)
Dana APBD Kabupaten Must
Masukan Banyuasin Rp. 34.380.3%0.000,-

Kehiaran Dana Subsidi Pengganti BP-3 695 Sekolah

Terpenuhinya bantuan kepada

: Terpenuhinya bantuan kepada
Hasil orang tua siswa

orang tua siswa

Sumber : Dines Peadidikan Nusienal Kabupaien Musi Banyuasin

Dalam  petikan  wawancara dengan  Bendahara Dinas  Pendidikan
Kabupaten Musi Banyuasin, dikatzkan babhwa

"Pengajuan anggaran setetah semud jenis kebutuhan dickomodasi
dalam RKA SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas yvang
ditgjukan kepada Kepala Bappeda sebagal ketua Tim Anggaran
Pemerintah Dacrah ™.

Selanjutnya beliau mengatakan :

“Selain dana yang diclekasikan dulam anggaran  kegialan
sebagaimana telah difelaskan di atas, bamtuan juga dialokasikan
kepada sekolah dalam besiuk anggoran rutin, yong mana sisten
mekanisme usalar penganggararnnya berbede dengan usulan
penganggaran  pada  anggaran  kegiaten.  Kalou  nsudan
penganggaren rencana kegictan pembahasennya melalui Tim
Angparan  Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Musi
Banyuusin, akan tetapi untuk usulan anggaran rulin mekanisme
pembahasannya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin”’
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Lebih lanjut beliau menjelaskan mongenai mekanisme pembahiasan dart
usulan anggaran rutin tersebut

“Seharusnya pengusulan anggaran dimulel pada budor Juli talun
yang bersangkutan, akan fetapi kenpateannya di lapangen start
mulal bulan Okioher pada nuup anggaran. Tutup anggaras jatuh
pada per tangegal 25 Desember (batas woekin maksimun
permintaan). Penyusungn RKA Dinas dignalisa pada bulan
Pesember dan Jameari, Pembahasan di BPKAD wuntuk Befonja
Alokasi Umum {(BAUMrutin pada bagian Sub Bideng Penyusunarn
Anggaran. Untuk proyellpembangunan ke Bappeda ke Sub Bidang
Anggaran di sana lterjadi koordinasi tim untuk menyatukan
besaran pagu plafon masing-masing belanja Pembangunan dum
rutin. Setelah ity dawruleh Tim di bowah melaladian pemangkasaon
di BPKAD setelah ada kesepakatan barwdeh dings-dinas dipanggil
untuk memberiiaukgn jaiah plafon masing-masing, langkeh
selanfuinya pembahasan di DPRD. Setelah anggaran di sahkan,
terus diserahkan ke BFKAD untuk dibuat dalam buku APSD tahun
yang  bersangkutan” (MQ, Pemerintsh Kabupaten Musi
Banyuasin, 14 April 2009).

Kelerangan selanmjuinys  dikemukakan oleh  Kepala Sub  Bagian
Perencanaan dan Sistem Informasit bahwa :

“Setelah melalul pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah dengan jumieh pagu plafon masing-masing dinas
disepakati, langkah selonjutnyva adolah pengagiuan Rancangan
Porda APBD oles Bupali di hadapan Sidang Paripurna DPRD,
kemudian dilanjutkan pembahasan olehs Tim Anggaran Pemerintalt
Daerah dengan Panitia Anggaren Legistatif sampai final Raperda
menjadi Perda APBD pada okl bulan Desember. Napusn
seringkali disahkan pada bulun Jonuari. Sefak penetapan Perda
APBL) sclesai atau dikeick palu, moka secare otomatis anggaran
untuk top-ticp kegiatan yong terdapat dalem Perda tersebut
dijamin  tersedia, demikian puie untuk  anggaran  kegicton
kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin” (FI,
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 Aprit 2009),

4.1.3.1 Pembiayaan Kebijakan Sekolah Gratis
1. Dana Subsidi Pengganti BP-3

Berdasarkan penelitian di lapangan melalni studi dokumentasi bahwa
sumber penbiayaan untuk kebijakan ini adalah anggaran vang tersedia di Kas
Daerah yang dijamin oleh Peraturan Daeral tentang APBD Kabupaten Musi
Banyuasin. Dari Perda APBD terscbut dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa
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program/kegiatan yang lebih rinci untuk setiap program/kegiatan yang disebut
DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran — Satuan Kerja Perangkat Daerah),
masing-masing progranvkegiatan diberi kode rekening tersendiri demikian juga
untuk kegiatan kebijakan sekolah gratis dengan kode rekening belanja 5.2.2.15.10
dengan  npama kegiatan Subsidi  Penggantt BP3  dengan alokasi dana
Ry, 34.380.390.000,-,

Selanjutnys jugsa didapatkan keterangan melalut studi dokumentasi bahwa
dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 yang disusun berdasarkan Perda APBD dinvatakan bahwa jenis banfuan
vang diberikan kepada pibak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sckolah gratis
adalsh berupa uvang sebagai pengganti BP-3 yang besarnya bertingkat sesuai
dengan standar analisa kebuituhan untuk tiap-tiap sckolah. Sedangkan dalam
menentukan besarnya bantuan untuk tiap-tiap sekolah adalah berdasarkan kepada
berapa jumilah rapiah vang yang dipungut oleh pihak sekolah ketika masih berlaky
furan BP-3 sesuat harga pasar yang berlaku dengan tingkat kewajaran, Hal ind di
tegaskan olch Sckretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin
dalam wawancara sebagai berikut

Untuk menentukan besarnya bantuan kepada tiap-tiap sekolah,
berdasarkan peda berapa besarnys pungutan BP-3 oleh pihak
sekolah pada sact masih berlaku dan ditambaklon kenaiken
disesuathan dengan harga pusar dengan tingkat yang wajar. Kami
tidak bisa mengusulkan besarnya anggaron tanpa Analisis Standar
Belanja (ASB), karena kalaw seanduainya kami mengusulkan
buntuan yang besar nanti dalem pembahasan bersama tim
anggaran akan dicoret juga”™ (MA, Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin, 13 April 2009).

Dana subsidi pengganti BP-3 im dialokasikan untuk selurull sekolah
negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, mulai dari tingkat TK,
S, SLTP dan SLTA, seperti terlihat pada tabel berikut :
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. ‘Fingkat / Jenis Jumlah | Jumlah ?Zz:;gai:?;}ﬁfS Besar Alokasi
o. Sekolah Seko!ah Siswa Per Siswa Dana
{Unit) | (Orang) (Rp) {Rp}
TR
» TK Negeri 3 286 186.600,- 34.320.000,-
s TK Swasta 73 3016 10.000,~ 361.920.000,-
2. i Sekolah Dasar
s SD Negeri 391 68.503 17.500,- 14.385.630.000,-
» SD Swasta 19 2.768 17.500,- 581.280.000,-
+ MI Negeri 2 405 17.500,- £5.050.000,~
+ MI Swasta 23 3.514 17.500,~ 737.940.000,-
3. | SLTP
+ SMP Negert 60 15.947 24,000 . 3.827.280.000,-
s SHP Swasta 28 2898 20,008, £495,520.000,-
* MTs Negen 4 600 20.000,- 144.000.000,-
¢ MTs Swasta 36 3.397 20.600,- 815.280.000,-
4 | S5LTA
¢ SMA Negeri 1% £.919 77.500,+ 6.434.670.000 -
» SMA Swasta I8 2.978 F7.500,~ 2.769.540.000,-
» MA Negeri i 384 77.500,- 357.126.000,-
+ MA Swasta 12 £.210 77.500,- 1.125.300.000,-
* SMEK Negeri 3 1.826 R2.500,- 1.807.740.000,-
» SMK Swasta 2 220 82.500,- 217.800.000..
Jumiah Total 34.3380.390.000,-

Sumber : trelah dislzh kembali,

Dari data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dagrah

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Besarnya

bantuan pengganti BPY untuk tingkat SMA adalah Rp. 77.300,- per siswa. Dari

data ttu dapat dikatakan bahwa jumiab bantuan yang diterima sekolah besamya

ditentukan oleh jumiah murid dikalikan dengan 12 bulan, schingga makin banyak

jumlah murid maka makin besar pula penerimaan bantuan.
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Dana subsidi pengganti BP-3 yang dialokasikan untuk SMA Negeri 2

Sekayu dan SMA Rahmaniyah Sekayu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Dana Subsidi Pengganti BP-3 pada SMA Negeri 2 Sekayu
Dan SMA Rahmaniyah Sekayu Tahun 2008

Jumlah | Dana Subsidi Besar
No. Nama Sekolah Siswva | Pengganti BP-3 | Alokasi Dana
(Orang) | Per Siswa (Rp) (Rp)
I. | SMA Negeri 2 Sekayu 347 77.500,- 322.710.000,-
2. | SMA Rahmaniyah Sekayu 470 77.500,- 437.100.000,-

Sumber ; {elah diclah kembali.

Dalam wawancara dengan Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu, beliau

mengungkapkan :

“Seperti yang telah diketahui bahwa penerapan kebifakan sekolah
gratis untuk sekolah swasta baru dilaksanakan pada tahun 2000.
pada waktu itu sekolah negeri mendapatkan bantuan sebesar
Rp.30.000.-. Namun pada awal penerapan itu, sekolah kami hanya
menerima bantuan dana pengganti BP-3 sebesar Rp.20.000,- per
siswa, padahal pada waktu itu biaya BP-3 yang harus dibayarkan
oleh tiap siswa sebesar Rp.60.000,-, dan mulai bulan April 2006
kami menaikkan biaya BP-3 sebesar Rp.77.500,- per siswa.
Bantuan sebesar Rp.20.000,- itu diberikan terhitung mulai tanggal
{ Januari 2006 sampai 30 Juni 2006, jadi untuk sisanya pada
waktu itu, kami tetap mewajibkan siswa untuk membayar uang
BP-3, namun jumiah pembayaran tidak penuh tetapi disesuaikan
dengan jumiah bantuan yang diberikan oleh pemda pada saat
itu".

“Kemudian setelah itu,terhitung mulai tanggal 1 Juli 2006 sampai
dengan sekarang kami mendapatkan bantuan sebesar Rp.77.500,-
per siswa, dengan demikian mulai Juli 2006 tersebut siswa tidak
dipungut lagi iuran BP-3. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah
setiap tiga bulan sekali.”

“Jadi sebenarnya besarnya biaya bantuan pengganti BP-3
sebesar Rp.77.500,- per siswa yang diberikan oleh pemerintah itu
menyesuaikan dengan biaya BP-3 pada sekolah kami, karena
kebetulan pada saat itu biaya BP-3 di sekolah ini yang termahal di
Kabupaten Musi Banyuasin” (HI, Kepala Sekolah, 15 April 2008)
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Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan salab satu orang tua
siswa pada SMA Rahmaniyah Sekayu didapatkan informasi bahwsa memang tidak
ada pungutan sekolah dalam bentuk iuran BP-3, akan tetapi masih ada pungutan
dari sckolah ini dengan alasan tertentu, namun bal ini masih dibenarkan oleh
pihak orang tua karena masih diangpap wajar karena alasan yang tepat dan dem
kemnajuan siswa itu sendirl. Berikut petikan wawancaranya -

“mengenal biaye sekolah anak saya di SMA Ratmanivah Sekayu
sekarang memang benar gratis, tidak ada lagi dipungut bayaran
BP-3, kecuali uniuk kegiatan pelajaven tambahun vaite belajar
komputer selamn 2 jom pelajuran setiap minggu, pihak sekolah
mewajibkan siswa membayar sebesar Ep. 15.000,-. tapi kami
orang fua siswe tidak keberatan karena ini dilakukan agar siswa
tidak buta teknologi dun fuga untuk bekal siswae dalom mencari
kerja namtinga” (K1, Orang Tua Siswa, 19 April 2009)

Dari hasii wawancara dengan Kepala SMA  Rahmaniyah, belian
memberikan alasan mengenal pungutan vang difakukan oleh pihak sekolah,
Berikut petikan wawancaranys

“Memang benar bahwa kami melakukarn pungutan kepada siswe
urluk pefajaran {ambahan komputer. Hal ini kami lakwkan agar
siswa tidak buta tefmologi, di samping itu bisa menjadi bekal siswa
untuk mencari kerja nantinya. Dolam mengadakan pelajarar
kemputer iul, kami mengadakan kerjusama dengan pihak ketiga,
dengan perjanjian pihak keligo mengadakan homputer dengan
tenaga pergajar” (HI, Kepala Sekolah, 16 April 2009).

Hasil wawancara dengan Kepala SMA 2 Sckayy, beliau membenarkan
bahwa dana pengpanti BP-3 yang diterima sekolah ini adalah  scbesar
Rp. 77.500,- per siswa. Berikut petikan wawancaranys !

“Pencrapan rebijakan sekoleh gratis uniuk sekolak negeri sepertt
kita ketahui di mudai pada tahun 2003 sampai dengan sekarang.
Untuk tingkat SMA, dana pengganti BF-3 yang dizsubsidi oleh
Pemda tahun 2008 adalal sebesar Rp. 77.5300,- per siswa. Jodi
tiap inhun sekolah kamipun menerima bantuan dana perggonti
BP-3 memang benar-benar sesuai dengan apa yang teloh
dianggarkan oleh pemda yaitu sebesar Rp.77.500.- per siswa
Total yaug kami terima pada tahun 2008 ini adelakh sebesar Rp.
322.710.000.-. Namun dana bantuan ini tidak kami terima
sekaligus untuk salv tefue tapi kami menerima tiap 3 hulan
sekali”
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“kami samo sekali tidak ada menarik furan dalam bentuk apapun

kepada siswa termosuk dalam pelagjaran komputer, karena di

sekolan ini sudah mempunyai lenaga pengajar yang sesual dengan

basic pendidikannya untuk mengajar pada pelajaran ind, jodi kami

tidak ada kerjasama dengan pthak keliga untuk maia pelajaran

komputer” (WN, Kepala Sekolah, 15 April 2009).

Dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa pada SMA Negeri
2 Sekayu, didapatkan informasi bahwa di SMA ini memang benar-benar tidak ada
punguian iuran apapun kepada siswa. Berikut petikan wawancaranya :

"Namanya juga grats, ya Alhamdulifiah memang benar-benar

tidok ada pungutan apapun dari pthak sekolah yong mewajibkan

siswanyc wntuk membayar, jodi kami sebagaf orang tua sangai

ierbanin dan bersyurur sekali dengan kebijakan sekolah gratis ini”

{WY, Orang Tua Siswa, 19 April 2009)

Berdasarkan beberapa pemnyataan di alas, secara umnwn fujuan kebijakan
sckolah gratis dalam memberikan bantuan sekolah untuk mieringackan beban
orang fua siswa tercapal akan tetapi tetap saja ada pungutan dari sekolah dengan
alasan tertentu. Hal il magib dapat dibenarkan atau dimaklum: oleh orang fua
siswa karena miasils dianggap wagar, dan mempunyai alasan yang tepat, yaitu demi
kemajuan siswa ity sendiri.

Dana subsidi penggantl BP-3 terscbut diperuntukan pada kebutuban-
kebutuhan sckolah yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok pembiayaan kebutuhan
dengan persentase alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut: a) Biaya jasa
tenaga gury, dengan persentase alokasi anggaran 65%, dengan perhitungan jumlah
siswa x subsidi pengganti BP-3 x 12 bln x 65%, b) Biaya ATK untuk kegiatan
proses  belajar dengan  persentase alokasi angparan sebesar 25%, dengan
perhitungan jumiah stswa x subsidi pengganti BP-3 x 12 bulan x 23%, ¢). Bantuan
kegiatan DSIS dan ekstra kurikuler dengan persentase alokasi anggaran scbesar
13% dengan perhitungan humlah siswa x subsidi peagganti BP-3 x 12 bin x 10%.

Dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem
Informast, beliag menjolaskan mengenai alokast dana subsidi pengganti BP-3,
behiau mengatakan .

“Peruntukkon dana sebsidi penggami BP-3  musing-masing
cialokasikan 65% untuk keseiohferaan, 23% untuk biaya ATK
datam proses belajar mengajar dan 10% untuk berbagai macam
kegiatan yang diselengearakan pleh OSIS atqupun witnk keygiatan
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ekstra  kurikuder  stvwa”  {F1, Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin, 13 Aprl 2009).

Hal ini dibenarkan oleh Kepala SMA Rahmaniyah. Berikut petikan
wawancaranya |

“Sesuai dengon atuwran di dalam kebijakan sekolah gratis bahwa

dang subsidi pengganti BP-3 tersebut dialokasikan ke dalarm 63%

untuk kesgiahteroan guru, 25% wmuk ATK proses belajor

mengafor dan 10 % untuk kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler”

(Hl1, Kepala Sckolah, 15 April 20003,

Hal senads juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sekayuy, dimana
beliay mengatakan ;

“seperti vang sebelumnya sudoh saya ungkapkan dan sesuai
dengan ketentuan kebijokan babwa dana subsidi pengganti BP-3
tersebut  masing-masing  diperuntukkan  bagi  65%  uniuk
kesejabieraan gury, 25% untuk ATK kegiatan belajar mengajor
dan 10% untuk kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler” (W1, Kepala
Sekolah, 15 April 2009).

2. Bantoan Biaya Rutin

Telah discbutkan sebelumnya babwa berdasarkan infornmasi dari Sckretaris
Daerah Kabupaten Musi Banyuasi dan hasit studi dokumentasi, didapatkan data
dan keterangan bahwa selain dalam bentuk pemberian dana subsidi pengganti
BP-3, baniuan juga dialokasikan dalam bentuk biaya mutin vang diperunfukkan
khusus bagi sckolsh negen. Biaya rutin ini diperuntukkan umtuk memenuhi
kebutuhan operasional/pemeliharaan gedung, untuk membayar listrik, telepon, air
bersih, dil. Besarnys biava rutin berbeda untuk tiap-tiap jeniang pendidikan, untuk
tngkat SD baya rutin sebesar Rp. 200.000 ~/bulan, tingkat 8MP biaya rutin yang
diterima Rp. 6.450.000,-/bulan, untuk SMA sebesar Rp. 13.060.000/bulan,
sedangkan untuk SMK Rp.19.950.000/bulan. Besamya alokasi anggaran biaya
rutin untuk masing-masing jenjang pendidikan sesual dengan ketentuan yang

sudah disebutkan di atas, dapat dilibat pada tabel berikut :
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Tabel 4.4
Bantuan Biaya Rutin bagi Sekolah
di Kabupaten Musi Banyuasin

Tingkat / Jenis Jumidah "I:_%iaya Besar Alokasi
No. Sekolah Sekolah Rutin/bulan Dana
(Unic) (Rp) (Rp)
. | Sekolah Dasar
o S Negeri 391 200.660,- 938.400.000,-
+ SD Swasta 19 -
s MI Negeri Z -
+ MI Swasta 23 -
3. i SLTP
o SMP Negeri 64 £.450.000 4 844 000,000,
s SMP Swasta 28 -
» MTs Negerni 4 -
v MTs Swasta 36 -
4. { SLTA
» SMA Negeri 19 13.000.000,- 2.964.000.000,-
o SMA Swasta 18
e MA Negeri I
o MA Swasta 12
s SMK Negeri 3 19.950.000,- 718.260.000,-
+« SMK Swasta 2
Jumlah Total 9.264.600.000,-

Sumnber - telah diolsh kombali,

Berdasarkan tabel di atas terhhat bahwa sekolah swasta dan sekelah di
bawah naungan Departemen Agama tidak mendapatkan bantuan biaya rutin,
Berikut penjelasan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi dalam
wawancara mengenai bantuan biaya rutin tersebut

“Bantuan biava rutin hanya diberikan pade sekolah negeri di
bawah Pemerintah Kebupaten Musi Banyuasin, Untuk biaya rutin
sekolak swasta vang biasenya di bawah suatu yayasan, maka
biava rutin wuntuk pemeliharpan sekoloh dan lain sebagainya
ditanggung olel yayasan, demikion juga uniuk sekolah madrasab
di bawal Depariemen Agama, biaya rutin menjadi tanggung
Jawab Departemen Agama, Hel ini dikarenakan keuangan dograh
Kabupaten Musi Ranyuasin  tidek wmemungkinkan  untuk
memberikan bantwar biayva rutin bagi sekolah swasta dan sekolah
madrasaeh, jadi fokus Pemerintah Deerah  kabupaten Musi
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Bunyuasin hanya pada sekolah negeri di bawah Pemerintah
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin™ (F1, Pemeriniali Kabupaten
Musi Banyuasin, 13 April 2009).

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menambahkan

“Namun tidak menutup lkemungkinan suatu hari nanti, jika
kenangan daerah sudah memungkinkan temunya sekolah swasta
dan sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama
akan mendopatkan bantuan biaya rutin seperti haluyan sekolah-
sekolah negert yang ada d&i baweh Pemerintah Kabupaten Misi
Banywasin® (YN, Pemeriniah Kabupaten Musi Banyuasihn, 17
April 2009).

Pihak sekolah swasta yang dalam penelitian ini adalah SMA Rahmaniyah
Sekayu membenarkan hal tersebut, Berikuf petikan wawancara dengan Kepala
SMA Rahmaniyah Sckayu :

“Kami sekolah swasta tidak mendapathan buntuan biaya rutin dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Must Banyuasin. Jadi, uniuk bioya
rutin  sekolah  seperti  untuk  pemeliharoan  gedung  sekolah,
membayar listrik, penggunaan aiv bersih, dsh. kami dibantu oleh
pihak yayasan yang mendivikan sekolah kami, dalam hal ini adalah
Yayasan Rahmany Selayu” (H1, Kepala Sekolah, 15 April 2009).

“piliak Yayasan Rohmany Sekayu memberikan bantuan melalut
substdi sttang antara perguruan Hngai swaste di baweh Yayasan
Rahmany Sekayu, yaita Sekwltah Tinggi Hmu Ekonomi Rahmanivah
{ STIER) dengan SMA Rahmaniyah Sekayu, selain itu juga untuk
blaya rutin, kami dapatkan melalai “wang pembangunan” yang
ditarik melaha siswa pada wokin pertama kali mendafior ke
sekolah ini, Besarnya “uang pembangunan” lersebui sehesar Kp.
300.000.~ per siswa. Berbeda halnya dengan sekolah negers, uniuk
nang pembangunan yang kemi tarlk diawal pendaflaron ini masil
diperbolehlan olelh Pemerintah Dacrah™ (HI, Kepala Sekolah,
01 Juli 2009).

Penarikan uang pembangunan diawal pendaftaran sekolgh ini dibenarckan
oleh orang tua salsh satu siswa SMA Rahmaniyah Sekayu. Berikut petikan

Wawdncarnya .

“pada wakiu pendaftaran siswa i wajibkan membayar uang
pembangunan sebesar Rp. 300.000,-. Namun setelah ity tidak ada
lagi punguian wang pestbaugunan, karena ity berlahu curmra sekali
waktu pertoma kol masuk safe” (Ki, Orang Tua Siswa, ¢ Juli
2009
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[ari beberapa pernyataan di atas teriihat bahws SMA Rshmaniyah, tidak
mendapatkan bantuan biaya rutin dari Pemerintah Dacrah Kabupaten Musi
Banyuasin. SMA  Rabmaniyabh mendapatkan bantuan  blaya rulin yang
dpergunakan untuk biaya operasiona] sekolah dari yayasan pendivinya melalui
subsidi silang antara universitas swasta dengan SMA Rabmaniyah yang keduanya
berada di bawah yayasan yang sama, selain it melalut vang pembangunan yang
ditarik kepada siswa pada saat awsl pendaftaran masuk sekolah.

Sedang untuk SMA Negeri 2 Sekayu, sebagai sekolah negeri yang ada di
bawah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, secarz otonmtis mendapatkan
bantuan biaya rutin. Kepals SMA Negeri 2 Sckayu membenarkan bashwa setiap
tahun sckolabnya menerima banfuan biays mitin dari Pemerintab Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut petikan wawancaranya

“Bantwan biaya rutin vang diberikan oleh Pemerintah Kabupaien
Musi Banyuasin kami terima setiap tahun, di mana untuk tinghat
SMA dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000.- per bulan. Jadi, setiap
tatmnya  kami  menerima  bantuan  bicya  rutin sebesar
Ep. 156.000.000 - per tahun. Bamtuan ini kami terima sama seper(l
pada dana subsidi pengganti BP-3 yaitu kami tevima per triwulan
atau figa bulan sckall meloiwi Bank Swumsel™ (WN, Kepala
Sekolah, 15 Apnl 20607).

4.1.3.2 Proses Pengambilan Dana Anggaran

Berdasarkan hasil informasi darl beberapa informan di lapangan bahwa
Pemerintab Kabupater Mus: Baoyuasin menjamin tersedianya anggaran suatu
kegiatan jika Perda APBD telah disahkan. Kemudian langksh yang dilakokan oich
Pemerintah Kabupaten Must Banyuaesin adalah bagatmana cara merealisasikan
anggaran lersebut dalam bentuk kegiatan, Untuk mendapatkan dana vang telah
dialokasikan dalam APBD haros melalul mekanisime administrasi kevangan vang
telah dibakukan di pemerintahan saat ini. Berikut petikan wawancara dengan
Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mengenai
mekanisme administrasi kevangan tersebut ;

“Dalam mekanisme wniuk pencefren dana kegiaian harus sesuai
dengan mekanisme adminisirgst kenangan yang telah dibakukan
olelr  pemerintahun  pada mosa  sekarang, yoite  Bendoharo
Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi
Banyviasin membuat Sural Permintuan Pembayaran (SPFP) dan
Surat Permintaan Membayar (SFM) yang kemudian diverifikasy
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oleh Pginbal Penatausahaan Keuangan Satuan Keja Peranghut
Daerah (PPK SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi
Banynasin dan kemudian Jdi tanda tangani oleh Kepala Dinas. SPP
dan SPM tersebut dikivim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daergh selaky Bendahare Unuen Doerah (BUD). Seicloh
surat tersebut tiba di BPKAD kemudion diproses wntuk dibuot
Swrat Periniah Pencaivan Dang (SP21)), selanjutnya qpabilta SP2D
tersetut sudab keluor make dana bisa dicairkan mefalul Bank
Sumsel yang kemudien bisa diambil oleh masing-masing
hendalhara  sekolah sesuai dengan swrad rekomendasi  dori
Dinas  Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin”
{MO, Pernerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 14 April 2009).

Dart wawangara tessebut di atas, maka mekanisme pencairan dana tersebut
dapat disederhanakan sebagai berikut ; Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Musi Banyuasin ~——» BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin_ —» Bank Sumsel
- Sekolah-sekolah peneritna bantuan.

Masih berdasarkan keterangan dari Bendabara Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Banyuasin bahwa jumlah dana dalam satu tahun anggaran,
diherikan per tiga bulan sekali. Berikut keterangan belian dalam petikan
wawancara yang telah dilakukan :

“Proses pengambilan dan pendistribusion dane bantuan dari
Perserintah ke sekoloh-sekolah, dalam  pelaksanaannya  per
iriwulan artinye penyampatan dana bantuar ke sekolah setiap kali

untuk keperiuan kebutuhan selama tiga bulan™ (MO, Penerintah

Kabupaten Musi Banyuasin, 14 April 2009).

Dari hasil wawancara dengan Kepala SMA Rahmaniyah Sckayu dan
Kepala SMA Negeri 2 Sekayu, mercka menyatakan hal yang sama bahwa dana
bantuan yang diberikan Pemerigiah Kabupaten Musi Banyuasio untuk tiap-tiap
sekolah setiap tahurmya diberikan per tiga bulan sekali, Bertkut petikan
wawancarg dengan Kepala SMA Rabmaniyah Sekayu :

“Dana Subsidi Pengganii BP-3 vang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin kemi terima per tiga bulan sekolf
delam setahun melalui Bank Sumse!” (H], Kepala Seckolah, 13
April 2009).

Adapun petikan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Sekayu sebagal
berikut

“Buntuan yang diberikan oich Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin dalam rongka pelaksanaan kebijakan sekolah gratis
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datam bentuk dana subsidi pengganti BP-3 dan biaya ruiin,
diberikan kepada pihak sekoleh per tiga bulan sekali dalam
setahun” (WHN, Kepalza Sekolah, 15 Aprd 2009).

4.1.13 Pendistribusian Dana Anggaran

Seperti dalam mekanisme pencairan dana bantuan sekolah di atas terlihat
bahwa dalam proses penyampaian dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten ke
sekolah-sekolah bekerjasama dengan pihak ketiga yakni Bank Sumsel, Hal ini
dimaksudkan agar penyampaian dana lebth terjamin dan juga dapat menghindari
resikoe yang tidak diharapkan.

Sebagaimana disampaikan Seckretaris Dipas  Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Banyuasio dalam wawancara pada tanggal 13 Apnl 2009

menvatakan:

“Kami dalgm menyampatkan vang kepada sekolah-sekolah di
Kabupaten Musi Banyuasin nntuk melaksanakan program baniuan
sekolah int, berkerjasama dengan pthak Bank Sumsel, Ketika dana
anggaran untuk program bastuan sekolah ini dapat divangkan di
Bank Sumsel, kami memberikan dafiar sexolan-sekalah yang akm
menerima dana anggaran tersebyt beserta dengan rilai nominal
yang gkan diterima masing-masing sekolah. Kemudion kami
memberitahukan kepada pikak sekelah-sekolah untuk mengombil
bogiannya masing-mazing. Disang bendahara sekolah mensrima
wang dan menandatangan! kuitansi den cap sekolah masing-
masing ", {MA, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April
2009)

Sedangkan dalam wawangcara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Sistern Informasi, betiau mengungkapkan alagan kerja sama dengan Bank Sumsel,

“Kami melakukan penyeluran dene kegiaten kebifokan sekolah
grutis  ini  bekerja soma dengan Bank Symsel, hal  inf
dilakukan supaya distribusinya ferjamin lancar dem menjoga
agar UGdak ada pikiran-pikiven  negatif dari masverakat”
(¥I, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April 2009},

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak sekolah melalui wawancara dengan
Kepala Sekolah Rahmaniyah Sekayu, juga Kepala SMA Negeri 2 Sekayu. Berikut

petikan wawancara dengan Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu :

“Rami selafu mengambil uang bantuan sekolah duri Pemerintoh
Kabupaten Musi Banyuasin di Bank Swmsel, sebelumnya teriebih
datuedne kami diberitahu baliwa dang bantuan uniuk sekelakh-
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sekolak sudal keluar dan siap diombil di Bank Sumsel. Di sana
sudeh ada daftar name-nama sekolal; vang mencrima bantuan
heseria jumiah wominal wang yang diterima, prosedur birokrasi
seperti ind sama sekali tidak menyulitkan malah sangat membaniu,
karena proses pengambilan dara bontuan sangat mmdal”
{HI, Kepala Sekolah, 15 April 2005},

Hal senada juga disampaikan oleh Kepata SMA Negeri 2 Sekavu -

“Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi
Banyrasin disalurkmt mefalyl Bank Sumsel, Jodi pengambilan
dang bantuan tersebut langsung ke Baenk Sumsel Dana yang
diberikun oleh pihak Bank Sumsel sesuai dengan data nama-nama
sekolah dan jumiah siswa Hap-tiap sekolah yang felah diberikan
terlebil dahulu oleh Dinas Pendidikan Nasional, Jadi datam i
pengambilan bantuan ini kumi pihak sekoloch tidak menemudan
kesulitan same sekali. Birokrusi yang ada tidek menyulition
sama sekali, karena dipermudoh demgan adanyo kerju sama
dengan pittak ketiga datam hal i edalah Bank Sumsel”
{WN, Kepaia Sekalah, 15 April 2009},

Berdasackan informasi dari beberapa informap, termyata pelaksanaan
distribust pembayaran bantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada pthak sekolah-
sekolaly sering tidak tepat waktu. Dari penjadwalan pencairan dana yang
diusutkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin vaitu
empat kuli dalam setshun atau satu kali per kiwulan, sering kali tidak lancar.
Sebagaimana fergambar dalam petkan wawancara dengan Kepala SMA
Rahmaniyah Sekayu berikut .

“kami pihuk setolah sehenarnva sangai mengharapkan yekali
xelancaran bantuan kebijakan sekoteh grotis inl, kareno apabils
feriunda pembayarannys ni afoy terjadi penundaan bugl pihuk
sekofak uniuk membayar honor guru ataupun juga kepiata-
kegiatan yang lain™ (HI, Kepala Sekolah, 15 April 2009)

Informasi yang didapatken dari salalt scorang guru yang ada di SMA
Kahmaniyah Sekayu membenarkan hal ini, Berikut petikan wawancaranya

“kami sebagai guru sangat mendukung kebijakan sckolah grads
ini karena bisa meringankan bebun orang tuc siswg yang lidak
mampy, namyy kami sedikit mengelubkan mengenai keterlambatan
terunnya dana bantwan. Karena wniuk pembayaran kesejuhteraan
gurn wiay honor glry sangat lergantung poda bantuan yang
diterimu ofeh sekolah. Apabila bantuan terlambat turun make
pihak sekolahpun terpaksa  berhwtang  pada  kami  wniuk
pembayaran honor kami. Hal ini sangat kawi rasakan, kavena
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semua guri yang ada & SMA 0 adalel guru honor jadi kawi

tidak ada penghasilag bulanen seperti halnye gurue PN

{RI, Gury, 16 April 2009).

Hal yang sama diungkapkan dengan bahasa yang berbeda oleh Kepala
SMA Negeri 2 Sekayu sebagat berikut

“pembayaran uong kesgjahigraan guru, honor gury daopat

dibayarkan setelah ada bantuan yang diterima sekolah dari

Pemerintalh Daerah, kelncaran membayar uang kesejabieraan

guru/honor guru sangat terganfung pada kelancaran bantuan yang

diterima sekolah” (WN, Kepala Sekolah, 15 April 2009),

Pemnyataan yang senada jugae diungkapkan oleh salah seorang guru pada
SMA Negeri 2 Sekayu. Sepertt tergambar dalam petikan wawancara berikut :

“dana bantuan yang diterima pihak sekolah davi Pemerintah
Dacrah seringkali teviambai turunnya. Kami sebagai gurv honor
sangal merasahan hal ini. Karena pada saat dana bantuin
ferfambal  Rirnn  vtomatis  pihak  sekolahpun  terlambal
membayarkan honor kami. Karena sebagai guru honor kami tidak
punya penghasilan apa-apa tiap bulannya selain mengharapkon
honor yang diberikan oleh pihak sekolah. Sedangkan wntuk gury

PNS tidak terlalu merasakan dampak keterlambatan ini karena

mereka sudah  punya  peaghasilan tetap  top  bulannya”

(LA, Gury, 13 April 2009),

Dari beberapa pernyataan di atas, terlthat bahwa keterganiungan pibak
sekolah kcpada Pemermiah Kabupaten sangat tinggi. Dalam berhadapan dengan
Pemerintah Kabupaten pogisi tawar dart pihak sekolah sangat rendah karena
sekolah tidak bisa memaksa Pemerintah Kabupaten, pihak sekolah bhanya
menunggu dan mengharap agar bantuan datang tepat pada waktunya, Di sisi lain
pihak sekolah dalam mendapatkan dana dengan memungut vang dari murid sudah
tidak dibenarkan lagi, dalam sifuasi inl menempatkan pibak sckolah dalam posisi
yang sulit, sedangkan dalam kenyataan pelaksanaan distribusi bantuan dari
Pemenutah Kabupaten ke sekolah-sekolah sering tidak tepat wakiu. Berdasarkan
pada kenyataan itu, dapat dikatakan bahwa pibak sekolah selalu berhutang pada
guru-gury untuk membayar hak yang harus mereka terima dan ketiks bantuan ito
datang pihak sckolah baru bisg membayar hutang-hutang sekolah kepada gury-
guru tersebut. Akibat dari keterlambatan ini yang paling terasa bagi gurs honor

murmi, karena guru honor ini tidak ada penghasilan bulanan sepecti halnya PNS,
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4,2 Faktor-Faktor Yang Mempengarahi Implementasi Kebijakan Sekolah
Gratis di Kabupaten Muasi Banyuasin
Rerdasarkan data-data yang telah diwraikan sebelumnya balbwa penerapan
kehijakan sekolah gratis yang telah dilakukan selama ini menunjukkan hasii-hasil
yang positif. Berkaitun dengan hal tersebut tentunya ada beberapa faktor
pendukung yang mempengaruhinya, Berdasarkan hasil temuan di lapangan faktor-

faktor pendukung tersebut adalah

4,2.1 Komunikasi

Faktor komunikasi dalam penefitian i adalah bagaimana unsur pelaksana
kebijakan mensosialisasikan kebijakan sckolah gratis kepada kelompok sasaran
(target group). Berdasarkan hagil temuan di lapangan bahwa komunikasi yang,
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dalam
mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis tersebut melalui informasi
yang diberikan langsung kepads pihak sekelah. Pamberian informasi ke pihak
sekolah ity dilakukan dengan mengumpulkan kepala sekolah yang ada di selurub
Kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan perfemuan dengan mereka. Pertemuan
tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumiah
siswa pada masing-masing sekolabh dan seksligus sebagat sosialisasi dasi
pelaksanaan kebijakan sekolah pratis fersebut. Sebagammnana petikan wawancara
dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Musi Banyuasin bertkut

“Pada awalnye dalam melakukan pendataar mengenai berapu
Jumlal siswa dalam setiap unit sekolah, hami  mengadakan
peviemuan dengan para kepale seholah yang oda di Kubupaten
Must Banyuasin, bail itu sekoluht negeri atgu swasta. Haol ini
dilakukan guna mendapathan data yang benar-benar akurat
teniang  berapa  Jumiah  siswa  yang  ada  pada  sedap
sekolah, di semping itu pertemuan ini juga sebagai bentuk
sostalisasi mengenal pelaksanaan  kebijakan sekolah gratis”
(F], Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April 2009).

Sekretaris Dinas  Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin

menambabkan ;

“bahvwa dalam  mesosialisasikan  mengenal  kebijokan sekolah
gratis inf kepada kelompok sasaran dalam hal ini seluruh warga
masyaraker Kebupaten Musi Banyuasin, kami dibantu oleh Dinas
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Informasi  dan  Komunikasi  Kabupaten Musi  Banyuasin,
Dewan  Pendidikan, Kantor Departemen Agama besertu
Jafarannya, Camal, Lurah dan Kepala Desa. Bentwl-bentiuk
sesinliasi yang dilakukan bisa dalam bentuk spanduk, batiho atau
Joster yang dipafang di ruas-ruas jelan, melafui media elekironik
radic waupun  melalyi  pertemuan-pertennian  dengan  warga
masyarakat baik d&f tingkat kecamaton, kefurahan mauptn desa”
{MA, Pemevintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April 2009).

Menindaklanjuti apa yang telah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mengenai kebijakan sekolah gratis. Pihak
sekolah juga segera mengkomunikasikan kebijakan terscbut kepada seluruh orang
tua siswa. Berikul peliken wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Sekayu

mengenal hal o

“seteleh mendapatkan informast mengenai pefaksanaen kebijakan
sekolah grafis, kami pihok sekolah segera menginformasitan
masalah kebijakan sekolah gratis kepada wali murid melaful suaty
periemuan dengan  selornh  anggota BP-3 yang  notabene
anggolanya merupakan para orang tud siswa, pada perteninan i
wamt  monfjelaskar maksud  dari  kebijakan pewmeriniah  dan
diharapkan para orang tua siswe dapat iku! berperan seria
menyukseskan  kebijaken ini, yang salah satu caranya ikl
mensosialisasikan  kepada seluruh masyarakat atau telanggo-
tetangganya yg mungkin selamo ini ada yang kurang mampu
untuk menyekolahkan anainya”

Lebih lanjut belrau mengungkapkan :

"selain pertemuan yang dilakukan dengan pihak anggota BF-3,
kami juge memberikan penjelosan kepada para siswa mengenai
kebijakan sekolah gratis ini, bahwa mulai Januari 2003 mercha
tidalk akan fagi dipungd turan sekolah berupa biaya BP-3 alaupun
turarivran yang lafrorva” (WN, Kepala Sekolah, 15 April 2009),

Informasi yang didapatkan dari salah safu orang tua siswa pada SMA
Negeri 2 Sekayu membenarkan hal int. Berikut petikan wawancaranya

“memang hengr sih, pada wakiu pertoma kali proses peloksanaan
kebijakan sckolah gratis, kami mendapatkan undangan dari pihak
sekolah wnnk datang dalam pertemuan yang diedakaen olel
xekolah, Dalam pertemuan fersebut yang saya ingm membahas
masalah sosialisasi kebijakan sekolah gratis. Pada pertemuan itu
dikatakan hahwa sefak saat ini para orang tua siswa tidok
diwajibkar lagi untuk membayar huran BP-3 karesa pembiavaan
tersebut di tanggung oleh Pemerintah Daerah. Jadi pihak sekolah
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tdak diperboleblan uutulk menungut ivren apopun lagi dari
siswee " {NY, Orang Tua Siswa, 19 April 2009),

Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu jugs menjelaskan bagaimana proses
komunikasi di SMA Rabmaniyah Sekayu dalam mensosialisasikan dan
melaksanakan kebijakan sekolah gratis ini. Hal itu tergambar dalam petikan
wawancara berikut :

“seperti yamg lelah saya ungkapkan sebelumnyva, bahwa
pererapan kebifokan sekolah gratis uniuk sekolah swasta iin
dimulainya padg tahun 2006, Sebelum pelaksanaan kebijakan ity
dilakukan di sekolah swasta, kami para kepala sekolah swasta df
panggil cleh Dinas  Pendidiken Nasional Kabupaten Musi
Banyuasin untuk ditnformasikan masaleh bantbuan yong than
diterima oleh sekoloh-sekolah swasta dalom rangke peluksaan
kebifakan sekolah graifs ™

“setelah mendapatkan  informosi tersebut, kami mengodakan
perfemuan  dengan seluruh jajaran clvitas akademika SA44
Ralmaniyah Sekayu dan jugg dengan pitek Yavesan Rahmany
Sekayu yang merupakan pendivi sekolah inl uniuk membicarakan
masealah bantugn yang ekan diberikan pemerintoh dalam rangha
pelaksanaan kebijokan sekolah gratis tersebut. Tahop selanjutnya,
fami mengodakan pertetnunn dengan parit orang twa siswe ik
mensosialisasikan wmasalah ini. Kami memberitohukon bohwa
bantuan yang diberikan oleh Pemda berupa subsidi dana
pengganti BP-3 yang hanya sebesar Rp. 20.000.- per siswa, jadf
untuk xzanya para orang e siswa tefap harus membayar iuran
sekolal tersebut. Kemudien pada saat dena subsidi pengganti
BP.3 diberikan sesuai dengan jumiah fwrer BP-3 yang harus
dibayar oleh siswa, kami fuga mengadakan pertemuan lagi dengan
para orang tua untuk mensosielisasikan ol ini™ {HI, Kepala
Sekolah, 15 Apedd 2009)

Dari hasil wawancara dengan orang tva salah seorang siswa pada SMA
Rahmaniyah Sekayu membenarkan adanya sosislisasi mengenai  kebijakan
sekalah gratis yang dilakukan pihak sekoiah

“ kami mendapatan wndangan dari pihak sekolal untuk daing
dalam pertenman yang membahas tentung pelaksanaan sekoloh
gratis. Pihak sekolah mengatakan bahwa Pemerinigh Daerah
sekarang telah menggratishan juga sekolah swasta, jodi orang tua
siswq tdak ada kewgfiban lagi wuuk membayar uang BP-3 ke
pihak sekolah kavena ity sudalh mesjadi tanggungan Pemerinich
Daerah” (K1, Orang Tua Siswa, [9 April 2009).
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4.2.2 Sumber Daya

Proscs pelaksanaan kebijakan sekolah gratis dalam strukiur organisasi
tidak terlepas dart sumber daya yang digunakan. Sumber daya dalam penelitian ini
adalah sumber daya manusia dan peralatan yang digunakan. Sumber daya
mannsiz yang terlibat langsung dalam kebijakan sekolsh gratis imi adalab para
personil yang ada di Dinas Pendidikan Nasional khususnya pada Sub Bagian
Perencanaan dan Sistem Informast,

Berdasarkan data di lapangan bahwa Sub Bagian Perencanaan dan Sistem
Informasi memiliki 5 (lima) orang staf, yang semuanya ferlibat dalam kegiatan
kebijakan sckolah gratis, serta melibatkan juga staf lain vang mempunyai keahlian
dan tugasnya pada keahlian tersebut vakni sebagai bendshara yang berfanggung
jawab mengurust administrasi dan dokumentasi keuangan, selain iu juga
melibatkan atasan scbagai pembina dan penanggung jawab kegiatan yang se€cara
keseluruban berjumiah 9 (sembilan} orang. Berikut petikan wawanecara dengan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi dalam kegiatan in beliau
sebagal pemimpin kegiatan ;

“Sewug Pegawai dalan Sub Bagian Perencangan dan Sistem

Informasi terlibat akilf dalam kegiatan ini, atasan langsung de

pimpingn sebagai pembing dan penanggungjawab kegiatan. Tidak

semua pegawal di Dinas tertibar dalam kegiatan ini, meskipun

kegiatan ini mencakup lingkat sekolah mulal dari 7K, 8D, S5L77,

SLTA, akun tetapi kami melibatkan orang Sub Begian Keuangan

yang ahli dibideng keyangan sebagai bendahara dan bertanggung

Jjawab mengurasi administrasi  keuangan” {Fl, Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin, 13 Apni 2009},

Selam sumber daya manusia tersebut, berdasarkan hasil pengamatan
penulis pada Sub Baglan Perencanaan dan Sistem Informast bahwa dalam
membuat  surat-surat  administrasi, mereka menggunakan komputer yang
jwniahnya sebanyak 5 buah yang berumur [-2 tahun. Jadi serua administeas
dijalankan dengan komputer baik untuk mengetik maupun menyimpan data
sehingga urusan-urusan administrasi dapat dijalankan dengan cepat dan lancar
akan tetapl antara satu komputer dengan komputer lainnya masih belum

tersambung seperti jaringan.

Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP Ul, bigbversitas Indonesia



106

Pencrapan kebijakan sekolah gratis ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah
vang ada di Kabupaten Musi Banyussin, jadi secars otematis sumber daya
manusia yang ada di sckolah ikot berperan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Dalam wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Sekayu, beliau menjelaskan
siapa saja yang berperan di sekolah untuk melaksanaan kebijakan sckolah gratis
tersebut. Berikut petikan wawancaranya ;

“pada pelaksanaan di tingkat sekolah sumber daya manusia yang
tertibat adolah bendahara dan bagian Tata Usaha, Rendahara
berperan dalam pengelolaan administrasi keuangan sedang tata
usaha pada administrosi wmum.  Jedi uniuk pelaksanaan di
sekolah melibatkan 1 orang bendohara, dan | orang fata usaha.
Namun daiam pelaksenaarnya tetap berkoordinasi dengan kepala
sekolah” (WN, Kepala Sekoleh, 15 April 2009).

Penjelasan yang tidak jauh berbeda diungkapkan olch Kepala SMA

Rahmaniyah Sekayu :

“sepertf yang sudah difelaskan sebelumnya bahwa tiduk ada unit-

untt khusus yang dibeniuk untuk melaksunakan kebijokan sekolak

gratis ini puada tingkat sekolah. Swumber dava menusia vang

berperan adolah untuk mazalah administrasi kewangan ity

dilakukan oleh seorang bendahera, sedangken administrasi

umzmnya oleh seorang lala wsaha, selain it sudab tentu kepala

sekolah jugea tevitbat” (HI, Kepala Sekolah, 15 April 2009),

Untuk peralatan  yang digunakan  dalam  mendukung  pengelolaan
aciministrast kebijakan gratis ini baik dalam pengolahan daia atau penyimpanan

data, kedua sekolah menggunakan fasilitas komputer.

4.2.3 Sikap Pelaksana

Penysicnggara kegiatan kebijpkan sekolah gratis ini adalah Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, namun sebagal unsur pelaksana
atau pengelola kebijakan sekolah gratis yang diserahi tanggung jawab oleh Dinas
Pondidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sub Bagian Perencansan
dan Sigtem Informast.

Berdasarkan hasil pengamatan di lfapangan babwa sikap pelaksans datam
hal iy Sub Bagian Perencansan dan Sistem Informasi benar-benar menunjukkan
adanya kemauan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam kebijakan sckolah gratis tersebut. Hal ini bisa dilihat
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bagaimana Sub Bagian ini mengelola kegiatan mulai dari perencanaan usulan
kegiatan sampai pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang akan
dicapal dart kebijakan tersebut.

T3alam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem
Informasi mengenai sikap pelaksana kebijakan, beliay mengatakan :

“kami sehagai  wnil  organisasi yang  ditunjukken  untuk
bertanggung jawab dalam mengelola kegiaian kebijakan sekolali
gratis ini, harus benar-benar mempunyal komitmen yang tinggi
datam melaksanahan kebijakan fersebut. Hel ini kami lokukan
tentunya untuk mencopal ape yang menjadi tujuan kebijakan itu
sendiri, yaitu membantu meringankan beban ocrang luc siswa
terutama yang tidak mampu, kemudion juge membyai selurvh
anak usia sekolah vang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini
daput bersekolah sesual dengan jenjong pendidikannya masing-
masing yang pada akhirnya akan dapat mempercepal terwujudnya
kesefabteraan masvarakat”

Lebih {anjut beliau mengatakan ¢

“Strategi yang kami lokukan adeleh memyu suaiw keadilan,
ariinya setiap masyarakal mempunyai hak yamg samqa dalam
menyerolahbon anaknya, jadl dengan sendirinya anak berlomba-
lomba untuk belajar dengan menggunakan fasilites yeng swdah
distapkan tanpa dipungut biaya apapur”. (Fl, Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April 2009).

Dalam wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Sckayu, beliau
mengungkapkan bahwa

“Kebijakan Sekolah gratis sangal mentbanty orang tua siswa
ferwlama wnink orang twa yang tidak mampu, selain ity kebijakan
ini merupakan komitimen pemerintah daerah dalam meloksanakan
amanzi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 003 tentung Sistwewm
Pendidikan Nusional, karena itu keoni sebagai pihak yang terlibay
di tinghat sekolah bertekad wntulk menyukseskan kebifakan ini
Karena apa yang menjadi tujuan darl kebijaken ini komi pasdang
sebagai suatw hal yang sangal positif, olch sebab itu kami sangat
mendukung kebijokan sekolalt grotis ini™ (WN, Kepala Sckolah,
15 April 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Rahmaniyah
Sekayy, yaitu sebagai berikut

“kebijakan sekolah gratis ini, kami pandang sebagai hal yang
sangal positlf, olek karena ifu, kami sebagai pelaksana kebijakan
di tinghat sekolah saugai mendukung kebijakan ini, hal iai kemy
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perlihathan dengan melaksanakeot kabijakan ini df ingkat sekelol:
sesual dengun segala ketentuan yang berlaku terwtama masalah
pengaiokasian dari dana subsidi pengganti BP-3 vang diberikan”
{HI, Kepala Sekolah, 15 April 2009).

4.2.4 Strulctur Birokrasi

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini babwa struktur
birokrast yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin bekerja
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Musi Banyuasin Nomor § Tahuo 2008. Sedangkan untuk Sub Bagian
Perencanaan dan Sistem Informasi yang merupakan pengelala kebijakan sekolah
graus, sangat membantu dan tdak menyulitkan sama sekali. Hal ini penulis amati
mulai dari pendafzan jumlah siswa yang pada fabun-tahun berikutnyz hanya
dengan  mengirimkan kuisioner uniuk diisi oleh pihak sekolah mengenai
perubahan data siswa sctiap hunnya, Selain itu vang terlihat lebih jelas bahwa
struktur birokrasi yang ada sangat mempermaudah dalam proses pengambilan dana
bantuan yang diberikan. Hal #ni dikarcnskan adanya kerjasama dengan pihak
ketiga yaitu Bank Sumsel. Layanan yang diberikan pihak Bank Sumsel dalam
proses pencgiran dana bantuan fersebut disesusikan dengan data vang telah
diberikan eleh pihak Dinas Pendidikan Nasional terlebih dehula,

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sckolah Rahmaniyah dan juga
Kepala SMA Negeri 2 Sekayu. Berikut petikan wawanears dengan Kepala SMA
Rahmaniyah Sekayu .

“Kami seloiv mengambil uang baniwan sekolah davi Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin di Bank Sumsdl, sebelumnya teriebil
dahuly kami diberitahu bohwa dang bantear uniuk sekolah-
sekolah sudah keluar dan siap diambil df Bank Sumsel Di sana
sudah ada dafiar nama-nema sekolah vang menerima bamiuan
beserta jumieh nominal wang yang diterima, prosedur birokrasi
seperti ini sarna sekall tdak menyulitkan malak sangat membanin,
karena proses pengembifen dane bontvan sangat mudah” (Hl,
Kepuala Sekolah, 15 April 2609).

tal senada juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sekayu ;

“Banwman yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin disalurkan melalyi Bank Sumsel. Jadi pengambilan
dana bantuan tersebut langsung ke Bank Sumsel Dane vany
diberikan oleh pihak Bank Sumsel sesuni dengan data nama-noma
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sekolah dan jumiah siswa fiap-tiap sekelah yang telah diberikan
terlebih dahufu oleh Dinas Pendidikan Nasional. Jadi datont hal
pengambitan bantuan ini kami pihak sekoloh lidak mencemukan
kesulitan sama sekali, Birokrasi yang ada tidak menyulitkan sama
sekali, karena dipermudah dengan adanya kerja sama dengan
pihak ketiga dolow hal ini adalah Bank Swmsel” (WN, Kepala
Sekolah, 13 April 2009).
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BABS
ANALISA PENELITIAN

Pendudikan dipandang sebagai salah satu sektor vang memiliki peranan
penting dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, Seperti yang
diungkapkan oleh Tilaar dalam Fatah (Bab 2, h.34) bahwa pendidikan bertugas
untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara
terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakatnya dan
negara, juga terhadap umat maousia, Jelasnya, pendidikan mengandung muatan
misi untuk mengembangkan manusia baik sebagai individe maupun, warga
masyarakat alau warga negara, Kargna itu pula pendidikan merepakan proses
yang berlangsung terus untuk mengembangkan manusia. Melalut  proses
pendidikan ferjadi pembentukan dan pengembangan kepribadian, pendidikan juga
sebagat proses latihan vyang mencakup aspek pengetzhuan  (knowledge),
keterampilan (s4i) dan kepribadian {characier), terutama dilakukan dalam suaty
bentuk formula kegiatan pendidikan (persckolahan}). Karena itu tidak berlebiban
apabila dikatakan meskipun secara makro peningkatan suniber daya nianusia juge
mencakup aspek  ekonomd, namun dimensi uwtams dan  kuncinya  adalab
pendidikan, karena secarz umum pendidikan mempunyai  peranan vang sangat
sentral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk mencapai kemajuen di
sermua aspek kehidupan.

Sepertl diungkapkan pada bab satu mengenai latar belakang penelitian
bahwa pemberlakuan otonomi daerah memberikan dampak yang cokup berart
bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam meneatukan arab perbangunan di bidang
pendidikan, Melalui otonomi daerah ini, Pemetintah Kabupaten Musi Banyuasin
menrgeluarkan suatu kebijakan dt bidang pendidikan yaitu kebijakan sckolab
gratis. Hal i sejalan dengan yang diungkapkan oleh Wayong dalam Hasbullah
{Bab 2, h.32) babwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memeiihara dan
nicrajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri. menentukan

hukam sendird, dan pemerintzhan sendin.
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5.1 Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jaub lebih
penting dari pembuatan kebijakan-kebijakan hanya berupa tmpian atau rencana
yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Namun, dalam
implementast  kebijokan seringkali terjadi gap {kesemjangan) anfara yang
diharapkan dengan kenyataan (Bab 2, h.42),

Berkaitan dengan hal tersebut, Implementasi kebijakan sekolah gratis agar
dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya hares dipersiapkan dengan baik. Hal
ini disebabkan karena implementasi kebijakan sekolah gratis merupakan
kebijakan yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknys
suatu kebijakan sekolah grafis, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara
baik dalam implomentasinya, maks apa yang menjadi tujuan kebijakan sckoiah
gratis tidak akan efekiifl. Seperti yang dikemukakan oleh Jones (Bab 2, h.41) ada
tiga aktifitas yang signifikan dalam proses Implementasi agar dapat dilaksanakan
secara etektif, yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Sejalan dengan bal itu
maka penulis akan menganalisis implementasi kebijakan sckolab gratis di
Kabupaten Musi Banyuasin berdssarkan pada organisasi, interpretasi dan

pencrapaniya.

5.1.1 Organisasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Gratis

Kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Baoyuasin merupakan
leebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan i hadir berkat adanya kewenangan
pengelofaan  pendidikan  yang berubali dari sistem sentralisasi ke sistem
desentrafisasi, yang berarti pemerintah daerah mempunyas kewenangan yang lebth
luas dalam membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam
mengatasi permasalahan di bidang pendidikan. Hal ini sgjalan dengan teor
desentralisasi yang dikembangkan oleh Fasli Djalal, dkk (Bab 2, h.38), yaitu
adanya relasi antara desentralisasi dengan manajemen pendidikan, selain itu juga
seswai dengan apa yang dikemukakan oleh Halim dalam Hasbullah (Bab 2, h.38)
batrwwa desentralisasi pendidikan berarti fenadinya pelimpahan kekuvasaan dan
wewenang yang lebib luas kepads daerah untuk membuat pgrencanaan dan
mengambil keputusannya sendiri dalam mengartasi permasalaban yang diliadapi di

bidang pendidikan,

Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP U 3Bd¥ersitas Indonesia



13

Dalam mengimplementagikan suatu kebijakan tentunya dibutubkan umt-
umil tertentu  atau organisast scbagai pelaksana kebijskan. Scbagaimana
dikemukakan oleh Soenarke {Bab 2, h.41) bahwa organisasi dalam pelaksanaan
kebijakan dimaksudkan sebagai pembentukan atau penataan kembali badan-badan
atau unit-unit beserta metode-metode yang diperiukan untuk menyelenggarakan
rangkalan kegiatan guna mencapal fujuan yang terkandung dalam kebijakan.
Dinas Pendidikan Nasional merupakan suatu organisasi pemerintah yang ada di
Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak di bidang pendidikan, Keberadaan
institusl Dinas Pendidikan Nasional melalui tugas pokok dan fimgsinya memiliki
peran dan tanggung jawab vang besar untuk keberhasilan proses pembangunan
sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin, Berkaitan dengan hal itu
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasinlah yang ditunjuk sebagai
unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan sekolah
gratis ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa jika kita berbicara tentang organisasi
tentunya tidak lepas dengan sesuatu yang disebut dengan strukiur organisasi.
Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai
bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, vang sangat menetukan
pola-pola interaksi, koordinasi dan tingkah laku vang berorientesi pada tuges.
Struktur dapat dikatakan scbagal hubungan vang relatif tetap sifutnya, karena
merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan
sistem kerjasama. Pencermalan strukdur organisasi datam penelitian ini mencakup
spesialisasi pekerjaan, rentang kendalf serta hirarkhi organisasi yang berlaku pada
Dinas Pendidikan MNasional Kabupaten Musi Banyuasin, Jika melibat struktur
organisast Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, terlihat
hercorak pada model Weberian (Bab 2, h42) di mana dalam susunan
organisasinya ada pembagian kerja, pekerjaan dari sctiap bidang dipecah-pecah
sampai ke pekerjaan-pekerjaan vang sederbana dan rutin pada sub-suls bidang dan
ditetapkan dengan jelas. Selain itu hirarki wewenangnya jelas, di mana
memastikan babwa setiap jabalan yang lebih rendab berada di bawah supervisi
dan koutrol dari yang lebih tinggi. Adanya formalisasi yang tinggi,

ketergantungan kepada peratutan dan prosedur yang formal untuk memastikan
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adanya keseragaman dan unfuk mengatur perilake pemegang pekerjaan.
Hubungan-hubungan antar bidang dan antara atasan dan bawshan nidak
didasarkan atas hubungan pribadi (fupersonal). Pengambilan keputusan mengenai
penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan, seperti halnya meltbatkan
bendabara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dalam
pengelofaan kegiatan kebijakan sckolah gratis yang sesuai dengan keahliannya di
bidang kevangan.

Berdasarkan hal itw penunjukkan Sub Bapgian Perencanaan dan Sistem
Informasi di dalam Dinas Pendidikan Nastonal Kabupaten Musi Banyuasin
schagai Tim Panitia Pengelola kebijakan sekolah gratis ini memang sudah sesuat
dengan tugas pokok dan fungsi dari sub bagian tersebui, dengan demiican tidak
ada unit-unit baru yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi
Banvuasin untuk melaksanakan Rebijakan sekolah gratis.

Pada pelaksanaan di tingkat di sekolahpun tidak ada pembentukan unit-
unit khusug untuk melaksanakan kebijakan sekolah gratis. Dalam hal ini semus
piitak memanfaatkan wit-unit yang memang sudah ada, jad: dengan demikian
tidak menambab panjang struktur organisast vang ada, struktur organisast yang
efisien atau kava fungsi bisa tercapai.

Dari apa yang telah dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Sistem
Informasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan sekolah gratis mulai dari
perencanaan usul kegiatan sampai pada pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil
ternuan di lapangan sudah dilakukan dengan baik, di mana kegiatan-kegiatan
tersebut sesuai dengan prosedur yasg berlaku, scperti pada saat prosedur
pengajuan anggaran unfuk pembiayaan kebijakan sekolah gratis.

Sebagaimana hasil temuan yang telah diuraikan sebelumnya disebutkan
bahwa dalam penyusunan anggaran kebijakan sekolah gratis dibuat dalam saiu
paket yaitu dana subsidi pengganti BP-3 agar lebih mempermudah
pengadministrasian karena jenisnya sama, mempersingkat birokrasi dan juga
pendistribusiannya bisa dilakukan dalam waktu yang sama, selain itu juga strategi
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin
adatah pendidikan rmenuju suatu keadilan, setiap masyarakat mempunyai hak yang

sama dalamy menyckolahkan anaknya. Im berarti bahwa Dinas Pendidikan
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Nasional Kabupaten Musi Banyvuasin dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan dan
Sistem loformasi berpegang pada prinsip efisiensi dan keadilan. Prinsip cfisiensi
dan keadilan im ditemukao sejajar dengan prinsip yang dinyatakan pada pasal 48
ayat {1} Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang menyebutkan bahwa : “pengelolaan dana pendidikan berdasarkan
kepada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan
demikian, terdapat kesejajaran antara kebijakan pendidikan di tingkat nasional

dengan di daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

5.1.2 Interpretasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Gratis

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, interpretasi adalab hal yang
penting vang harus dilakukan. Ini penting dilakukan karena salah satu penyebab
kegagalan dalam mmplementasi suatu kebijakan karena adanya kesalahan dari
pelaksana kebiyjakan dalam menginterpretasikan apa yang dimaksud dan menjadi
tujuan dari kebijakan yang dibuat. Denpan kata lain keberhasilan implementasi
kebijakan mensyaratian agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.
Apa yang menjadi tufuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada
kelorpok  sasaran  (farget  grouwp) schingga akan mengurangl  distorsi
implementasi. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Soenarko
{Bab 2. h.41} bahwa interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan adalab berusaba
untuk mengerti apa vang dimaksudkan oleh pembentuk kebijakan dan mengetabui
betul apa dan bagaimana tujuan akhir dari kebijakan it .

Dalam kaitannya dengan implomentasi kebijakan sekelah gratis di
Kabupaten Musi Banyuasin, jika dilihat dari hasil temuan di lapangan, interpretast
dart Sob Bagian Perencansan dan Sistem Informasi sebagai unsur pelaksana
kebijakan sekolah gratis dalam implementasi kebijakan sekolah graiis ini sudah
sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kebijakan tersebut, seperit disebutkan
dalam kcbijakan babwa bantuan diberikan dalam bentuk dana subsidi pengganti
BP-3 dan biava rutin. Selain itu juga dijelaskan bahwa dana subsidi pengganti
BP-3 dianggarkan 65% untuk kesejahteraan guru, 25% kegiatan belajar mengajar
dan 10% untuk kegiatan OSIS dan ekstra karikaler, dan berdasarkan hasil temuan

di lapangan hal ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan.
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Pelaksana kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Ranyuasin sangat
memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini, yaitu meringankan beban
masyarakat untuk menyekolahkan anskaya serta meningkatkan pemerataan di
bidang pendidikan dengan membertkan kesempatan kepada seluruh anak usia
sekolah untuk dapat bersekolab tanpa dibebani biaya pendidikan, di mana tujuan
akhir dari kebijakan inf adalah mewujudkan kesejahteraan sosial magyarakat, ini
sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Midgley (Bab 2, h.22) bahwa ada tiga
elemen menciptakan kondisi kesejahteraan sosial : perfama, sejavhimana masalah-
masalah sosial diatur, kedwg, sejauhmana kebutuhan-kebutuban dipenuhi, dan
ketiga, sejauhmana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan,

Adanya komunikasi yang balk antara Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pibak pemerintah dengan pihak sekolabh
dalam proses implementasi kebijskan sekolah gratis ini memberikan kemudahan
bagi Dinas Pendidikan Nasional uniuk menginformasikan maksusd dari kebijakan
sckolah gratis kepada pihak sekolsh yang dalam penelitian inl adalab SMA
Rakmaniyah Sekayu dan SMA Negen 2 Sekayu. Hal ini dimsaksudkan agar pihak
sckolah mempunyai interpretasi atan pemahaman yang sama mengenai prosedur
dan tujuan dari kebijakan, sehingga pihak sekolahpun bisa memberikan dukungan
yang posiif untuk  keberhasilan  kebijakan sekolah gratis, sebagaimana
diungkapkan oleh Edwards dalam Jones (Bab 2, h.43) bahwa kebutuban vtama
bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa mereka yang mencrapkan
keputusan haruslah ahu apa yaog seharusnya mereka lakukan, Jika kebijakan
ingmn ditaksanakan dengan tepat, araban serta petunjuk pelaksanzan tidak hanya
diterima tetapt juga harus jelas, dan jika tidak jelas para pelaksana akan
kebingungan tentang apa yang scharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka
akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan
tersebul, yang mana pandangan mi seringkali berbeda dengan pandangan atasan
mereka.

Sebagaimana hasil temuan di lapangan bahwa Sub Bagian Perencanaan
dan Sistem Informasi dengan pihak sekolah yaitu SMA Rahmaniyah Sekayu dan
SMA Negeri 2 Sekayu memiliki pemahaman yang sama dalam hal alokasi

anggaran 65% untuk keseishiersan guru int adalah berupa pemberian insentif
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kepada gurn sesuai dengan beban kerja mercka masing-masing, demikian juga
untuk alokasi 25% dan 0% #tu disesuaikao dengan kebutuban dan kegiatan
sekolal masing-masing. Dalam atitan bahwa setelah dana bantuan tersebut sudah
diberikan kepada pihak sckolah maka itu sudah merupakan kebijakan sckolah
bagaimana mengatur alokast anggaran masing-masing ke¢butuhan atau kegiatan
yvang tentunya disesuaikan dengan ketentuan dalam kebijakan sekolah gratis.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interpretasi yang sama dan sesusi
dengan apa vang dimaksud oleh kebijakan gntara unsur pelaksang Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dengan pibak-pihak terkait yaitu
sekolah telah memberikan dampak yang positif bagi keberhasilan imopiementast

ik sendiri.

5.1.3 Penerapan dalam Pclaksanaan Kebijakan Sekolah Gratis

Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyal dampak atan
tujuan vang diinginkan, Dalam proses implementasi, aplikasi atau penerspan
menurut Jones {(Bab 2, h.4l) merupakan salah satu aktifitas vung samgal
signifikan untuk kebechasitan implementasi kebijakan tersebut. Aplikasi dalam
polaksanaan  kebijakan adalsh penerapan segala keputusan dan  peraturan-
peraturan-peraturan dengan melskukan kegiatan-kegiatan untuk terenlisasinya
Wyjuan kebijakan itu (Soenarke, Bab 2, h.41).

Kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang telah
dikcishui merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk pembebasan biaya
sekolah negerl dan swasta dan Hingkat SD, SLTP sampai deagan SLTA.
Kebtjakan sekolah gratis dilaksanakan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.
Kebijakan ini hadir bermula dari adanya kemauan politik (political will}
Pemerintab Kabupaten Musi Banynasin entuk meningkatkan kualitas SDM di
daerab ini, di mana bupati yang menjabat pada saat itu adafah Alex Noerdin.
Namun sampal akhir masa kepemimpinan beliau hingga di gantikan dengan
kepemimpinan bupati yang baru { Fahri Azhari), kebijakan sekolah gratis ini tetap
dilasyutian. Karena kebijakan sckolah gratis int merupakan kebijakan di bidang
pendidikan dalam rangka memeouhi hak pendidikan bagi sehiruh wargs
Kabupaten Musi Banyuasin yang mengedepankan prinsip  keadilan  untuk

pertuasan akses pendidikan masyarakat, Dengan demikian jika dikaitkan dengan
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pembangunan sosial, kebijakan sckolah gratis adalah kebijakan di bidang
pendidikan yang merupakan bagian dari pembangunan sosial seperti yang
diungkapkan olech Subarto (Bab 2, k. 29). Selain ity bahwa adanya keberlanjutan
{sustainabifity} dari kebijakan sekolah gratis ini meskipun sudah ada pergantian
kepermmpinan,

Penerapan kebijakan sekolah gratis ini seperti telah disebutkan sebelumnya
babwa dilaksanakan dengan prinsip kesamaan dan kerataan keadilan dalam
pendidikan. Implementasi kebijakan yang bersifat khas adalah tidak ada
pembedaan pembebasan sekolah antara murid kaya dan miskin, Padahal logika
yang berkembang adalah pendidikan bersifat subdisi silang, di mana anak-anak
orang kaya membayar blaya pendidikan, kalan perlu lebih mahal, sementara yang
miskin dibehaskan., Unstuk Kabupaten Musi Banyuasin, anak orang kaya dan
miskin diperizkukan sama dalam pembebasan biaya sekolah, Penerapan kebijalcan
ini berupa pemberian bantuan dana subsidi pengganti BP-3 dan biaya rutin.
Alokasi anggaran lebih dari 209% yang disedizkan oleh Pomerintah Kabupaten
Musi Banyuazin untuk dana pendidikan mierupakan suatu komitmen yang tegas
dari Pemerintah Kabupaten ini dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5.1.3.1 Pembiayaan Kebijakan Sekolah Gratis
1. Dana Subsidi Penggandt BP-3

Sebagaimana basil temuan di lapangan bahwa besarnya dana subsidi
pengganti BP-3 untuk tiap-tiap sekolah adalah bertingkat sesuai dengan standar
analisa kebutuhan untuk bap-bap sekolah dan juga berdasarkan pada berapa
jumiah rupiah vang yang dipungut oleh pihak sekolah ketika masih berlakn {oran
BP-3 sesuai harge pasar yang berlaku dengan tingkat kewajaran,

Hal ini menunjukkan balwa dalam mengajukan anggaran untuk bastuan
sckeolah ini mempunyai standar vang jelas. Standar vang jelas berarli scsuas
dengan Analisa Standar Belanja, yang mana di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 58§ Tahun 2005 Pasal 39 ayat {2) menyebutkan “Penyusunan anggaran
dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja,
standar satuan harga, dan standar pelayanan minimat. Penentuan besarmya nilat

nominal bantuan yang akan didistribusikan dalam kegiatan sckolah gratis
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merupakan hasil dari pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
ketika dalam pembahasan usulan kegiatan unit kerja. Besarnya bantuan juga
dikaitkan dengan jumlab siswa sekolah masing-masing dengan demikian dapat
diasumsikan penerimaan sekolab ketika pada waktu masih berlaku pungutan BP-3
dibandingkan dengan penerimaan sckolah dengan jumlah dama vang diterima
dalam program baniuan sekolah ini sama besarnya.

Gury merupakan kekuatan utama dalam menggerakkan sekolah, karena
merupakan agen pengalib Unmw kepada peserta didik. Hal inilah sepertinys yang
melatarbelakangi alckasi anggaran 065% uniuk kesejahteraan gury darl dana
subsidi pengganti BP-3, selain itu juga, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahur 2005 tentang Guru dan Dosen, vang pada pasal 18 menyebutkan bahwa
Pemerintah wajib membertkan tunjangan khusus kepada guru.

Untuk pemberian bantuan berupa dana subsidi pengganti BP-3 antara
sekolah SMA Negeri 2 Sckayu dengan SMA Rahmaniyali Sekayu tidak ads
perbedaan. Begitupun dalam peruntukkan dana pengeanti BP-2 vang masing-
masing dialokasikan 65% untuk kesejahteraan gune, 25% unituk kegiatan belajar
mengajar dan 0% untuk kegiatan osis dan ckstra kurikuler. Ind berarti bahwa
Pemerintah Kabupaten Must Banyussin  tidak membeda-bedakan  dalam
memberikan bantuan dana sebsidi pengpanti BP-3 antars sckolah negeri dan

sekolah swasia,

2. Bantuan Biaya Rudia

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalamy kebijakan sekolab gratis
tidak hanya membebaskan biaya sekolah tetapi juga memberikan perhatian
kepada kebutuhan operasional sekolah, yaitu dalam bentuk biaya ratin, karena
secara logika penyeclenggarsan pendidikan di sebush  sekolab  tentunya
membutubkan biaya operasional afau pemeliharaan sckolah, baik ity unfuk
pemcliharaan gedung, membayar listrik, telpon, air, dil

Bantuan biaya rutin dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin inf hanys
diperuntukkan bag sekolah-sckolah negeri yang ada di bawah naungan
Pemerintab Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan untuk sekolah-sekolah
swasta dan sekolah-sekolah vang ada di bawsh Dcpartemen Agama tidak

mendapatkan bantuan biaya vutin ini. Hal ini sebenarya bukan karena Pemeriatah
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Kabupaten Musi Banyuasin berat sebelah atau lebih mementingkan sekolah negert
namun lebih karens keuangan daerah yang belum memungkinkan unfuk
rmemberikan bantuan blaya rutin juga kepada sekolah swasta ataupun sekolah
vang ada di bawah naungan Departemen Agama, ini berarti bahwa apa vang telak
Pemerintah Kabupaten Musi Baoyuasin dalam prosgs penerapan kebijakan
sekolah gratis menyesuaikan dengan situasi dan kondisi vang ada. Hal ini sejalan
dengan teori seperti yang diungkapkan oleh Soenarko {(Bab 2, h.41) bahwa dalam
sugtu pensrapan memuat apa yang disebut adapted implementation, yaitu
pelaksanaan dengan momperhatiken dan menyesuaikan dengan keadasn untuk
keberhasilan tereapainya tujuan suatu kebijakan. Lagi pula di samping itu sekolah
swasta Dbissanya didirikan ofeh scbuab yayasan yang tenfunya memberikan
bantuan biava eperasional sckolah yang didirikannya.

SMA Rabhmaniyah Sekayy merupakan sekofah swasta yang didirikan oleh
Yayasan Rahmany Sekayu. SMA ini mendapatkan bantuan biaya ruiin untuk
operasional sekolah dari yayasan pendininya, yaitu dengan melakekan subsidi
silang antara perguruan tinggi swasta Rahmany demgan SMA Rahmaniyah
Sekayu, selain i jugs untuk bantuzn biaya rutin ini, SMA Rahmaniyah dapatkan
melalui penartkan  dana bagi siswa baru yang disebut “uang pembangunan™.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan kelonggaran
kepada pihak sekolah swasta untuk menarik uang pembangunan tecsebut. Namun
untuk sckolah negeri sama sekali tidak dibenarkan oleh Pemerintah Daerah uniuk
nenarik dana apapun karenz untuk bantuan biaya rutin telah diberikan bantuan,

Besarnya biaya mtin untuk tiap-tiap sekolah negeri Lerdasackan dari
jenjang dan jenis pendidikan. Ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin memberikan banfuan blaya nutin benar-benar menyesuaikan dengan
kebutuhan gekolsh, Pada SMA MNegeri Z Sekaya biaya rutin yang diterima oleh
sekolah ini samz dengan sekolah-sckolah negeri vang lain untuk tingkat SMA

yaitu sebesar Rp, 13.000.000 per bulan.

5.1.3.2 Proscs Pengambilan dan Pendistribusian Dana Anggaran
Pada proses pengambilan dan pendistribusian dana anggaran kepada tiap-
tiap sekolgh terlthatl bahwa adanya kerjasama pihak Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Musi Benyuasin dengan Bank Sumsel, di mana penyaluran dang
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bantuan ke sekolab-sekolgh diberikan melalui pibak ke liga yaitu Bank Sumsel,
yang sebelumnya pihak Bank Sumsel sudah terlebih dabulu memiliki daftar
nama-nama sekolah dan jumiah dana yang diterima oleh masing-masing sekolah
yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Must
Banyuasin.,

Mekanisme penyahsran dana bantuan ke sekolah-sckolah melalui pihak
ketiga (Bank Sumsel) sepert ini membuat keamanannya lebih terjamin dan nila
nominal vang ada pada dafiar sama dengan jumlah nominal yang diterima, dengan
demikian tidak ada pungutan-pungutan atau penyunatan dana yang dilakukan oleh
pihak Dinas Pendidikan terhadap dana kegiatan kebijakan sekolah gratis, hal i
juga bisa mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran yang tidak perlu.

Kerjasama Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dengan
Bank Sumsel ini sangat membantu dan mempermudah pihak sckolah yang
menerima bantuan kebijakan sckolah gratis. Dengan kegiasama inl, proses
pengambilan dana bantuau oleh pihak sckolab tidak mengalami kesulitan sama
sekali, artinya tidak harus melewati birokrasi yang berbelit-belit,

Dari berbagal basil penelitian di japangan, penulis berkesimpulan bahwa
penerapan dalam implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin
sudah sesuai dengan prosedur dan fujuan dari kebijakan itn sendiri selain itu juga
adanya kerjasama dengan pihak Bank Sumsel serta pemberian dana bantuan yang
disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah merupakan suatu pelaksanaan yang
dilakukan dengan memperhatikan dan menyesuvaikan dengan keadaan vang ada

untuk fercapainya mencapat Wwjuan dari kebijakan sekolah gratis,

8.2 Fakior-Fakter Yang Mempengaruhi Implemeniasi Kebijakan Sekolah
Gratis di Kabupaten Musi Baayuasin
5.2.1 Komunikasi
Agar implementasi berialan efektif, maka pihak-pihak yang memiliki
tanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan harus mengetabui bahwa
apa yang harus mereka lakukan. Perintah-perintah untuk mengimplementasikan
kebijakan harus disampaikan kepada orang-orang yang tepat secara jelas, akurat

dan konsisten. Apabila terdapal kejelasan, konsistensi, serta keseragaman
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terhadap suatu standar dan fujuan kebiiakan, standar dan fujnan kebijakan akan
mudah tercapai. Dengan kejelasan iy, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui
apa yang diharapkan darinya dan tshu apa yang harug mereka lakukan, Dalam
suatu organisasi publik, seperti balnya pemerintah daerah, komunikasi sering
merupakan proses yang sulit dan komplek.

Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu
organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain sering mengalami
gangguan, baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda
memberikan inferpretasi yang tidak sama terhadap standar dan tujuan, atau
sumber informasi sama membertkan inferprerast vang penuh dengan perientangan,
maka pada saat pelaksana kebijaken skan mencroukan suatu kejadian yang lebih
sulit untuk melaksanakan kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek
inplementas: kebijakan zecara efektf, sangat ditentukan oleh kejelasan standar
dan tujuan kebijakan dan dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan
secara akurat dan konsisten.

Berdasarkan hasil tereoan babwa komunikasi yang difakukan oleh Dinas
Pendidikan Nasional kabupaten Musi Banyuasin dalam mensosialisasikan
kebijakan sekolah gratis di lakukan dengan mengumpulkan semua kepala sekolah
yang ada di Kabupaien Musl Banyuasin, Hal ini dinilai cukup berhasii dalam
monsosialisasikan kebijakan ini. Pihak sekolah vang diwakilkan oleh kepala
sekolah masing-masing bisa memahami apa yang menjadi tujoan dari kebijakan,
Karena sesungguhnya implementast kebijakan harus ditenima oleh semuua personel
dan harus mengerti secera jelag dan akurat mengenai maksud dan fjuan
kebijakan. Hal im bisa terlihat pada kenatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari
tingkat SD, SLTP sampai dengan SLTA serta menurunnya angka buia aksara, Ini
berarti sosialisasi kebijakan sekalah gratis yang dilakukan sudah benar-benar
akurat dan dipabami oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Edwards 111 {Bab 2, h.47) bahws komunikasi dalam implementasi kebijakan
mempunyai peranan penting vang fidak hanya bagi implementor, tapi juga bagi
“policy maker”. Implementasi vang efektif akan tercipta bila pelicy maker dalam
meminta para pelaksana (implementor) untuk melaksanakan kebijakan tidak

hanya dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapt vang lebidy penting adalab
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konsistensi komunikast yang jelss dan tegas. Perlu dihindari adanya suvatu hal
yang menimbuikan kegaduban, kebingungan diantara para pelaksana. Hal yang
lebih penting lagi harus adanya ketetapan dan keakuratan informasi kebijakan,
sehingga para pelaksana dapat mengetahul dengan jelas, yang sebarusnya mereka
lakukan.

Selain itu sosialisast kebijakan sekolah gratis ini dibantu oleh pihak-pibak
seperti Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Musi Banyuasin, Dewan
Pendidikan, Kantor Departermen Agama beseria jajarannuya, Camat, Lurah dan
Kepala Desa, Tkut berperannya pihak-pihak yang terkait dalam mensosialisasikan
kebijakan sekolah gratis ini merupakan suata bentuk dukengan untuk keberhasilan

kebijakan

5.2.2 Sumber Daya

Berdasarkon tesmuan di lapangan bshwa sumber daya manusiz yang
dimiliki oleh Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasl sebagai Tim
Pengelola Kegiatan Kebijukan Sckolah Gratis sudah cukup, baik itu dari segi
kualitas maupun dad segi kuantitas. Sumberdays manusia yang fidak memada;
(jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara
sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Namun
kegagalan dalam implementasi kebijakan lebih banyak disebabkan oleh SDM
yang korang memuasksn atau kurang handal. Jumlah SDM yang banyak tidak
menjamin suksesnya suatu implementasi kebijakan walaupun jumlah SDMI
menentukan, Dengan demikian bahwa jumizh SDM tersebut harus diimbang:
dengan keterampilan stay keahban. Sebagaimans yang diungkapkan oleh
Winarno (Bab 2, h49) bahwa jumiah staf yang banyak tidak secaras otomatis
mendorong implementasi yang berhasil. Hal tni disebabkar olebh kurangnya
keeakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemenintalr ataupun staf, namun disisz
yang latn kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan pelik menyangkut
implementasi yang berhasi,

Keteriibatan staf {ain vaitu seorang bendahara di dalam Sub Bagian i
merupakan suatu wujud untuk melengkapi keterampilan dan keahlian SDMnya.
Di mana bendahara mempunyai keahlian dan mengurusi administrasi dan

dokumentasi kegangan.

N . _ Univarsitas Indonesia
Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP Ul, 2009



126

Demtkian juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak sckolah
baik #u SMA Negerl 2 Sekayu maapun SMA Rahmaniyah Sekayn dalam
pelaksanasn kebijakan sckolab gratis sudah sesuai dengan fugasnyas masing-
masing seperti dalam hal mengurusi pengelolaan banluan vang dibertkan
pemoerintal,

Selain sumber days wmanusia, komputer merupoken fasilitas yang
digunakan untuk mendukung proses implementasi kebijakan sckolah gratis,
Fasilitas yang dimiliki oleh Sub Bagian Perencanaan dan Sistemn Informasi serta
pihak sekolah masih cukup memadai dalam membantu kelancaran aktifitas untuk

proses implementass kebijakan sekolsh gratis.

5.2.3 Sikap Pelaksana

Salah satu faktor vang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan
adalah sikap implementor, Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari
kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika
pandangan mercka berbeda dengan pembuat kebiiakan maka proses umplementasi
akan mengalami banyak masalah.

Berdasarkan hasil ternuan bahwa Sub Bagian Perescanaan dan Sistem
Informasi scbagai pelaksana kebijakan sekelah gratis menunjukkan suaty
komitmen vang tinggi terhadap kebyskan i, Hal ini terlihat apa vang telah
dilakukan untuk melsksanakan kebijakan sckolah gratis, mudai dart merumuskan
perencanasn kogiatan sampal pada melaksanakan kegiatan, termasuk juga dalam
hal melakukan sosiafizasi hisgea semua upsur pelaksana hingga ke tingkat
sckolah memiliki pemabaman yang sama tentang maksud dan wjnan dard
kebijakan sckolaly gratis, Begitu juga apa yang telah dilakukan olel pthak sekolah
yaitu SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah Sekayu sangat mendukung
dalam pelaksanaan kebijakan sckolah gratis ini.

Bagian Sub Perencanaan dan Sistem Informasi serta pitiak sekolah ini juga
sangat memahami maksud dan sasaran kebijakan serta benar-benar melaksanakan
proses implementasi kebijakan sckolah gratis sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai dari kebijakan itu. Hatl ini dilakukan karena para pelaksana kadangkala
mungkin memabami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami

kegagslan dalam melaksanakan kebijakan secara tepat karena mercka menolak
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tujuan yang ads didalamnva schingga secars sembunyi nengalihkan dan
menghindari implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan
oleh BEdwards 111 (Bab 2, £.49) balwa implementasi kebijakan, jika ingin berhasil
secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang
harus dilakukan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan
kebijakan tersebut.

Sebagat kebijgkan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Mus
Banyuasin tentunya kebijakan sekolah gratis ini mendapai dukungan yang sangat
bagus dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin., Dukungan dari pemerintah
daerah ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan
secara efekiif dan efisien. Wujud dari dukungsn pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin adalah menempatkan kebijakan sekoleh gratis menjadi prioritas utama

kebijakan di bidang pendidikan.

5.2.4 Struktar Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat difepaskan dari
strukiur birokrasi. Strukiur birokrasi adalah karakteristik, norma-norms, dan pola-
pola hubuagan yang terjadi berulapg-ulang dalam badan-badan eksekutif vang
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyaia dengan apa yang mereka
miliki dalam menjalenkan kebijakan.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa strukiur birokrasi yang ada pada
Dipas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendukung dalam
pelaksanaan kebijakan sckolah gratis ini. Seperti teriihat dalam proses penyaluran
dana ke sekolah-sekolah, sangat memberikan kemudshan kepada pihak sekolah.
Kerjasama yang dilekukan antara Pemerinizh Kabupaten dengan Bank Sumsel
membual birckrast penyaluran dana javh lebih mudsh dan lebih transparan,
sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan di dalamnya, Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Edwards [T (Bab 2, h.50) bahwa struktur birokrasi merupakan
faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sebab meskipun
sumber untuk mwengimplementasikan kebijakan cukop dan pelaksana mengetshui
apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai kemausn untuk
melaksanakannnyq, implementasi kebijakan bisa jadi belum cfektif karena

strukiur birokast yang tidak cfisien. Struktur organisasi yang kaya fungsi akan
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lebih efektil dalam mengimplementasikan  kebijakan dibandingkan dengan
strukiur organisasi vang panjang, karena organisasi dengan strukfur vang panjang
lemah dalam sistem pengawasan.

Dari semuz  faktor-fakior yang telah divratkan di atas, peoulis
menyimpulkan  bahwa fakior vyang paling dominan berpengaruh  dalam
implementasi kebijakan sekolalh gratis adalah fakfor birokrasi, selain itu jugs
karena fakfor birokrasi mempunyal pengarch terhadap sikap pelaksana, karena
seperti vang {elah diungkapkan sebelumnya bahwa walsupun pelaksana
mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai kemauan
untuk melaksanakannnya, implementasi kebijakan bisa jadi belum efekiif karena
struktur birokast yang tidak efisien. Namun demikian keempat fakior tersebut
saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan sistem yang
saling ketergantungan dimana suatu kebijakan tidak dapat mencapai sasaran jika
salah saty komponen tidak berfungsi. Ini merupakan sebuah sistem dimana suatu

kebijzkan tidak dapat mencapai sasaran jika salah satu komponen tidak berfungsi.
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BABG6
RESIMPULAN BAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah hal yang menentukan dan
merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Hal mi seperti vang
diutarakan oleh Meter dan Hom yvang menvatakan bahwa implementasi kebijakan
sebagai suatu tindakan vang dilakvkan oleh publik maupun swasta baik secara
individu maupun kelompok yang ditujukan vatuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Sehubungan dengan hal itu, implementasi kebijakan yang didakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan suatu implementasi kebijakan
di bidang pendidikan, yaitu kebijakan sekolah gratis, Implementasi kebijakan im
sudal berdangsung sejak tahun 2003 sampal dengan sekarang. Berdasarkan data-
data yang telah diraikan sebelumnya bahwa kebijakan di bidasg pendidikan ini
telah membuahkan basil. Hal ini secara koantitatif dapat dilihat dan mesurunkan
angka buta aksara dan adanya peningkatan Anghka Partisipast Kasar (APK] baik
dary tingkat SD sampai dengan SLTA. Berkaiian denpan hal ity maka penulis
tertarik untuk mengeiahui bagalmana proses implementas: vang telah dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan kebijakan
sckolah gratis ini serta fuktor-faktor yang mempengarubi implementasi kebijakan
sckolab gratis dengun mengambil studi kasus pada SMA Negeri 2 Sekayu dan
SMA Ralmaniyah Sekayu Kabupaten Musi Baaynasin

Berdasarkan hagsil analisis yong telah dipaparkan pada bab sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanzan kebijakan sekolah gratis di
Kabupaten Musi Banyuasin tidak lepas dari suatu aktififitas yang dilakukan dalam
proses implemenlasi kebiiakan yailu organisasi, interpretasi dan penerapan.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam roelaksanakan kebijakan sekolah
gralis ini tidak membentuk organisasi atau unit-unit yang baru. Yang diserahi
tanggung jawab uniuk meiaksanakan kebijakan int adalah Dinas Pendidikan

Nasieral Kabupaten Mesi Banyvasin sebagai Dinas yang bergerak Ji Bidang
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pencidikan. Proses penyelenggaraan kebijakan sekolah gratis mulai dan
perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Sub Bagian
Perencanaan dan  Sistem Informasi Dinas Pendidikan Nasional. Strukfur
organisasi Sub Bagian ini dilihat darl hubungan vertikal berada dua level ke
bawab dengan Kepala Dinas. Dilihat dari jumlah personil dan perangkat kerja
yang digunakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan
sekolah gratis dapat dikatakan cukup efisien dan efektif. Untuk pelaksanaan
kebijakan sckolah gratis di tingkat sekolah baik {tu SMA Negeri 2 Sekayu dan
SMA Rahmaniyah Sekayu juga tidak ada dibentuk unit-unit khiusus, Pelaksanaan
kegiatan kebijakan sekolah gratis di tingkat sekolah mi dilakukan oleh seorang
bendahara sebagai pengelola administrasi keuangan dan lata usaha sebagal
pengelola adiministrasi umumn.

Pelaksana kebijakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat
sckolah mempunyal interpretasi kebijakan yang sama dalam  pelaksanaan
kebijgkan sekolah gralis, ferutama dalam pengalokasian dana subsidi penggant
BP-3 yaitu 65% untuk keseishieraan guru, 25% biaya ATK kegiatan belajar
mengajar dan 10% untuk kegiatan O8IS dan ekstra kunkuler.

Penerapan dalam pelaksansan kebijakan sekolzh gratis sudsh sesual
dengan prosedur yang berlaku, Bantuan danz subsidi penggantt BP-3 vang
merupakan bentuk bantuan dart kebijakan sekolah gratis diberikan sesuai dengan
besarnya iuran sckoiah yang dibayar oleh siswa ketika masih berlaku dan
disesuatkan dengan perubahan harga. Besarnya bantuan dana subsidi penggantl
BP-3 yang diberikan pada sckolah {(SMA Neger: 2 Sckayu dan SMA Rahmaniyah
Sekayu) berdasarkan padz banyak jumlah siswa yang ada pada masing-masing
sekolah, jadi pemerintah tidak membedakan bantuan dana subsidi pengganti BP-3
antara sekolah negeri dan swasta. Namun untuk bantuan biaya rutin yang
digunakan sebagai biaya operasional sekolah, Pemerintah Kabupaien Musi
Banyuasin hanya memberikan bantuan kepada sekolah negeri yang ada di bawah
pemerintab daerahnya, termasuk SMA Negeri 2 Sekayu. Sedangkan untek SMA
Rahmaniyah sebagai sekelah swagta tidak mendapatkan bantuan biaya rutin
untuk kebutuban operasional sekolah, SMA Rahmaniyah dibaniu oleh vayasan

pendirinya melalui subsidi silang antara universitas swasta dan SMA Rahmaniysh
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yang keduanya mierupakan sekolah dan universitas yang didirikan olelh yayasan
yang sama, yaitu Yayasan Rahmany. Selain ite sumber biaya operasional SMA
Rahmaniyah juga didapatksn meclalui uvang pembangunan yang dipungut dari
siswa pada sast pertama kali mendaftarkan diri sebagai gsiswa SMA Rahmaniyah
Sekayu sebesar Rp, 300.000,- per siswa, Rerdasarkan pada fujuan program, pihak
sekolah tidak memungut vang BP-3 dari murid sehingga tujuan darl program
tersebut untuk meringankan beban orang tus siswa berhasil, akan ietapi pungutan
lain diluar furan wajib siap bulan juga masih ada yvakni adanya punguiar uang
pelgjaran tambahan komputer sebesar Rp.15.000,- untuk SMA Rahmaniyah
Sekayu. Selain itu ditomnukan juga bahwa bantuan sekolah sering kali fidak datang
tepat waktu, Dart pemjadwalan pencairan dass yang diusulkan oleh Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin empat kali dalam satu {ahus atau
satu kali per inwulan, sertng kall tidak lancar Akibat febih lanjut dani
keterlambatan turunnys bantuan ferscbut pada sekolah adafah pihak sekolah juga
teriambat membayar tunjangan keiebihan jam mengajar, dan tunjangan-tunjangan
vang lain. Akibat dari keterlambatan tersebut yang paling terasa adalah bagi guru
horeor murni, karena gucu honor ini tidak ada penghagiian bulanan seperti halnya
PNS.

Dalam proses implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi
Banyuasin juga tidak lepas dari pengamh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi kebijakan tersebut adalnh komunikasi, sumber daya, sikap
pelaksana dan strukiue birokrasi. Komunikast yang dilakukan oleh pibak Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Baayussin kepada pihak sekolah dalam
mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis dinilai cukup berhasil
karena hal itu membuat pihak sekolah memiliki interpretasi vang sama dalam
pelaksanaan kebijakan sekolah gratis. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin maupun pibak sckolah
sudah cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang ada. Begitupun untuk
fasilitas yang digunakan masih sangat memadai dalam membaniu kelancacsn
aktifitas untuk proses implementasi kebijakan sekolah gzratis. Sikap pelaksana
menunjitkkan komitimen yang tinggi terbadap pelaksanaan kebijakan. Mulai dari

proses perencanaan kegiatan sampal pada pelaksanaan kegiatan dilakukan benar-

Universifas Indonesia
Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP Ul, 2009



132

benar sesuai dengan apa yang dimaksud kebijakan dan tujuan dari kebijakan,
Struktur birokrasi yang ada pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten sangat
mendukung dalam proses implementasi kebijakan sekolah gratis, karena sangat
memberikan kemudahan bagi pihak sekolah seperti dalam proses penyaluran
bantuan kepada pthak sckolah. Dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi
dalam implementasi kebijakan sekolah gratis, faktor strukfur birckrasi vang paling
dominan. Karena selain berpengarub dalam implementasi kebijakan sekolah grats
juga berpengaruh terhadap sikap pelaksana. Namun demikian keempat faktor
tersehut saling berinterakst dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan sistemn
yang saling ketergantungan dimana suaty kebijakan tidak dapat mencapat sasaran
jika salah saty komponen tidak berfungst. Ini merupakan sebuah sislem dimana
suatu kebijakan fidak dapat mencapal sasaran jika salzh satu komponen tidak

berfungs:.

6.2 Rekomendast

Dalam penelitian ini rekomendasi yang ingin disampaikan kepada yang
berwenang dalam menyelenggarakan kebijaken sekolah gratis, kepada pihak
sekolah sebagai penerima bantuan dan untuk penelitian selanjutnya adalah sebapai
berikut:

I. Pihak Pemerintah Kabupaten harus peka terhadap upaya-upaya pihak sekolah
yang mengadakan pengutan-pungutan lain vang akan membebani orang tus
siswa  dengan  mencari  celah-celab yang dapat dimanfaatkan  untuk
mendapatkan legalisasi dari masyarakat (orang ftua siswa) vang akhimya
mengurangt tujuan program bantuan sekolah sehingga sekolah menjadi lebih
mabial kembali. Selsin ity untuk menghindad terjadinya hal ini maka pihak
Pemerintah Eabupaten Musi Banyuasin harus adil antara sekolah negeri dan
sekolah swasta dalam memberikan bantuan kebijakan sekolah  gratis
khususnya untuk bantuan biaya rutin.

2. Dalam penvampaian dana bantuan ke sckolah, diharapkan kepada pihak
Pemerinizh Kabupaten Musi Banyuasin, agar diupayakan bantuan selaly tepat
waktu, karena pihak sekolah sangal mengharapkan dan sangat bergantung
pada bantuan tersebui, padahal disisi [ain pihak sekolah tidak boleh memungut

turan lagi dari murid, Akibat dari keterlambatan bantuan yang diterima oleh
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pihak sekelah akan mengganggu kinerja dari para guru terutama guru bhonor
yang tidak mempunyai penghasilan lain. Selain ity ada kemungkinan apabila
kinerja para guru measurun, maka prestasi sckolsh, mutu pendidikan secara
umium akan furun. Jangan sampai tujuan program yang sangat mulia tersebut
jadi merusak prestasi dan mutu pendidikan karena tidak batk dalam
pelaksanaannya,

Pihiak sekolaly harus bisa mengantisipasi jika bantuan yang diberkan terfambat
datang, salsh salu cara yang mungkin dilakukan adalah melalui dana talangan.
Dana talangan ini bisa dipinjamkan dart kas sekolzh atau sumber-sumber lain
yang memungkinkan. Sehingga pihak sekolab tetap bisa membayarkan honor
guru tepat pacla waktunya.

Untuk penelitian sclanjutnya, sebaiknya memasukkan anak (siswa) sebagai
informan. Karena anak (siswa) juga termasuk vang merasakan dampak dari

kebijakan sekolah gratis i,
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Lampiran 1. Profil Informan

No Informan Profil Informan Inisial Jurniah
[ | Pejabat Daerah | Usia : 56-an tahun, Pendidikan: S2, YN 1 orang
Kabupaten Jenis Kelamin: Laki-Laks,
Musi Pekerjaan:  Sekretaris  Daerab
Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin
2 | Pejabat  pada { Usia @ 50-an tahum, Pendidikan: 82 | MA, Fi, | 3 orang
Dinas Jenis Kelamin: Laki-Laki, MO
Pendidikan Pekerigan:  Sekretaris  Dinas
Nasionzl Pendidikan Nasional Kab, Muba
Kabupaten
Musi {sia : 40-an tahun, Pendidikan: S1
Banyuasio Jenis Kelamin: Laki-Lakz,
Pekeriaan: Kepala Sub Bagin
Perencanaan dan Sistemy Informasi
Dinas Pendidikan Mastonal Kab.
Musi Baryuasin
Usia ; 35-an tahun, Pendidikan: 51
Jenis Kelarin: Laki-Laki,
Pekerjaan:  Bendahara  Dinas
Pendidikan Nasional Kab, Muba
3 | Kepala Sekolah | Usia ; 50-an tahun, Pendidikan: ST | WN, HI | 2 orang
Jenis Relamin: Perempuan,
Pekerjaan: Kepala SMA Negeri 2
Sekayu
{isia » 30-an tahun, Pendidikas: St
Jenis Kelamin; Laki-L.aki,
Pekerjaan: Kepala Rahmaniyah
Sekayu
4 | Guru Usla ; 25 an tahun, Pendidikan: S1, | LA, RI | 2 orang
Jenis ¥elamin perempuan
Usia : 25 an tabun, Pendidikan: S,
Jenis Kelamin Laki-Laki
5 | Orang Tua {Usia © S0 - 60 an tshus, | NY,KI | Zomang
Siswa Pendidikan: SMA, Jenis Kelamin
Perempuan
Jumlah [ orang

Sumber: Hastl Penelitian, 2609

Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP Ul, 2009



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Beberapa pertanyaan dalam pedoman wawancara penelitian int adalah

sebmgal berikut

¢ Pciabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

> Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis

I

LR ]

Bagimana schenamyva ide awal dad kebijakan pendidikan
gratis ini 7

Apakah ada lembaga Kkhusus yang dibentuk untuk
melaksanakan kebijakan pendidikan gratis 7

Instansi apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
pendidikan gratis ini ?

Bagammana alokasi anggaran untuk implemeotasi kebijakan
perdidikan gratig?

Bentuk bantuan yang seperti apa yang diberikan dslam
pelaksanaan kebijakan sekolah gratis ini ?

Bantuan biaya rutin yang dianggarkan itu untuk keperluan apa
saja, apakah semua sekolah negeri  ataupun  swasta

mendapatkan bantuan ini 7

» Faktor-faktor yang wmempengaruhi implementasi  kebijakan

pendidikan pratis

Bagaimana proses sosialisasi kebijakan pendidikan gratis vang
dilakukan oleh pemerintah kabupaten Must Banyuasin 7
Bagaimana dengan SDM untuk pelaksanaan kebijslkan ini?
Apakal mendukung atau tidak?

Bagaimana dengan sikap pelaksana yvang ada?

Bagaimana dengan sirukfur birokrasi yang ada? Apakah

mendukung dalam pelaksanaan kebijakan?
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{Lanjntan)

» Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin

* [mplementas: Kebijakan Pendidikan Gratis

1.

9.

Apakah ada unit-unil  lertentu  yeng dibentuk  uniuk
melaksanakan kebijekan pendidikan gratis ?

Bagaimana  inferpretasi/pemahaman Bapak mengenal
kebijakan peadidikan gratis ini?

Bagaimana proses pengelolaan kegiatan kebijakan sekolah
gratis? Apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan
kebijakan ini ?

Stratezi apa vang dilakuken Dinas Diknas dalam pelzksanaan
kebijakan ini?

Bagaimana alokasi anggaran untuk implementssi kebijakan
pendidikan gratis?

Bentuk bantuan yang seperti apa yang diberikan dalam
pelaksanaan kebijakan sckolah gratis ini ?

Aspek apa saja yang diblayai dalam kebijakan i6i?

Berapa besar bantuan yang diberikan uniuk masing-masing
sckolah? Apakah ada perbedaan bantuan yang diberikan antara
sekolah negeri dan sekolah swasta?

Bagaimana proses pengajuan amggaran uniuk pelaksanaan

kebijakan sekotah gratis?

3 Fakior-fzktor yeng wmempengervhi  implementasi kebijakan

pendidikan gratis

L

Bagaimana komunikasi Dinas Pendidikan Nasional sebagai
pelaksana kebijakan dengan instansi terkait 7

Bagaimana proses sosialisasi kebijakan pendidikan gratis yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi
Banyuasin ¥

Bagaimana kualitas SDM yang melaksanakan kebijakan ini?
Bagaimana struktur birckrasi dan ke bawahnya yang ada pada

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyvagin dalam
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5.

{Lanjutan}

pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis ? mendukung atau
tidak?
Sejauh ini, hambatan apa saja yang ditemwi dalam

implementasi kebijakan pendidikan gratis inl 7

» Pihak Sekolah
> Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis

L

i

Apakah ada vnirunit tertenty di sekolah yang dibentuk untuk
melaksanakan kebijakan pendidikan gratis ?

Ragaimana  interpretasi/pernahaman Bapsk  mengenai
kebijakan pendidikan gratis ini?

Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan oleh pemeriniah
dalam rangka pelaksanaan kebijakan sekolaly gratis ?
Bagaimana penerapan kebijakan sekolah gratis di sekolah ?
Apakah dana yang diberikan sesuai dengan dana yang telah
dianggarksn oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin?
Dana yang telah diterima dipergonakan untuk keperluan apa
saja?

Apakah dana tersebut terserap semuanya dalam pelaksanaan
kebiiakan pendidikan gratis ?

Bagatmana proses pencairan dana tersebut?

#» Fakior-fuktor yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan

pendidikan gratis

L.

Bagaimana proses sosialisasi kebijakan pendidikan gratis yang
dilakukan oleh pihak sekolah?

Bagaimana kualifas SDM yang melaksanakan kebijakan ini 7

3. Apakab strukwr birpkrasi yang ada mempersulit dalam proses

pencalran dana ?

+  Perwalkalan orang tua siswa

> Implementasi Kcbijakan Pendidikan Gratis

I

Seperti apa pelaksanaan kebijakan sekolah gratis yang anda

rasakan 7

Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP Ul, 2009



{Lanjitan)

2. Bagaimana penilaian Bapak mengenai pelaksanaan kebijakan
pendidikan gratis vang sudah banalan daci tshun 2007 sampat

dengan sekarang?

¥ Faktor-faktor vamg mempengaruhi  implementasi  kebijakan
pendidikan gratis
1. Bagaimana bentuk sosialisasi vang dilakukan oieh pihak

selolah dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis?
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Lampiran 3. Transkip Hasil Wawancara

Transkip Wawanceara degpan Pemerintal

“Poteosi sumber daya alosy di Kabupaten Muba ini sangat melimpab, nemun fanps didukung
sumber daya manusia terntams pendidikan, nka mustabil suate daemb dan pemerintabannya
skun wmju pembangunanuys, karena it sektor pertamia yang hasus diporhatiken adalab
pendidikan. Dan secars konkrit wrohosan yang teiph dilakukan Pemkab Muba untuk selctor
pendidikan saat itu sampai dengan selacang adeiab kebijakan pembebasan biaye pondidikan atan
vang lebih dikenal dengan kebijakan sckolsh gratis, bahkan selain pembebasen biaya pendidikan,
selurub siswa juga dibantu bukubuku pelajaran buku tulis secara gratis, jadi orang tua siswa di
muba tak perlu lagi memikirkan biaya pendidikan anaknya™

“Kebilakan sekolah gratis i adalah werupakan kebijakan Pemerintalr Kabupaten  busi
Banyuasin, vang dalam pelaksansannys disershikan kepada Dinas Pendidikan Nasienal Kabupaiea
Musi Bapveasin sebagal unsur pelaksana  yang berfanpgung jewab  dalam  pelaksanaan
penvelengparaan kebiiakan & hidang pondidikan”

“Pemeriniah Kabupaten Mus Banyuasin memberikan tanggung jawab kepads Dinas Pendidikan
PNasional Kabupaten Mugi Basvunsin sebagai orgenisasi pelaksana kebiiakan sekolah pratis,
Dglam kostan dengan hal tersebet, di dabam organisast Dinas Pendidikan ind, kami memberikan
anggong jawab kepada Sub Baginn Perencanaan dan Sistem Informasi sebagal pongelola kegiatan
dalam melsksanakan kebijokan pesdidikan gratis ind. Sub Bagisn Perercanazun dun Sistem
foformazi ini sendiri dalam stiukiur organisasi Dinas Pendidikan Nasionsl Kabupaten Mlusi
Banyuasin berada di bawah Baglan Sekretariat™

“Ialam pelaksanaan kebijakan sekolah gralis int tidak ada unit-unit tertentu yang dibentuk, Dinas
Peadidikan Nasional Kabupalen Musi Banyuasin menyerabkan fanggung jawab pengelclaan
kegiian kepada Sub Bagian Perencanaan dan Sistern Informasi”

“Seperti yvang telek diketehai bahws kebijskan sekolah pgratis di Kabupaten Musi Banvuasin
berupa pembcebasan biaye sekolah negerd den swasta dari dngkat 8D, 8LTP sampat SLTA. Bentuk
pembebasao biava sekolah i adelnk berups pemberien bantuan dans subuidi pengesetl BP.3
untuk sekoluh negeri dan swasta serts pemborian bantuan blaya rutin untuk sekoelab negerl. Untuk
sekolah-vekolzh yang mendapatkan dana subsidi pengganti BP-3 ini ditetapkan deogan Keputusan
Bupati Nomor 432 Talem 2008 tentang Penclapan Sckolah-Sckolah Peverinm Dana Subsigi
Pangmant BP-3 dari tingkat SD, SLTP dan SLTA ncger dan swasla dalam Kabupaten Musi
Baryuagin®

“Di dalam keputusan Bupati tersebutl juga diatur tentang besarnya dana yang dilerima masing-
masing sckoluh sesuai dengan tingkatannya. Selain itu juga diater tentang pedoman penggunaan
dana subgidi peagganti  BP-3 untuk masing-masing sckolah negeri ataupmn swasta, yaitu 7 65%
dinlakasiban untuk kesejahteraan gur, 25% untuk ATK kegialan belaiar mengaiar dan 10% pnuk
hegintap Q518 daa ekstra kurikuler”

“kami menalsickan £5% yong dislokasikan untuk kesejahierann guru diberikan dalam beatuk
insontfl vaop discsusikan dengan beban tugssnya atau banyaknya jam mengaisr. Semakas banyak
beban tugas youp diborikan kepals sekolsh semakin besar persentase vong ditorims oled gury yang
bersangXuian, scdaagkin 28% untuk binys ATK dalam proses belajar mangainr adalah blays unuk
memenuhi kehutuhon proses belalar mengajar seporti spidol, pengrgaris dan alad media Twinnya
yang dapat mombantu dalam proses keglaian belgjar mengaiar terssbut, sdapun (0% o logl, ite
dislokasikan untuk berbagai macam kegiaian yang diselenggarakan cleh OS{8 ataupun untuk
kegmtan cksre kusikuler siswa misaloya kegiatan pramuoka dan fain-lain sesual dengan kegiatan
mvasing-masing sckolab.™.
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* Rantuan biays rutin uniek kebutwban rtin sckolah, pembiayaanuya tidak termasvk dalam
bantuas dana subsidi pengganti BP-3, namun pemblayssnnys tersendii dalan dana bantan
operasional yang dialokssi dalam belanja rutin Dinas Pendidikan Masional. Biaya rutin ini hanya
diberikan vatk sekolah negeri yang ada di bawsh Pemerintah Daerh Kabupaten Musi Basyvasin
artinys sokolsh negori agama atau sekolsh yang di bawah Departemen Agarma serta sekolzh swasta
tidak mendapatkan bantusn biaya rutin, biayx rin diperuninkkan uniuk biays operasional
sckolah, seperti pemelibarsan gedung sekolal, pemakaian listrik, pemakaian air bersib, biaya
telpon, keperlsan atat-nla tulls tate usala sckolah, serta bigya-biaya kinnyz vang bersifat rutie”™

“Pemerintzh Kabupatun Musi Banyuasin wiah mengeluarkan kebijakan pombebasan bizya sekolah
alau {chih dikenal dengan kebtakan sekolah gratis. NMah, pencrapan kebijakan ini dilakukan dalam
bentuk pemberian bantuan subsidi dana pengganii BP-3 unik sekolah-sekalal negeri dan swasta
yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dan baminun ratin vatuk sckolah negeni yang ada di bawah
Pemerinah Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin®

“Hanfuan biaya rutin hanya diberikan pada sckolah segeri di bawsh Pempdaiah Kabupaten Musi
Banvuasm. Uniuk biavs ruen sekolah swasta yvang biasanyza d¢ bawab suant yayasan, maka blaya
rutin wniuk pemeliharaan sekoloh dan fain sebagainya ditanggung cleh yayasan, demikian juga
unluk sckeleh madiasah di bawah Departensen Agama, biaya rutin menjadi tanggung jawab
Departemen Agama. Hal ini dikarengkan kevangan daersh Kabupaten Musi Banyuasin tdak
memungkinkan unuk memberikan bantuzn biaya rutin bagi sekelah swasta dan sekolah madrasak,
jadi fokus Pemecintah Dacrah kabupaten Musi Banyuasin hanya pada sekolah negeri di bawah
Pemerintali Dacrab Kobupalen Musi Ranyuasin”

“Marmin tidak mentiup kesungkinan suatu hari panti, jika keuangan dacrah sudah memungkinkan
tentunya sckoleh swasta dan sekolsh yang berada di bawah paungan Deparfemicn Agama skan
mendapatkan bantuan biaya rufin sepedi halnya sekolah-sekolsh negeri yeng ada di bawah
Penecintah Kabupates Musi Banyuasin”

"Untuk perescasasn usulan kegiatan dalam hal inl mengenai kebilakan sekolab gratis, fhiak
terlapas dengatt dato-data sekoleh mengenni jumisl mund pada selisp unit sekolsh yang hans
dijadikan dasar sebazal acuan dalam menentikan bergps besar jumiah kebutisdmn dans yang
diperivkar oleh vnit sokolah™.

*Data menpenai jumlah sisws yang ada di sckolah-sekolah yang ads di Kabupaten Mausi
Banyuasin sangat diperfuken dalam penyusunan kebijakan sekolah gratis karena hal terschut
sangat menentukan mengenai berapa juminh danz yang akan diterima sekolah dalam pelaksaaan
kebijakan sekolah gratis pada tahun anggaran borikuinya”

"Pada awalnya dalam mclakekan pendaisan mengenai berapa jsmilah siswa dalam setiap unit
sekolah, kami menpadakan perfgrumn deogan para kepala sckolah yasg ada di Kabupsien Musi
Banvuasin, balk i gekolah negerd atau swasta. Hal ini dilakukan gunz msendapatkan data yang
benar-bunar akurat fentang berapa jumdah siswa yvang ads pada seliap sekolal, di samping it
peslermunn O3 jugo sebagai benmk sosialisasi sengenal pelsksansan kebijakan sckeolah gratis,
Selatjuinya pasdy tshundahun berthutnya kami Jnya swopitimkas edaran kuisioner kepada
sekolab-sckolah seting bulan Juli sampal dengan Agustus, Hal ini dilakokan wntuk mengotahud
porubshan data jumlsh siswa setiap tehunny, kemudisn setelsh senma koisioner erssbu
terkumpul, deta siswa dipiiah-pitah berdasarkan jeajang dan jenis peadidikan”,

“Laogkoh selanjuinye yang kami lakuksnt adalah mepyusun rencans anggaran unit kerja untak
kegiasian pada 1ahun berikuinya, dalam hal iai semua Bidang vang melekat pada Disas Pendidikan
Nasional terdibat dalam penyusuman rencana kerja yang berada dalam bidung tekois Bidang
smsing-masing, skan tetapl dafsm rencava kegiatan kebijakan sekolah gratis neger dun swasw
dart TI, 80, SLTP dan SLTA dilskukan oleh Sub Bagias Perencanaan dan Sistem Informasi das
dimasukkan ke dalarm saie paket meskipun lagkup kegiatannya merspakan lntas jenjang
pendidiban  dalam bidang fekele Bidang yesg lam, hal isi divesksudkan agar dalam
pengadministrasise dalam sadu paket febih mudab dan pelaksanson pendistribusian bantuan dulsm
wakta yang sami untuk sefiap jenis dan tinghat sekolah”
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"Kebijakay sekolah gratis ini dibuat dalam satu paket yakni berupa subsidi dona pengganti BP3
untak gemug sekolah megeri dan swasta. Hal ini dilakukan supaya lebih mewmpermudah
pengadministrasianitya  karens  jemismys  sama dan mempersingkat  birokrasi  juga
pendistribusiannya dalam wakiu yang sama”

“Pengaduan  anggaran  szteleh semua  jenis kebutvhan diskomedasi delam KEA SKPD
ditandatangant cloh Kepala Dinas yang ditvjukan kepada Kepala Bappeda sebagal ketuz Tim
Augparan Permgrintal Dasrsh”™.

“Selain dane yaog dislokesikan dalam angpgaran kepiatan sebagaimana teiah dijelaskan di atas,
hantuan jugs diadokasikan kepads sekolah dalom bentuk anggaran rulin, yang miapa sistem
mekamsme usulso pergasgpacnanys borbeds dengan usulan penpanggaran pada anggaran
kegintan, Kolan usslsn pengaepparan roncans kegiatan pembahasannya melalui Tha Anpgaran
Fomerimah Dasreh & Bappoda Kabupaten Must Banyuasin, akan tetap! umiuk usulsn anggaran
rutin mekaniyme pembabatannye melslui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerab
{BPEAD} Kebupaien Mas! Banveasin”

“Beherusnya penpusulan anggacas dimulel pada baulan Jull tahun yvang bersanghutas, akae fotepi
henyataaanya di lapangan start mulal balan Oktober pada tutup anggamn. Tutup sagpamsa fatoh
pada per tingeal 25 Desember (batas waktu msksimun perminiasn). Pepyusunen BEA Dinas
dianalisz pada bulen Desember dan Januari, Pembahasan di BPKAD untuk Bglanjn Alskasi
Unuen (BALD/rutin pada bazian Sub Bidang Penyusunan Anggaran. Untuk proveid/pembanguman
ke Bappeds ko Sub Bidang Anguaren di sana tesjadi koordinasi tim unuk menyatukan besarna
pagu plafon masing-rmasing belanjs Pembangunan dan nuin. Setelzh its barubah Tim di bawah
metlakakan permangkasan di BPKAD scielah ada kesepakatan barulah dinas-dinas dipanggil untuk
memberitaukan jatah plafon masing-masiog, langkah selanjfutnya pembahasan di DPRD. Setelab
anggarms A sahkan, feras diserahkan ke BPEKAD untuk dibual dalam buku APBD wbun yang
bersangladan™

“Setelal melaln] pembabasan dengan Tim Angpgaran Pemerintabh Dacrah dengaa jumtah pagu
plafon masing-masing dinas disepakati, langkab selanjutnya adalah pengajoan Kancangan Perda
APPBL oleb Bupati di hadapan Sidang Paripuma DPRD, kemudian dilanjutkan pemibahasan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Dacrah dengan Panitia Anggaran Legislatif sampai final Raperda
menjadi Perda APBD pada akhir bulan Desember. Namun seringkali disahkan pada bulan Januari.
Sejak perwtapan Perda APBI selesai atau diketok palu, maka secara otomalis anggaran untuk tiap-
tiap kepintan yang tevdapad dalam Penda tersebut dijamin tersedia, demikian pula untuk anggaran
kegiatan kebijakan sekolah pratis di Kabupaten Musi Banyuasin”

“Lintk menentukan besarnys banhion kepada liap-tiap sekolzh, berdasarkan pada berapa besamysa
punguion BP-3 ek pihek sekolah pada saat masib berlala: dan ditambahkan kenaikan disosuailan
dungan barga pasar dengan lingkat yang wajoe. Kami tidak bisa mengusulkan besarnya anggaran
tanpa Anatisis Standar Belanjs (ASB), karens keleu scendainys kami mengusulkan bagwan yang
Desar nanti dalam pembabasan bersema im anggaran akan dizoret Juga”™

“Zalsm mekansisoie uniuk penctiran dana kegladan hanis sesuai dengan mekanisme adininistrag]
kevangan vang ielah dibakekan oleh pemerimshan pada masa sckarang, yatu Bendnham
Pengsluaren SKPD Dinss Pendidikan Nasional Kabupaten Must Basyuasin inembust Suem
Peemisazn Pembavaran (8PP} dan Surar Perminizan Membayar (SPM)} vang kemnudian
diverifikasi olel Peiabat Penplausabaan Kenangan Satuan Kerfa Perangkat Daernh (PPK SKPD
Dinas Peudidikan Masions! Kabupaten Musi Banyuasin dan kemupdinn 4i wadn mnpant oleh
Kepals Dinas, SPP dan 5PM terssbut dikirim ke Badan Peagelolaan Keuangen doan Aset Daersgh
sefaku Rendabars Umum Dasrsh {BUD). Sewsiah surat tersebut tba di BPKAD kemodian diproses
untuk dibust Surat Perintabh Pencairan Dana {SP2D), selanjutnya apabils SP2D tersebot sudnh
kstuar maka dane bise dicairkon melalul Baok Sumsel yang kemudian biss dambil oleh masing.
masing bendudura sekolah sesuat dengan surat rekomendasi dari Dinus Pendidikan Masional
Kabupaten Must Banyuasin®
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“Proses peagambilan dan pendistribusian dana bantuan dayi Pemerniniah ke sekolafi-sekolab, dalom
pelaksanaannya per triwulan ariinya penyampaiso dana banman ke sekolah setiap kall uniuk
keperluan kebutahan selama ligs bolan™

"Kami dalam menyampaikan vang kepada sckolahqsekolal: gi Kabupaten Musi Banyuasin unfuk
meiaksanakan prograim baiizan sekolab ini, berkeriasama dengan pihak Bank Sumsel. Ketika dana
anggavan wiak program banivan sekolah ini dapat divangkan di Bank Swmsel, kanii membertkan
daflar sekolah-sekolah yoog pkan menerima dana anggaran iersebut heserta dengan nilai nominal
yaug akan dikrinmg masing-masing sekolsh, Kemixdian kami memberitabukan kepada pihak
sekolah-sekolal untuk mengambil bagiannys masing-masing. Disana bendahara sckelah menerima
wang dan menandalangani kuitansi dan cap sekolah maging-masing”,

“Kami metakaukan penyaluran dang kegiatan kebijakan sekolah gratis ini bekerja sama dengan
Bank Sumgel, hal int dilakukan sopaya distribusinya terjamin lancar dan meajaga agar tidak ada
pikiran-pikiran negatif dari magysrakat™

“bahwa dalam mesosialisasikan mengenai kebijokan sekoleh gratis i kepada kelompok sasavan
dalnmy hal ini seloruh warga masyarakat Kabupoten Maesi Banyuasin, kami dibantu olek Dinas
informasi dan Komunikes! Kabupaten Musi Banyuasin, Dewan Pendidikan, Kantor Departemen
Agams beserta Jajarsnnys, Camat, Lusah dan Kepala Desa. Benwk-benfuk sosialiast yang
dilakukan bisa dalamy bentuk spanduk, baliho staw foster yang dipajang 4i ruas-ruas jalas, melaini
media eickirenik radio ataupun melalui pertemuan-perfemunn dengan warga masyarakat baik &
tingkat kecanwatan, leelusahan mavpun Gess”

“Semua Pegawal dolam Sub Bagian Percnepnaan dan Sistent Informasi terlibat akiif dalam
kegiatan ini, atasan langsung den pimipinan sebagai pembina dan penanpgungjawab: kegiatan,
Tidak semua pegewai di Dinas terhbat dulann kegiatun ini, meskipun kegiatan ini meneakup
tingkat sckolah muist dari TK, SD), SLTP, SLTA, akan teiapi kamit melibatkan oraag Sub Bagien
Kengngan vang ghii dibidang kevangan sebugai bendahars dan beriangpung jawab mengures:
adminisiras: kewsngan”™

“kami sebagal unit organisasi yang diunjukRan wntuk berfangpung jowsb dalun mengelck
kegiatan kebiiakan sekolah gratis ini, hacus benage-benar mempunyai komilmen vang vagei dalam
melaksangkan kebijakan tersebut. Hal ini kami lakukan lentunys unfuk msncapsi apa vang
menfadi wjuan kebijakan ity sendini, yain membants weringankan beban orang tun siswa toruiama
yang tidak mampu, kemudian juga membuat selurub znzk usia sekolah yeog ada di Kabupaien
Musi Banyuasin ini dapat bersckolal sesast dengan jenjang peadudikannya msing-masing yang
pata akhirnya akan dapat mempareepal lerwajsdnya kesejaligraan awsyarakot”

“Strategt yang kanst lakukan adalgh menuju suatu keadilan, artinya setiap masyarakal mempuayai
Bak yang sama dalam menyckohbian seskaya, jadi dengao sendirinya anak berlomba-lomba
uruk belajar dengan menggunakan fasilitas vang sudab disiapkso tanpa dipungut biava apapun®.

Transkip Wawancury dengan Pihak Sskglai

“Sejuk diberfakukannya kebijakan sekolah gratis untuk sekolah swasta, bukan hanys ordag tua
siswa yang terbaotu tapi kamipun pibuk sekolah sangat ierhantu, karens sebelum adanya kebijakan
unduk sekolali swasta, banyak siswa yang menonggak bayaean uvang sekalah vang tentunya in
sengal monggungsu proses penyelenggaraan sekolah, Tapi setelab adanya kebifaken sermuonya jadi
lanear, apalagi proses pencaitan dananyapun sangst mudsh kaveoa langsung bisa diambil melalus
Bank Sumsel Hap tign bulan sekali. Selain ftu juga kescjahterasn guru febih terjamin dan ini
tentunya berpongaruh dalam peoiegkatan kualitas siswa kami, fadi kebijakan ini meropskan
segualy hal sangat posial”,

“Kebijakan Sckolah grats sangat membantu orang tua siswa terutams untuk orang s yaog tidak
mampu, selsin itv kebijakan ini mecupakan kewitnen pemerintah dasrst dalam melaksanakan
amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tontang Sisiom Pendidikan Nasional,. Untuk SMA
Negeri 2 kbususnys, komitnon Peneriniah Eabupaten Mosi Banyuasio sangat bagus karena SMA
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Hegorl 2 il dijadikan ikor pendidikan di Kabupaien Musi Banyuasin, di mang sejak kebijakan i
dilaksanakan siswa dapat menikmaii fasilitas belajar yang batk dengan gratis, sebab fasilitas lnyak
dun snemudai merupakan hal penting vang harus dipenshi dalam dunta pendidikan yang tentunya
akan memberikan dampak positif bagi kegiatan belajar para siswa di sekolah, selain ity juga
pechatian Pemda lechadap kesejahteraan dao kualitas gure sangat bagus sekali untuk peningkatan
muty pendidikar™.

“kami sehagai pihak sckolah yang wenerinm bantuan kebijakaa sckolsh peatis, dalam hal
pengelolaan administrasi bantuan fersebut di sekelah, Me menjadi vrusan twogpung fswabnya
bendshara, namun telap dikoordinasikan dengan kepala sekolah, dan untek administoas! wmaminya
mengonat duta jumiah siswa dikelola oleh taia usaha”

“untk i sekolsh kami sebagai sckalah swasts, s3yva tase mungkin sama ya deogan sekolah-
sekolah vang lain, Untuk mengelola dana bantuan sekefah gratis {idak ada pembentukan unit-anit
khusus di sekolzh ini, Administrasi pongelolasn dana bantuan iu menjadi langgung jawabnya
hemdahara sekolah™

“sesuai dengan yang telah diterapkan selama ini, bahwa 65% untuk kesejalneragn gurs diberikan
dalam bentak insendif, yang besarnya sesuai dengan bebian tugas dan tangpung jawabiya masing-
maging. Alokasi 25%, seseai peruntukkannya yaim untuk ATK kegiatan betajar mengapar yaitu
digupakan untuk pombelian alat-alat twlis seperti, spidol, penghapus, peapgeris serty media
mengaiar lainnya vang diperlokan dalam proses belajar mengajar. Kemudian 10% sntuk kegiatan
QSIS dan eksua kurikulern, scpertl pramuks, paskibra, olabraga basket, band sekolab, dsb”,

“sedangkan untuk biaye rutln, sesuni dengan peruntukkannya schagei biays operasional sekolah
yvais biays pemielibaraen atsy perawatan gedung sekolah, pemakaian Hstrik, pemakasan air bersih,
pengpunaan tolpoo dan lain sebagainya yang bersifat rnutin®

“Alokasi 63% untuk kesejahieraan gorn, diberkan dolum beatuk usng ransport, Seherape
besarnya wang tansport yaong diberikan kepada masing-masing gury, disesusikan dengan beban
tugas atst banyaknya jam meogajar dari masing-imasing gurn tersebut. Kemudian 28% unink ATK
helgjar mengajar, diganakan untuk membeli alat-aial tulis atae berbagad media yang digunakan
dalami kegintan belajar meagajar, selemjutnys 18% uniik kegtatan OIS dan ekstra kurikuler
sigwa, seperti kogintan pramuka, paskibra, vokal grup sekolah, dsb”

“Soperti yvang welsh diketahul buhwa peneragan kebilakan scholuh geatis untuk sekolah swasta bary
dilaksanskan pada mhun 2006, padn wakms it sckolsh segert mendopmban bantan schesar
Rp. 30000~ Numun pada awsl penerapan iy, sckolsh kenmy hanve niengrima bantusn duns
pengpanti BP-3 schesar Rp.20.000 - per siswa, padabal pade weliu it bisys BP.J vang harus
dibayackan oleb tap siswa sebesar Bp 66,000, dan mulad bulan Aprt 2006 kami menukkan binya
B3 sehosar Rp 77.500,- per siswea, Banman sebesar Rp.20.000,- (e diberikan werhitung mulat
tangeal | oJanuar 2006 sampal 30 Juni 2006, jadi uniuk sisanya pade wakiy i, kami istap
mewapibkan siswa untuk membayar vang B3, namun jumlah pembayaran ddak penuh letapi
disesuaikan dengan jumlah bantuan yang diberikan oleh pernda pada saat ™.

“Kemudian setelab ituterhitung mulsl kaoggal | Juli 2000 sampai deogon sckarang kami
triendapatkan bantuan sebesar Rp.77.500,» per siswa, dengan dernikian naulat Juli 2006 torsebot
smwa tidok dipungat lepi juran BP-3, Bantuan ini diberikan aleh pemerintely setiop tiga bulan
sekali,”

"dadi schonarnys besarnya biaya basfuss ponggent BP-3 sebesar Rp 77.500, por sigwa vang
dibertkan olch pemerintah Hu menyesoaikan deagen biava BP-3 pada sekolah kamd, kerena
kebetulon pada saat itu biaya BP-3 di sekolals int vang termnhal di Kabupaten Musit Banynasin®

“Memang henar bzhwa kami melakakan pungutan kepada siswa untuk pelajaran twmbahan

komputer. Hal ini kami lakukan agar sisws tidak buta teknologi, di samping it bisas menjadi bekal
siswa untuk mencari kerja nanfinya. Dalam  mengadakan pelajaran komputer ini, kami
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mengadakan kerjusaa dengan pibak ketiga, dengan perjanjian pihak  kelign  mengadakan
komputer dengan tenaga pengajac™

“kami sama sekali tidak ada menarile furan dalam bentuk apapun kepada siswa termasuk dalam
pelajaran komputer, karena di sekolab ini sudah mempunyai tenaga pengajar yang sesuai dengan
basic pendidikannya untuk mengajar pada pelajaran ini, jadi kami tidak ada kerjasama dengan
pihiak ketiga vniuk mata pelajaran kompuder™

"Penerapan kebitakan seicoiah gralis vniuk sekolah negeri seperti kita ketahui di muial pada tahun
2003 sampai dengan sekarang, Untuk ringkal SMA, dana pengganti BP-3 yang disubsid: oleh
Pemda tahun 20608 adalab sebesar Rp. 77.500.- per siswa Jadi tap tabun sekolah kamipun
menerima bantuan dapa pengganti BP-3 memang benarbenar sesusi dengan apa yang teloh
dianggarkan oleh pemda yaitu sebesar Rp.77.500.- per siswa. Total yang kami terima pada ehun
2008 ini adalah sebesor Rp. 322.710.600,-. Namuo dana bantuan ini tiduk kami tering sekaligus
unfak sats tohun tapd kamd menerina tiap 3 bulan sekalt™

“Bantumn biaya rutin yang diberikon oleh Pemerintah Kabupalen Musi Banyuasin kami terims
satiap tahu, 4 muna wnfuk ket SMA diangparkan sebesar Rp. 13.000.000,~ per bulan, Judi,
setiap tahunnyva Kami menerima bantusn biay nstin sebeser Rp. 156.000.080.. per ahun, Buntusn
ind kami torime sama sepertl pads dane subsidi pengganti BP-3 yaitn kamd terima per sheulsn stnn
tiga bulsn eekali melsiui Bank Smnsed”

“Kami sekolab swasta tidak mendapatkan bantuao biaya rutin dari Pemeriniah Duaeral Kabupateo
Must Banyuasin, Judi. untuk biaya 1utin sckolabh seperti untuk pemeliliarasn gedung selolah,
wieibayer Histelk, penggunaan air bersth, dsb. kami dibantu olch pihak yayasen yang mendivikan
sekolah kami, dalam hal ind adalah Yavasan Rahmany Sekayva”

“Prana Subsidi Pengganti BP-2 vang diberikan olch Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kami
terima per e bulap sekall dalom seigbus melalul Bask Sumsel”

Banluan yang diberikan olel Pameriniah Kabupaiza Musi Banyuasin dalam rangks pelaksunaan
kebijnkan sekolal gratis dalom beotuk dana subsidi pengganti BP-3 dan bigya rudn, diberikan
kepaia pihak sekolah per tiga bulaw sekadi dulam setahun®

HKari solalu mengambil vang bantuan sekolah dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di
Bank Sumsel, sebelumnya terlebih dahul kami diberitahu bakwa dana banan untuk sekolah-
sekolah sudah keluar dan siap diambi} di Bank Sumsel. Di sana sudah ada dafiar nama-narma
sekolab yang menerima banwan beserta jumlah nominal vang yang diterima, prosedus birokrasi
seperti ini sama sekall tidak menyulitkan malah sangat membantu, karena proses pengambilan
duns bantwan sangat modah”

“Bantuan yang diberikan oleh Pemsrmialr Kabupaten Musi Banyuasin disalurkan melalui Bank
Sumsel. ladi pengambilan dana bantuan tersebut langsung ke Bank Sumsel. Dana yang diberikan
oleh pihok Bank Sumsel sesual dengan dats mama-nama sekolah dan jumbah siswa riap-tiap
sekolah yang teinh diberikan terlebih dabwiu oleh Dinas Pendidikan Nasional. Jadi dalam bzl
pengambilan baatusn ini kami piliak sekolah tdak menemokan kesulitan swma sekall. Birokrasi
yang ada tidek menyulitkan sama sekali, karena dipermudah dengan adanys kerja sama dengan
pibak ketigs dalam hal ini adalab Bank Sumsel®

“kami pihak sckolah sebenarnya sangat mengbaraphan sckali kelancaran bastvan kebijakan
sekolah gratis int, karena apabila tertunda pembayarannya ini akan terjadi penundaan bagl pibak
sekoloh uotuk membayar bosor gury Moppon jugs kegiata-kegiaten yang lain”

“kar sebagal gore sangat mendukung kebijakan sekolah gratis ini karena bisa meringankan beban
orang e sisws yang udak mampy, namon kami sedikit meogeluhkan mengenai keterlambawn
wrunnys dona bantuan. Karena uniuk pembayerao kesejehtersan gurs atau bonor guru sangal
wwrganfung pads bantuan yang diterimia oled sckolah. Apabiia boatuan terlambat wrun maks pilnk
sekolabpun forpakss berhuteng pada kami ustuk pembayaran honor kami. Hal ind sangat kami
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rasakan, karens semup gure yang ada i SMA ini adalak gurs hooer jadi kemit tidak ada
penghasiian bulanan sepertd halnys gure PNS”

“dana bantuan yang diteritoa pihak sekolzh dari Pemerintab Dacrah seringkali terfambat furimnnya.
Kami sebagai gum honor sangal metasakan bl Inl, Karona pada saat dana banhsan terlambat lurun
otomatis pihak sekolahpen erlambat membayarkan honor kami. Kareny sebagai purs honor kami
tidak punva penghasilan apa-apa tap bulannya selain mengharapkan honor yang diberikan oleh
piligk sckolab, Sedangkan untuk gers PNS tidak terialu merasakan dampak keterlambatas ini
karens mereka sudab punya penghasilan tetap tiap bulanaya™

“pembayaran uang kesejahtsraan guru, haror gum daput dibayarkan swiciah ada bantuan yang
dilerima sekelah durt Pemeriniah Daerab, kelnecaran membayar vang kesejahtersan gurnfhonor
aueu sangat tergamiung pads kelancaran bantap yang diterima sekolah™

“seteiah mendapatken infermasi mengesat pelaksanaan kebilakan sekolah gratis, kami pihak
sekolah segers venginforznastkan masalah kebijakan sekolal gratis kepada wali mund melalusi
suatu perlumpan dengan selurnh anggota BP-3 yang notabiene anggotanys merupakan para orang
fya siswld, pads pertermuan e kKaml menjelaskan msksud dard kebijakan pemeristzh dan
diharaplan parz orang tug $iswa dapat tkut herperan serts menyukseskan kebiiakan ind, yang salah
satu carunyp jkul mensosiphsasikan kepada seluruh masvarskat atau tgiangea-tclangpanya yg
mungkin selama ini ada yang kumang mampa uamk menyskolabkan anakoys”

“selain pertenman yang dilakudkan dengan pikak snggofe BPV, kami juga memberikan penjslasan
kepada pam siswa cengenal kebiiakan sekolab geatis iad, behwa mulal Jangart 2003 mereka tidak
skan lagi dipungii wuran sekolah berups binva BP-3 staupun fsran-iuran yang laionya”

“seperti yang lelah sayve unpkapkan sehoelumnya, bahwa pencrapan kebijalan sekolal gratis untuk
sekolsh swasta il dimalzinya pady tahun 2508, Sabelum pelaksanaan kebijakan itx dilakukan di
sekolah swasta, kami para kepals sekolah swasta di panggil cleh Dinss Pendidikan Nastonal
Rabupates Musi Basyuasin usluk dilaformuikan masalzh bantian yeng akan diterims oleh
sekofab-sekolah swasta dalam rangka pelaksasn kebijakan sekolah gratis™

“setefab mendapatkan Informasi tersebut, kami mengadakan pertemuan dengan selurab jajaran
civilas akademika SMA Rahmaniysh Sckayo dan jugs dengan pibak Yayasan Rabmuny Sekayu
yang merupakan pendiri sckolah ini antuk memblicarskan masalah bantuan yang akan diberikan
prmerintah dakars rangka pelaksanaan kebijakon sekolsh pratis terscbut. Tehap scelanjutnya, kami
mengadakan pertensuan dengan pars orahg tuw siswa untuk mensosialisastkan masalab ini, Kami
wiemberfiabukan bahwa bantnan yang diberikan oleh Pemda berupa subsidi dana pengganti BP-3
vang hanya ssbesar Rp. 20.000,- per siswa, jadi untuk sisanya para orang tua siswa tetap harus
membayar feran sekolh tersebut. Komudian pada saat dana subsidi pengeanti BP-3 diberikan
sasumt dengan jussdsh furan BPW2 vane haros dibavar oleh giswa, kaani jupa mengadakan
perferoan lagl dengen para orang tus entok mensosializasikan bal ™

“pude pelaksanagn di tiagkat sekolah sumier daya manusin yang terlibat adalzh beadahara dan
bagian Tatx Usaha. Bendabars berperan dalam pengelolaan adminisirasi keuvanpen ssdang tata
usalm pada admiaisteagt wnom. Jadi uptuk pelaksanaan di sekolal melibatkan 1 arang bendahaca,
dan | grang iala ussha. Nanwn daiam pelaksanannnyy teiap berkoordinast dengan kepala sckoiah”™

“seperti yaog sudali dijefaskan sehelumnya balwea tidak ada unitupit kbusus yang dibestuk untuk
melaksanakan kebilakan sckolsh gratis ini pada Singkal sckolah. Sumber daya masusia yang
berperan adalah unluk masalah administeasi keusnpgan itu dilakukan olch seorang bendahara,
scdangkan sdminisirasi umumnya sleh scorang tata usahy, selain itu sudah tein kepula sekolah
Juga terlibat”

“Rebijakan Sekolab gratis sangst membantt omag tea siswa terslarma unluk orang tua yang tidak
srnpu, selain #u kebijakan ind merupakan komitmen pemerintzh dacealy dulam melaksanakan
amanal Undasg-Lindang Nomor 28 Tahun 2000 teniaag Sistem Pendidikan Nasional, karena i
kami sebagai pthak vang terlibat di lingkst sekolaly beriekad untuk meonyukseskan kebijukan ini.
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{fanjutan}

Kareny opa yang menadi tujuan dack kebiiakan ind kayi pandang sebagel suate hal yanyg sangat
positif, olels sebab ity kami sangat mendukung kebijakan sekolah gralig fni”

“kebijakar sekolal gratis ini, kami pandang sebagat hal vang sangat posiaf, olel karenz iy, kani
sehapai pelakssns kebijakan ¢ tingkat sekolah sangat mendukuong kebijakan ini, hal i kami
peclihatkan dengen melaksanakan kebijakao ind di ingkat sckolah sesuai dengan segala kelentuan
yang berlaku ermtama masalah penpalokasiao dari dana subsidi pengganti BP-3 yang diberikan”

“pibak Yayasan Rahmany Sekayu memberikan bantuan melaln subsidi silang antara pecgoruan
tingpl swastzs di bowah Yayssan Rahmany Sekays, yaitu Sckelah Tingpi Il Ekonomd
Rahmaniyah { STIER) deapan SMA Ralimaniyah Sekayn, sclain ftu jugs ustak biaya ndin, kerd
dapatkan melalsi “vapg pembangunen” yang dilarik melalul siswa pada wakw pertama kali
mendafiar ke sckolah ini, Besamya “vang peatbanpunan” lersebut sebesar Ry, 300.008,- per siswa.
Berbeda bainya decpan sckolah negerd, untek usng pembanguman veng kami tarik diawal
peadaitores int masth diperbolehkan oleh Pemerintal Daerah”

Transkip Wawancarg depean Ocang Fra Siswa

“mengenai biaya sekolah anak says 4 SMA Rabmaniyah Sekayu sekarang memang benar gradis,
tidol ada lagi dipungut bayaran B3, keeuali untuk kegiatan pelajarse tmmbahan yeitu belaiae
komputer selina 2 jam pelujacan satien minggn, pibak sekelah mewajibkan siswa membsyar
gebesar Rpx 15,000,-. 1ap8 ksl orang tua sissvs Udak keberatan karena ini dilakukan agar siswa
tidak buta teknologi dan jugs unmk bekal siswa datam menvsrt kegia nantinga”

“Mamanya juge gostis, ya Alhamdulillah menang benas-benar tidsk ada punpgutan apapun dard
sihak sekolsh yang smewajibkan siswanya untuk membayar, jade kani sebasai orang tua sangat
terhanty dan bersyuksr xekali dengan kebiiskan sckolah pratis ini”

“memang benge sili, pado wakis pertama kol proses pelaksunass kebifnkan sekolah gratly, kami
mendapuatkan updanpan dard pihak sekolah uniuk dateng dalam pertemuan vang dindakan oleh
sekolah. Dalam pertomuan tersebst yanyg saya ingat membahas masalah sosialisasi kebijakan
sekolsh gratis. Pada pertemuan ity dikatakan babwsa sejak saat ini para orang toa siswa fidak
disvajibkan lagi unink membayar furan BP-3 kargna pembizyaan tersebut i tanggung oleh
Pemerintah Daerah. Jarli pihak sekolah tidak diporbolehkan uotek memungui foran apaman lapt
dari siswa®,

¥ kami saendapaten sadangan dari pibak sekolah uniak datang dalam perignsean yang membahas
tersiang prlaksanaan sckoelab gratis. Pibuk sekolah mengatakan bahwa Pemeriniah Daarab sckarang
ielah menggratiskan jups sekelsl swasta, jadi orang wa siswa Hdak ada kewaiiban gl uniuk
mermbayar sang BP-3 ke pihak sekolab karenz itu sudah menjadi anggengas Pewerintah Daerah”

“pada wakty pendefiaran siswa di wajibkan mewbayar vang pembangunan sebesar Rp. 0,008,

Nammn setelab o tdak ada lagi pungitan uong pembangenan, kareoz it berlaku cuma sekali
wakis permma kali mesuk saja”
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